KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: http://jatim.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

PENGAYOMAN

Nomor : W.15-PP.04.02-1178 26 September 2025
Sifat . Segera
Lampiran . -
Hal : Undangan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Walikota
Kediri

Yth.  Sekretaris Daerah Kota Kediri

Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri:

1. Nomor 100.3.2/1129/419.033/2025 Tanggal 04 September 2025;

2. Nomor 100.3.2/1135/419.033/2025 Tanggal 08 September 2025;

3. Nomor 100.3.2/1058/419.033/2025 Tanggal 27 Agustus 2025;

4. Nomor 100.3.2/1083/419.033/2025 Tanggal 10 September 2025; dan

5. Nomor 100.3.2/1115/419.033/2025 Tanggal 03 September 2025.
Perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Walikota Kediri, Bersama ini kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa
Timur akan melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
yang akan diselenggarakan pada:

hari,tanggal . Senin, 29 September 2025

pukul : 08.30 WIB s/d selesai

tempat .  Ruang Rapat Jayanegara | Kanwil Kemenkum Jawa Timur

acara . Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan

Konsepsi Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang :
1.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Petunjuk Teknis Kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi
Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

3. Pedoman Pembangunan Kelurahan Yang Merata;

4. Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Bidang Kesehatan; dan

5 Pedoman Pengelolaan Pejabat Pengelola Dan Pegawai Dari
Tenaga Profesional Pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang

Kesehatan.

pimpinan rapat . Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum

lain-Lain . Pakaian yang berlaku pada saat itu

Sehubungan hal tersebut, dimohon dengan hormat kepada Bapak/lbu Sekretaris Daerah
Kota Kediri untuk menugaskan Pejabat yang membidangi, bersama dengan Bapak/Ibu pemrakarsa
dan menguasai permasalahan, untuk mengikuti rapat dimaksud dengan membawa hasil
saran/pertimbangan atas materi Raperkada sebagaimana dimaksud.


https://jatim.kemenkumham.go.id/
mailto:kanwiljatim@kemenkumham.go.id

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum

Titik Setiawati

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (Sebagai Laporan).

httpszibsre. bssn.go.idfverifikasi



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
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DAFTAR HADIR

Kegiatan : Rapat Penghammonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029

Tempat : Ruang Rapat Jayanegara 1
Waktu > Senin, 29 September 2025
NO. NAMA INSTANSI JABATAN TANDA TANGAN
Kepala Divisi
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Titik Setiawati, S.H., M.H. Kanwil
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KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya 60271
PENGAYOMAN Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496
Laman: http://jatim.kemenkum.go.id, Pos-el:
kanwiljatim@kemenkum.go.id

NOTULA
Hari : Senin
Tanggal . 29 September 2025
Pukul : 08.30 s/d 10.30 WIB
Tempat . Ruang Rapat Jayanegara Il Kanwil Kemenkum Jawa Timur
Peserta Rapat 1. Perencana Muda Pemerintah Kota Kediri

2. Analisis Hukum Ahli Muda Kota Kediri
3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

Agenda . Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang
Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan Rapat :

Rapat konsepsi dipimpin oleh Yoga Purnomo, S.H., M.H selaku Perancang
Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
Kegiatan ini dihadiri Perencana Muda Pemerintah Kota Kediri, Analisis Hukum Ahli
Muda Kota Kediri dan Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.

Jalannya Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029.


http://jatim.kemenkum.go.id/
mailto:kanwiljatim@kemenkum.go.id

Sebagai Berikut :
e Penyampaian pembukaan rapat oleh pimpinan rapat Bapak Yoga Purnomo S.H.,

M.H. untuk membahas Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dari tim Pemrakarsa Pemerintah
Daerah Kota Kediri.

Tim dari Pemrakarsa Pemerintah Daerah Kota Kediri menyampaikan
pembahasan mengenai isi dari draft Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dibahas oleh tim Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kanwil Kemenkum Jawa Timur (Bapak Yoga Purnomo, Ibu Kadek, dan Ibu
Luffita.).

Perancang dari Tim Kerja Harmonisasi || Kanwil Jatim memberi analisis dan
masukan sebagai berikut:

1. Pada dasar hukum mengingat, disarankan untuk menghapus indikator pada

nomor 4,5,7,8,10,11,13,14,15,16,18.

Pasal 1 No. 4, disarankan untuk disesuaikan dengan No. 2.

Pasal 1 No. 6, kata “yang disingkat” dirubah menjadi kata “Disebut”.

Pasal 1 No. 9 dan 11, terdapat kata asing “outcome” disarankan untuk dihapus.

Pasal 2 Ayat 2, renstra PD normanya dirubah sesuai dengan sistematika.

Pasal 3, disesuaikan dengan instruksi Inmendagri No. 2 Tahun 2025.

Pasal 4, jika RPJMD berubah. Maka, renstra PDnya ikut berubah.

Pasal 4, kata “mendasar” untuk dihilangkan.

Sebelum Pasal 4, ditambahkan mengenai Pasal mengenai pengendalian dan

evaluasi yang diambil dari kewenangan dalam Permendagri penormaan.

10.Pada Pasal 4, untuk ditambahkan indikator “b” yang berisi hasil pengendalian
dan evaluasi.

11.Pada bagian lampiran, sebaiknya dipisahkan perdinas agar tidak teracak dan
mudah untuk mencari.

12.Pada kesemua Pasal, untuk sistematika penulisan disesuaikan kembali.

OCoNoORWN

Kesimpulan rapat hari ini adalah raperwal tentang
rancangan peraturan wali kota tentang rencana strategis
perangkat daerah tahun 2025-2029 telah diharmonisasi dan
dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Demikian Notula Rapat Harmonisasi pada hari ini.
Notulis,

TKH I
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WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUM

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KEDIRI,

a. bahwa dalam rangka mewaujudkan tata kelola pemerintahan

1.

yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, setiap
perangkat daerah wajib menyusun péncana strategis ssebagai
pedoman perencanaan kinerja jangka menengah;

.bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Daerah untuk
merespons kebutuhan dan aspirasi’ masyarakat secara
partisipatif, inklusif,\dan berkeadilan, serta untuk menjawab
tantangan pembangunan daerah yangsSemakin kompleks dan
dinamis;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata “Capa Evaluasiy, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan, Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

sbahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c¢, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Commented [P1]: Naskah peraturan perundang-undangan
diketik dengan jenis huruf Bookman 0ld Style, dengan huruf 12
(angka 284 Lampiran I1 UU 12/2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan)




Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

ambahan embaran-Neo Republiklnadone 1aNomoer6

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana, telah diubah beberapa kali terakhir
dengan [Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

10-Peraturan—Pemerintah—Nemor—12—TFahun—2019—tentang

Commented [12]: Apabila substansi dalam Raperwal ini tidak

ada keterkaitan dengan UU Cipta Kerja maka perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015




Menetapkan :

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Ménengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17.Peraturan/ DaerahnKota Kediri Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 95);

Pe n-Daerah Ko Kediri Nomor—8 hun—20

19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2025
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kediri.

Commented [P3]: Pada dasarnya, dasar hukum meningat
memuat:

a.dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-
undangan; dan

b.peraturan perundang-undangan yang memerintahkan
pembentukan peraturan perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum
mengingat Raperwal ini disarankan untuk dihapus




2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.

4. ‘Perangkat Daerah bdalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung tahun 2025-2029.

6. \Rencana Strategis Perangkat Daerah\ yang selanjutnya disingkat Renstra PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daérah yang disusun
berdasarkan Renstra PD.

8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau_dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahunan.

9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil feuteeme} program Perangkat Daerah.

10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan ‘menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

11.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan,yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran Keu%pﬁ% dalam rangka

mencapai hasil feuteome} suatu program.

Pasal 2
(1) Renstra PD disusun’Sebagai penjabaranfdari RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) Renstra PD menjadi acsar pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat

Daerah H—aﬂ—pe@esaﬂaaﬂ—pfegpamﬂeeg}ata—mpe#angk&t—DaeFahL

[Pasal 3|
(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b.gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
dan
e. penutup.
(2) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

[Pasal 4‘
\Perubahan Renstra PD hanya dapat dilakukan apabila:\
a. terjadi perubahan heﬂd—asap balam RPJMD; atau
b. adanya kebijakan nasional/daerah yang bersifat strategis dan mendesak.

Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Commented [P4]: Saran penormaan:
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah ...

Commented [P5]: Saran penormaan:
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang
selanjutnya disebut Renstra PD adalah ...

Commented [P6]: frasa yang ada dalam tanda baca kurung
disarankan dihapus

[Commented [P7]: disarankan dihapus

Commented [I8]: Sistematika dalam Pasal 3 mengacu pada
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029

Saran penormaan:

Pasal 3

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun
untuk setiap PD dengan sistematika sebagai berikut:
a.pendahuluan;

.
e

e

(2)Uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran
...... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini, yang terdiri atas:

a.Renstra ... (nama PD nya);

b.Renstra ...

@

dst

Commented [19]: Disarankan untu ditambahkan pasal
mengenai pengendalian dan evaluasi sebelum Pasal 4, dengan
berpedoman pada kewenangan dalam Permendagri. Penormaan
disesuaikan dengan Permendagri 86/2017

Commented [110]: Berdasarkan diskusi pada rapat
harmonisasi, ditemukan bahwa hasil pengendalian dan evaluasi
dapat menjadi dasar dilakukannya perubahan Renstra PD. Oleh
karena itu, dalam Pasal 4 ini dapat ditambahkan satu huruf
sebagai alasan/dasar perubahan Renstra PD, yaitu “hasil
pengendalian dan evaluasi”

[ Commented [P11]: frasa mendasar disarankan dihapus

)




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TA



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu pposes, penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada
suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam ‘jangka waktu ) tertentu.
Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen-
dokumen perencanaan, baik untuk jangka, panjang, (dua puluh /tahun),
jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan). Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) merupakan landasaniutama dan pegangan bagi pemerintah
pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih
terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar
waktu, maupuft antar fungsi pemerintahan.

Salali" satu konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang tersebut
adalah diwajibkaniybagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana
kerja' sebagai acuan \dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk
jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk
perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis
(Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya) disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.”

Hal inif kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang
mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis
dengan berpedoman pada RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal
(2) yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan

dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan



Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.”

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) memiliki peran strategis dalam perumusan Kkebijakan
pembangunan daerah guna mewujudkan visi dan misi pembangunan yang
telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Tahun
2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi
pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat
daerah. Penyusunan Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029 didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada dokumen
perencanaan nasional dan daerah, seperti Reneana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 danRencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang akan disusun oleh Pemerintah, Daerah.
Renstra ini menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan strategis
yang selaras dengan prioritas pembangunani,daerah, ‘sehingga diharapkan
dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra BKPSDM Kota Kediri juga perlu
memperhatikan Renstra Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Renstra
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jaway, Timur® (BKD Prov. Jatim).
Selanjutnya Renstra, BKPSDM Kota<Kediri Tahun 2025-2029 ini akan
menjadi dasar dalam \ perencanaan tahunan BKPSDM, yaitu dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Kediri.
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Gambar 1.1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota
Kediri Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah
dengan -2- Undang-Undang Nomor 13 Tahufi 1954 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor)17% Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun/1954,Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, tambahan Lembaran,Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana“ telah “diubahy, beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nemor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ,Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi
Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6909);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90<Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaiTahun 2019
Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor,2 Tahun, 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota/Kediri Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kediri.Nomor 102);

10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kediri

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan,Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-

2029 adalahhuntuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil

BKPSDM beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan

komitmen bersama\guna mewujudkan tujuan dan sasaran BKPSDM secara

berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung
sasaran dan tujuan Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra BKPSDM Kota Kediri

Tahun 2025-2029 adalah:

a. Menjadi kerangka dasar bagi BKPSDM Kota Kediri dalam melaksanakan
pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029, dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Kediri Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi BKPSDM;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM
Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui

penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;



c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja BKPSDM Kota Kediri

yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya

menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029

disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB IPENDAHULUAN

1.1

1.2

1.3

1.4

Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat
Daerah, fungsi Renstra PerangkatDaerah'dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat
Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan‘dengan
Renja Perangkat Daerah.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan, tentang Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuian peraturan lainnya
yang nengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi,
kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan, dalam penyusunan ,pérencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra Perangkat Daerah

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1

2.2

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM Kota Kediri
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah
Sumber Daya BKPSDM Kota Kediri

Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya



2.3 Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Kediri
Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas
Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
RPJMD periode sebelumnya,

2.4 Kelompok Sasaran Layanan
Berisi tentang penerima manfaat layanan yang diberikan oleh
Perangkat Daerah sebagai bentuk perencanaan dan pengukuran
kinerja Perangkat Daerah terarah, terukur dan berdampak
langsung

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis BKRSDM

Berisi permasalahan dan isu fisu startegis layanan ‘BKPSDM

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN'ARAH KEBIJAKAN
Pada bab ini mengemukakan Tujuan danSasaran Renstra BKPSDM,
kemudian dilengkapi dengan Cascading Kinerja BKPSDM serta
Penahapan Pembangunan upaya sistematis untuk memastikan
pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sésuai dengan visi, misi

dan sasaramstrategis yang telah ditetapkan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN, URUSAN
Pada, bab ‘ini, memuat tentang uraian program, kegiatan, sub
kegiatan, serta target kinerja, baik dalam pencapaian tujuan dan
sasaran' Renstra 'PD maupun dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan

BAB V PENUTUP
Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian terhadap perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan

daerah.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAAN
DAN ISU STRATEGIS BKPSDM

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, BKPSDM mempunyai kedudukan
sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang’ kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut BKPSDM
mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakanyfungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BKPSDM

BKPSDM melaksanakan fungsi,penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dibidang»kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan. Secara rinci BKPSDM mempunyai fungsi.sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakanydibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

b. Pelaksanaan keébijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

c. Pelaksanaanh pengendalian, evaluasi dan'pelaporan dibidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan;

d. Pelaksanaan'administrasi Badan dibidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur

organisasi BKPSDM Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. KEPALA BADAN

Kepala’Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Adapun fungsi
Kepala Badan adalah sebagai berikut :
a.Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan;

b.Pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan;



c. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

d.Pelaksanaan administrasi Badan dibidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan; dan

e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan

tugasnya.

SEKRETARIAT
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan,/ melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan

masyarakat dan protokol badan. Adapun _dfungsi Sekretariat adalah

sebagai berikut :

a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;

d. pengelolaan aset dan barangmilik daerah;

e. pengelolaan urusan rumah, tangga, hubungan ‘masyarakat dan
protokol;

f. pelaksanaan_gkoordinasi penyusunan program, anggaran dan
perundang undangan;

g. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia)
di bidang kepegawaian;

h.«pengelolaan dokumentasi dankearsipan;

i. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;

j». pengelolaanjasa penunjang urusan di badan;

k. pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis
elektronik;

1. pelaksanaan_monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan
kinerja badan;

m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan

n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan
pengiriman  surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas,
dokumentasi dan kearsipan;

b. menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;



c. menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;

d. menyiapkan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan
masyarakat dan protokol;

e. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan
perundang undangan;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah
hukum (non yustisia) dibidang kepegawaian;

g. menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian
kinerja pegawai;

i. menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;

j. menyiapkan bahan dan sarana prasarana,rapat koordinasi dan
konsultasi;

k. menyiapkan bahan pelaksanaan kéordinasi penyelenggaraan tugas*
tugas bidang; dan

I. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan,oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN ASN
Bidang Pengembangan dan'Pembinaan ASN mempunyai tugas
mengkoordinasikan “perencanaan, | pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi #bidang pengembangan, Ppembinaan, penghargaan dan
perlindungan sertaypendidikan dan pelatihan ASN. Untuk melaksanakan
tugas dimaksud, Bidang Pengembangan dan Pembinaan ASN mempunyai
fungsi :
a: penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan dan Pembinaan
ASN;
b. pengembangan kompetensi ASN;
c. penilaian'dan evaluasi kinerja aparatur;
d. pengembangan kompetensi teknis;
e. sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan
fungsional;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan Bidang
Pengembangan dan Pembinaan ASN; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



d. BIDANG MUTASI, FORMASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Bidang Mutasi, Formasi dan Informasi Kepegawaian mempunyai

tugas

melakukan

pengadaan

ASN, pengurusan administrasi

pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Mutasi, Formasi dan

Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Mutasi, Formasiddan Informasi

Kepegawaian;

b. pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN;

c. mutasi dan promosi ASN;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian ASN;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasifdan, pelaporan Bidang Mutasi;

Formasi dan Informasi Kepegawaian; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Berikut disajikan gambar Struktur Organisasi BKPSDM sesuai dengan

Peraturan Walikota Kediri Nomor ‘86 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, - Tugas dan Fungsi'serta Tata Kerja Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kediri.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKPSDM
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2.2. SUMBER DAYA BKPSDM KOTA KEDIRI

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM,
maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana prasarana
penunjang lainnya, yaitu :

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur
Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di BKPSDM Kota
Kediri (per Maret 2025) berjumlah 54 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai BKPSDM Kota Kediri Berdasarkan
Jabatan Tahun 2025

No. Jabatan Jumlah 'ASN
1. | Eselon II 1
2. | Eselon III 3
3. | Eselon IV 1
4. |Jabatan Fungsional 6
5. | Jabatan Pelaksana 33
6 Pegawai Pemerintah dengan 2
" | Perjanjian Kerja (PPPK)
Jumlah 46

Sumber: BKPSDM Kota Kediri,(per Mei 2025)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana‘dan prasanayang dimiliki BKPSDM dalam rangka mendukung
pelaksanaantugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut :
Tabeli2.3 Rincian Aset Tetap tahun 2025

No Nama Barang Dibutuhkan | Tersedia Kurang
Tanah untuk
1 | Bangunan Tempat 1 1 0
Kerja
2 | Electric/Generating Set 1 1 0
3 | Pompa 3 3 0

Kendaraan Dinas
Beroda Empat

Kendaraan Bermotor
Beroda Dua

Alat Penyimpan

6 Perlengkapan Kantor 64 64 0
7 | Alat Kantor Lainnya 251 251 0
8 | Mebel 296 296 0
9 | Alat Pembersih 10 10 0
10 | Alat Pendingin 35 35 0




No Nama Barang Dibutuhkan | Tersedia Kurang
Alat Pemadam

11 Kebakaran 12 12 0

12 | Meja Kerja Pejabat 1 1 0

13 | Kursi Kerja Pejabat 2 2 0

14 | Kursi Rapat Pejabat 7 7 0
Lemari dan Arsip

15 Pejabat 13 13 0

16 | Peralatan Studio Audio 5 5 0

17 Peral:_itan Studio Video 15 15 0
dan Film

18 Alat Komunikasi 15 15 0
Telephone

19 | Komputer Jaringan 1 1 0

20 | Personal Computer 81 81 0

21 | Peralatan Mainframe 8 8 0

29 Peralatan Personal 101 101 0
Computer

23 | Peralatan Jaringan 15 15 0

24 Pe}‘alatan Komputer 2 2 0
Lainnya

25 Bangunan Gedung 5 5 0
Kantor

Sumber : Laporan BMD BKPSDM per Juni 2025

2.3. KINERJA LAYANAN BKPSDM KOTA KEDIRI

Keberhasilan \penyelenggaraan pemesintah daerah diukur melalui
capaian indikator kinerjasPencapaian Kinerja Layanan BKPSDM Kota Kediri
merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap
program/kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja BKPSDM periode
tahun2025-2029 merupakan hasil evaluasi dari kinerja pada periode tahun
2020-2024. Indikatory mengalami perubahan jika dibandingkan dengan
Renstra BKPSDM Tahun 2020-2024 dan Renstra BKPSDM Tahun 2025-
2026. Perubahan indikator dikarenakan adanya pengendalian dan evaluasi
dari Kementerian PAN-RB, kondisi dinamika Perangkat Daerah, ketersediaan
data serta untuk meningkatkan kinerja secara umum. Adanya perubahan
indikator menyebabkan tidak tersedianya data capaian pada tahun 2020-
2023 untuk indikator yang baru. Dengan memperhatikan capaian indikator
kinerja ini akan memudahkan bagi BKPSDM untuk menentukan sejauh
mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam
kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja BKPSDM Kota Kediri
bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :



Tabel 2.4 Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

Indikator Kondisi
Kinerja

Renstra 2025- | S2t3% | 5000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ket
2029

1 2 3 4 | =5 6 7 8 | -9

NO

1 | IndeksSistem | qoks 1385| 209| 2725 306 | 306
Merit

Persentase
pejabat ASN
2 | ¥ans Persentase | 64% | 68% | 61,67%
ditempatkan
sesuai potensi
dan kinerja

% | 61,69%

Indeks
3 | Profesionalitas | Indeks 63,54
ASN

Untuk data anggaran dan realisasi pendan

Kediri Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.



Tabel 2.6 Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

Anggaran Realisasi Realisasi
B]eel;l:'lsja 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % % % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Belanja
Tidak 6.416.471.073 6.693.709.205 3.466.926.952 9.776.873.000 7.511.553.418 4.238.009.113 |43.096.772.833 | 3.039.425.896 5.689.332.048 6.127.817.330 | 66,05% | 46,26% | 87,67% | 58,19% | 81,58%
langsung
E::lag?jng 9.180.435.917 8.500.000.000 7.915.116.944 5.460.379.900 5.013.029.970 6.385.175.968 | 5.000.568.232"| 5.903.880.281 4.633.198.107 4.545.133.535 | 69,55% | 58,83% | 74,59% | 84,85% | 90,67%
Jumlah 15.596.906.990 | 15.193.709.205 | 11.382.043.896 | 15.237.252.900 | 12.524.583.388 | 10.623.185.081 | 8.097.341.065 | 8.943.306.177 | 10.322.530.155 | 10.672.950.865 | 68,11% | 53,29% | 78,57% | 67,75% | 85,22%

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2024 rasio antara realisasi dan anggaran berfluktuasi hingga realisasi akhir

periode pada tahun 2024 mencapai 85,22%. Fluktuatifnya rasio iniddisebabkansoleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal

berasal dari Kebijakan Badan Kepegawaian Négara terkait jadwal pelaksanaan/seleksi CASN dan PPPK, sedangkan faktor internal adalah

tidak tuntasnya kegiatan seleksi terbukaPTP karena tidak terpenuhinya syarat minimal pelaksanaan seleksi terbuka. Namun begitu,

BKPSDM tetap komitmen untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang

memadai.




2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan BKPSDM dijabarkan sesuai program pada
tabel berikut :

Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan

Kel kS
No. Program elompok Sasaran

Layanan
1 Program Kepegawaian daerah ASN Kota Kediri
5 Program Pengembangan Sumber Daya ASN Kota Kediri

Manusia

Program Penunjang Urusan

Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota BEEEDM Kota Kediri

MITRA PEMBERIAN PELAYANAN

BKPSDM Kota Kediri dalam{ melaksanakan tugas dan fungsinya
bermitra dengan K/L/D/I pembina kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
ASN. Seperti Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Negara
Regional Jawa Timur, | Kementerian Dalam_ Negeri, Kementerian

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian PAN-RB.

KERJA SAMA DAERAH
BKPSDMrKota, Kediri terkait dengan pendidikan dan pelatihan ASN

bekerja sama dengan BPSDM Prov. Jatim dan BPSDM Prov. Jogjakarta serta
K/L/D/I penyedia pendidikan dan pelatihan ASN lainnya. Sedangkan untuk
penilaian kompetensi dan petensi,/ BKPSDM bekerjasama dengan Badan

Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM

Identifikasi, permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
BKPSDM, Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau
kondisi saat,ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap
aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan
Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 bahwa BKPSDM mempunyai tugas
membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN.

BKPSDM berfungsi untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan
layanan administrasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN. Dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, beberapa permasalahan yang

diidentifikasikan adalah sebagai berikut:



. Proyeksi kebutuhan ASN belum sepenuhnya berbasis pada analisis jabatan

dan beban kerja yang valid. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara

jumlah, jenis, dan distribusi ASN sesuai kebutuhan perangkat daerah.

. Data kepegawaian belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi antar sistem

manajemen ASN yang dimiliki sehingga menghambat proses perencanaan

kebutuhan pegawai, penilaian kinerja, dan pengembangan karier ASN.

. Regulasi dan kebijakan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

yang dinamis tidak jarang menyebabkan kesulitan BKPSDM dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya metodespendidikan dan
pelatihan ASN yang menyebabkan biaya tinggi dan pengisian formasi ASN
melalui promosi dan mutasi dengan tahapan yang cukup panjang dan

rumit.

. Belum optimalnya pengelolaan manajémen talenta dalam pengisian jabatan

ASN melalui promosi dan mutasi ASN yang),menurunkan kepercayaan

publik bahkan ASN Kota Kediri terhadap birokrasi sPemerintah Kota Kediri

. Ketimpangan kualitas SDM ASN antar perangkat daerah baik secara

kompetensi, kinerja, kualifikasi dan keterampilan digitalisasi.

. Sistem pengukuran Kkinerja, yangrada belum efektif dalam menyajikan

kinerja nyata ASN. Penilaian masih_bersifat formalitas, dengan indikator
kuantitatif yangpkurang terukupidan selaras dengan tujuan organisasi,

serta kurang berdampak pada penghargaan dan pengembangan karir ASN.

. Kurangnya komitmen atasan langsung dan/ atau pimpinan perangkat

daerah untuk :melakukan, evaluasi dan pengawasan internal terhadap
kinerja dan disiplin, ASN.
Adapun isu-isu strategis yang ada di BKPSDM Kota Kediri antara lain

sebagai berikut:

1.

Penguatan manajemen ASN berbasis sistem merit secara konsisten melalui
perencanaan kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengembangan Talenta dan
Karier ASN (promosi, rotasi, dan mutasi) secara digital yang terintegrasi
antar sistem manajemen ASN Nasional dan Daerah demi menjamin

keakuratan data;

. Peningkatan Kompetensi ASN yang Relevan Pelatihan dan pengembangan

ASN sering tidak berbasis kebutuhan jabatan dan tidak berdampak

langsung terhadap kinerja; dan

. Penguatan budaya kinerja dan akuntabilitas sistem penilaian kinerja ASN

yang objektif, terukur, dan digunakan sebagai dasar pengembangan karier

atau penghargaan.



Tabel 2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Isu Lingkungan Dinamisyang Relevan dengan PD
Daerah yang Isu KLHS
menjadi Permasalahan PD yang relevan . . Isu Strategis PD
Global Nasional Regional
kewenangan dengan PD
PD
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
Digitalisasi Proyeksi kebutuhan ASN belum Pemantapan P.er.cep.atar.l Digital.isasi optimalisasi
layanan . . Tata digitalisasi global, pemerintahan | e
ublik sepenuhnya berbasis pada analisis Kelola smart governance daerah overnment i i
p jabatan dan beban kerja yang valid . g ran, 8 Penguatan manajemen ASN berbasis
Pemerintahan kebijakan sistem merit secara konsisten melalui
Data kepegawaian belum sepenuhnya (Good keterbukaan perencanaan kebutuhan ASN,
akurat dan terintegrasi antar sistem Governance) data Pengadaan ASN, Pengembangan
manajemen ASN yang dimiliki dan Efisiensi Talenta dan Karier ASN (promosi,
Anggaran rotasi, dan mutasi) secara digital

Regulasi dan kebijakan dibidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
yang dinamis

Belum optimalnya pengelolaan
manajemen talenta dalam pengisian
jabatan ASN melalui promosi dan
mutasi ASNs

Ketimpangan kualitas SDM ASN antar
perangkat daerah baik secara
kompetensi, Kinerja, kualifikasi‘dan
keterampilan digitalisasi

Sistem pengukuran kinerja yang ada
belum efektif dalam menyajikan kinerja
nyata ASN

Kurangnya komitmen atasan langsung
dan/ atau pimpinan perangkat daerah
untuk melakukan evaluasi dan
pengawasan internal terhadap kinerja
dan disiplin ASN

yang terintegrasi antar sistem
manajemen ASN Nasional dan
Daerah demi menjamin keakuratan
data

Peningkatan Kompetensi ASN yang
Relevan

Pelatihan dan pengembangan ASN
sering tidak berbasis kebutuhan
jabatan dan tidak berdampak
langsung terhadap kinerja

Penguatan budaya kinerja dan
akuntabilitas sistem penilaian kinerja
ASN yang objektif, terukur, dan
digunakan sebagai dasar
pengembangan karier atau
penghargaan




BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan
dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari
pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah
hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sesuai dengan Visi Kota Kediri “Membangun Kota Kediri yang MAPAN
- Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni”, Renstra BKPSDM
Kota Kediri tahun 2025-2029, mendukung Misi 4, pada RPJMD Kota Kediri
Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola,Pemerintahan yang
inovatif, responsif dan berintegritas”.

Penjabaran_tujuan, indikatortujuan, sasaran dan indikator sasaran
serta target Kkinerja sasaran dalam 5 (limma) tahun mendatang adalah

sebagaimanaitertuang dalam tabel berikut:



Tabel 3.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

NSPK DAN BASELINE TARGET TAHUN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024 P i i — P T KETERANGAN
YANG RELEVAN
(01) (02) (03) 04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

Meningkatnya Meningkatnya Indeks Sistem 306 314 315 316 318 322 325

kualitas pelayanan Manajemen ASN Merit (Indeks)

publik Berbasis Sistem

Merit
Meningkatnya Persentase pejabat | 61.69 6292 | 64.18 | 6546 | 66.77 | 68.11 | 69.47
kualitas ASN yang
penempatan ditempatkan
pejabat ASN sesuai potensi dan
sesuai potensi dan | kinerja (%)
kinerja
Meningkatnya Indeks 8939 89.84 | 90.29 | 90.74 | 91.19 |91.65 |92.11
profesionalitas Profesionalitas ASN
ASN (Indeks)
Meningkatnya Nilai LHE AKIP 85.10 85.19 | 85.27 | 8536 |8544 |8553 |85.61
Manajemen BKPSDM (Nilai)
Internal BKPSDM
Nilai IKM BKPSDM | 3.79 3.80 3.81 3.82 3.83 3.84 3.85
(Nilai)




Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan
BKPSDM Kota Kediri adalah “Meningkatnya Manajemen ASN Berbasis
Sistem Merit” yang diukur dengan menggunakan indikator tujuan Indeks
Sistem Merit.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran antara lain
sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas penempatan pejabat ASN sesuai potensi dan

kinerja

b. Meningkatnya profesionalisme ASN
c. Meningkatnya Manajemen Internal BKPSDM
Berikut akan disampaikan tentang rumus d sional dari

indikator sasaran yang ada :



Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

INDIKATOR
NO SASARAN SASARAN DEFINISI OPERASIONAL FORMULA INDIKATOR
A. Pejabat ASN adalah Jabatan Pimpinan{Tinggi Pratama (JPTP),
Jabatan Administrator (JA) dan Jabatah Pengawas (JP)di lingkungan
Pemerintah Kota Kediri
B. Penentuan tingkatan potensial dalam kategori tinggi, menengah, dan
rendah melalui assessment center, uji kompetensi, rekam jejak jabatan,
dan/atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan instansi atau nasional
C. Pemeringkatan kinerjaidalam kategori status kinerja yang terdiri
dari: di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi
Meningkatnya | Persentase
kualitas pejabat ASN D. Potensi dan kinerja ASN \disajikan dalampemetaan talenta (kotak
1 penempatan yang manajemen talenta), yaitu bagan yang terdiri dari 9 (sembilan) kategori
' pejabat ASN ditempatkan | yang menunjukkan sekumpulan Pegawai ASN berdasarkan tingkatan

sesuai potensi
dan kinerja

sesuai potensi
dan kinerja

potensial dan Kinerja.

Tingkatan potensi dan kinerja tersebut adalah :

1. Kinerja dibbawah ekspektasi dan potensial rendah

. Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial rendah

. Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah

. Kinerja di atas ekspektasi dan potensial rendah

. Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial menengah

. Kinerja/di bawah ekspektasi dan potensial tinggi

. Kinerja/di atas ekspektasi dan potensial menengah

. Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi
.‘Kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi

(Permen PAN-RB 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN)
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NO

SASARAN

INDIKATOR
SASARAN

DEFINISI OPERASIONAL

FORMULA INDIKATOR

Meningkatnya
profesionalis
me ASN

Indeks
Profesionalis
me ASN

Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN adalah suatu instrumen yang
digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas
ASN dengan kriteria pengukuran :

(1) dimensi kualifikasi, yaitu data/informasi pendidikan'formal ASN
dengan bobot 25%

(2) dimensi kompetensi, yaitu data/informasi riwayat pengembangan
kompetensi ASN dengan bobot 40%

(3) dimensi kinerja, yaitu data/informasi‘penilaian kinerja ASN dengan
bobot 60%

(4) dimensi disiplin, yaitu data/informasi riwayat hukuman disiplin
ASN dengan bobot 5%

Setiap dimensi mencakup, bobot, deskripsi, dan indikator diatas sebagai
satu kesatuan dari standar, profesionalisme ASN sebagaimana diatur
dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 8 tahun 2019 tentang
Penilaian

Penilaian Indeks
Profesionalisme ASN
oleh Badan
Kepegawaian Negara
(BKN)

Meningkatnya
Manajemen
Internal
BKPSDM

Nilai LHE
AKIP
BKPSDM

Meningkatnyaakuntabilitas kinerja adalah kondisi di mana
pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dilakukan secara
transparan; terukur;dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip
good governance, serta mampu menunjukkan pencapaian kinerja yang
selarasidengan perencanaan dan target pembangunan yang telah
ditetapkan.

Nilai LHE AKIP
BKPSDM Tahun n




NO

SASARAN

INDIKATOR
SASARAN

DEFINISI OPERASIONAL

FORMULA INDIKATOR

Nilai IKM
BKPSDM

IKM BKPSDM adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dalam bidang
layanan kepegawaian ASN adalah Pengukuran tingkat kepuasan ASN
yang diperoleh dari hasil pengukuran_ atas pendapat ASN dalam
memperoleh pelayanan dari penyelénggara pelayanan kepegawaian
melalui kegiatan survei Kepuasan Pelayanan Kepegawaianidengan
media kuisioner tertulis. Ruang Lingkup penilaian sebagaimanasdiatur
dalam Permempan-RB No. 14 Tahun,2017adalah :

. Prosedur Layanan

. Persyaratan Layanan

. Produk Layanan

. Kompetensi Petugas

. Waktu Penyelesaian

. Perilaku Petugas

. Penanganan Pengaduan

. Biaya Pelayanan

.Sarana dan'Prasarana

0O NN U DS WN R
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Nilai IKM BKPSDM
Tahun n

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025




3.2. CASCADING KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan
penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang
lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan
cascading kinerja BKPSDM Tahun 2025 - 2029.




Grafik 3.1 Cascading Kinerja BKPSDM

Tujuan

Meningkatnya Manajemen ASN Berbasis
Sistem Merit

IK : Indeks Sistem Merit

Sasaran 1
Meningkatnya kualitas penempatan pejabat
ASN sesuai potensi dan kinerja

IK : Persentase pejabat ASN yang
ditempatkan sesuai potensi dan kinerja

Sasaran 2
Meningkatnya profesionalisme ASN
IK : Indeks Profesionalisme ASN

Sasaran 3

Meningkatnya Manajemen Internal
BKPSDM

IK :
1. Nilai LHE AKIP BKPSDM
2. Nilai IKM BKPSDM



Meningkatnya kualitas penempatan

Sasaran 1

pejabat ASN sesuai potensi dan
kinerja

IK : Persentase pejabat ASN yang

ditempatkan sesuai potensi dan
kinerja

N

|

Program Kepegawaian Daerah

IK: Persentase Formasi ASN yang terisi
sesuai analisa beban kerja

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian ASN
IK: Persentase tahapan pengadaan ASN
yang diselesaikan

Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan
Administrasi Pemberhentian
IK : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
Pemberhentian

Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi
Pengadaan PNS dan PPPK
IK : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi
dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Kepegawaian

Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi

IK : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Sistem Informasi Kepegawaian

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
IK : Jumlah kegiatan pengisian JPTP, JA,
dan JF yang dilaksanakan (seleksi terbuka
JPTP dan Pengangkatan/ pemberhentian
JA dan]JF)

Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pangkat ASN
Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi, Jabatan Pelaksana dan

IK: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat
Mutasi ASN Antar Daerah ASN

Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN

IK : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Promosi ASN




Sasaran 2
Meningkatnya profesionalisme ASN
IK: Indeks Profesionalisme ASN

Program Kepegawaian Daerah

IK: Persentase ASN dengan predikatkinerja
minimal "Baik"

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

IK: Persentase penilaian dan evaluasi kinerja
aparatur yang dilaksanakan

Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur
IK: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian
dan Evaluasi Kinerja Aparatur

bagi Pegawai

Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan

IK : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
IK : Persentase JPTP, JA, JF dan pelaksana yang
deuti 4

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

IK: Jumlah program pengembangan kompetensi
teknis yg dilaksanakan sesuai dokumen HCDP

Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan
Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Ik : Jumlah program pengembangan kompetensi
manajerial dan fungsional yg dilaksanakan sesuai
dokumen HCDP

7

; aan
Kompetensi Teknis Umtltx'n, Inti, dan Pilihan bagi
Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
IK : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan
Kompetensi

Subkegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

IK : Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Kedisiplinan

Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan
IK : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan

Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN
g |K: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan

Subkegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian
Pegawai
IK: Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian
Pegawai yang Dilayani

Sasaran 3

Meningkatnya Manajemen Internal
BKPSDM

IK:
1. Nilai LHE AKIP BKPSDM
2. Nilai IKM BKPSDM

S

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota
IK:




3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan
dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan
program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota
Kediri Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai
tujuan dan sasaran jangka menengah Badan _Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), yang selaras dengan
strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kota Kediri Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam
pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Kediriiserta dalam mengemban
tugas dan fungsinya, agar tetap berada padakoridor yang ditetapkan.Strategi
dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap\gambaran pelayanan, isu
strategis, serta pencapaian tujuamydan sasaran BKPSDM Kota Kediri. Dengan
mengetahui  faktor-faktor yang mempengaruhi' Keberhasilan dan
ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang'dinilai realistis dalam
mencapai tujuan dangsasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk
memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Secara
lengkap keterkaitan)tujuan,isasaran, strategi dan kebijakan BKPSDM Kota
Kediri Tahum2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra BKPSDM Kota Kediri
Tahun 2025-2029

TUJUAN SASARAN STRATEGI

Meningkatnya
kualitas
penempatan pejabat
ASN sesuai potensi
dan kinerja

Meningkatnya
Manajemen
ASN Berbasis
Sistem Merit

Seleksi penerimaan ASN berbasis
Computer Assisted Test (CAT) dengan
seluruh pentahapan seleksi yang
terbuka dan transparan

Pengembangan berkelanjutan untuk
meningkatkan kualitas aplikasi
Pelayanan Kepegawaian Terpadu
dengan menambah menu/modul
sesuai kebutuhan dan tuntutan
layanan




TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Digitalisasi manajemen talenta ASN
Kota Kediri (profil talenta ASN dan
pemetaan talenta ASN kedalam 9
kotak kategori talenta sebagai dasar
pengisian jabatan ASN Eselon III
kebawah)

Memperluas cakupan penilaian
potensi dan kinerja ASN guna
pemetaan talenta ASN yang
berkualitas

Konsisten melaksanakan seleksi
terbuka untuk pengisian Jabatan
PimpinanTinggi Pratama dan
mengeyvaluasi kinerjanya sesuai
aturan yang'berlaku

Integrasi aplikasi manajemen
Kepegawaian ASN Nasional dengan
aplikasi manajemen kepegawaian
Kota Kediri serta antar sistem
manajemen kepegawaian ASN yang
dimiliki Kota Kediri

Meningkatnya
profesionalisme ASN

Melaksanakan program
pengembangan kompetensi dan
kualifikasi ASN sesuai dengan
Rencana Pengembangan SDM ASN
(HCDP) khususnya program
pengembangan kompetensi berbasis
e-learning dan self learning

Pengembangan berkelanjutan untuk
meningkatkan kualitas aplikasi
manajemen kinerja ASN Kota Kediri
dengan menambah/ memperbarui
menu/modul sesuai hasil evaluasi
kinerja ASN Kota Kediri

Pengawasan, penegakan dan evaluasi
berkelanjutan atas penerapan aturan
disiplin ASN Kota Kediri

Meningkatnya
Manajemen Internal
BKPSDM

Evaluasi dan tindak lanjut
rekomendasi perbaikan perencanaan,
penganggaran dan pelaporan kinerja
BKPSDM Kota Kediri

Evaluasi dan tindak lanjut
rekomendasi perbaikan tata laksana,
kelembagaan, budaya kerja, dan e-
office BKPSDM Kota Kediri

Peningkatan kompetensi dan
kualidikasi SDM BKPSDM Kota
Kediri




3.4 PENAHAPAN PEMBANGUNAN

Penahapan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM

Kota Kediri merupakan upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaan

pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis

yang telah ditetapkan. Penahapan ini

disusun untuk mengoptimalkan

efektivitas perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan dalam

periode lima tahun. Penahapan pembangunan dalam Renstra BKPSDM Kota

Kediri mengacu pada:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahd(RPJMD) sebagai

panduan utama dalam menetapkan prioritas pembangunan lima tahunan

b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai arah

pembangunan jangka panjang

c. Isu strategis dan kebutuhan daerah yang berkembang berdasarkan hasil

evaluasi dan analisis kondisi daerah

d. Sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk Réncana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Berikut tahapan pembangunan,dalam Renstra. BKPSDM Kota Kediri
Tahun 2026-2030 :
Tabel 3.4 Penahapan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2026-2030

Tahap 1 Tahap 11 Tahap I11 Tahap IV Tahap V
2026 2027 2028 2029 2030

Penguatan fondasiy| Transformasi Penerapan Monitoring Inovasi dan/
sistem merit dan digital dalam sistempmerit | hasil atau
konsolidasi data pelayanan dan dan implementasi, | pengembanga
kepegawaian: pengelolaan pemetaan evaluasi n
Fondasi sistem ASN'dalam talenta. Yaitu | kebijakan dan | berkelanjuta
mefit terdiri dari rangka pemanfaatan | penyesuaian n untuk
perencanaan penguatan pemetaan kelembagaan mencapai
kebutuhan, sistem merit. talenta untuk | dengan nilai sistem
pengadaan, Yaitu pengisian menindaklanju | merit yang
pengembangan Pengembangan | jabatan ti rekomendasi | lebih tinggi
talenta dan karir, | dan strategis perbaikan
pengembangan penyempurnaan | (rencana sistem merit
kompetensi, Aplikasi suksesi) dan | dari
pengelolaan Pelayanan pemanfaatan | pengawasan
kinerja, Kepegawaian HCDP dalam | internal
pemberian Terpadu (PKT), | pengembanga | BKPSDM Kota
penghargaan, e-Lement n kompetensi | Kediri,
penegakan (Elektronik yang tepat Inspektorat
disiplin, Manajemen sasaran dan BKN
penguatan Talenta), secara
budaya kerja, Pusdasip individu
pemberhentian, (Aplikasi
dan digitalisasi Manajemen
manajemen ASN. Kinerja
Konsolidasi data Bulanan),
kepegawaian Pusday




meliputi

pemutakhiran harian), dan
data pada e-Presensi
SIMPEG (aplikasi
terintegrasi pengelolaan
dengan SIASN kehadiran)

(Aplikasi kinerja

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029

OPERASIONA ARAH ARAHKEBIJAKAN RENSTRA
No L NSPK KEBIJAKAN BKPSDM
RPJMD
Mengisi
Jabatan
Strategis Opt1m3115351 Memperluas integrasi data ASN
(JPTP, manajemen, a .
1 e o . Kota Kediri dengan sistem
Administrator | distribusi dan manaiémen ASN Nasional
dan Pengawas) | kapasitas ASN ]
sesuai potensi
dan kinerja
Menyusun kebijakan
manajemen talenta ASN Kota
Kediri berbasis digital
Pemetaan talenta berbasis
digital sebagai dasar
pengembangan karir (promosi
dan mutasi)

Meningkatkan Optlmallsa51 Menetapkfﬂm SOP layan.r:m '

s . manajemen, kepegawaian yang menjamin

2¢ |'profesionalism N . . A
e ASN distribusi dan proses layanan yang objektif

kapasitas ASN dan akuntabel

Menyusun Human Capital
Development Plan (HCDP)
sebagai dasar pengembangan
kompetensi dan pola karier

Melaksanakan dan
mengevaluasi program
pengembangan kompetensi

Pengembangan berkelanjutan
sistem informasi manajemen
kinerja yang terukur dan
akuntabel

Tindak tegas pelanggaran
disiplin secara konsisten sesuai
aturan yang berlaku




4.1.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA
BKPSDM KOTA KEDIRI

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam
rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus
dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan
dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BKPSDM" Keta Kediri. Sub
kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam Kegiatan untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran »wlebih
lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi,
sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan ‘hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa instansi pemerintah'ataupun, dalam rangka Kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementaraituyang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran
keberhasilanéuatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif
yang secara Khusus dinyatakan sebagai,pencapaian tujuan yang dapat
menggambarkan skala/atatntingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan
pemantauan, dan evaluasi baik kKinerja input, output, outcome maupun
Iimpact yang sesuai dengan,sasaran rencana program dan kegiatan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut

ini:



Tabel 4.1

Rencana Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

Target dan Pagu Indikatif

. Program/ .
Outcome/ Indikator > Baseline
Output Outcome/ Output Sﬁf:gtii't‘g N Tahun 2024 2026 2027 2028 2029 2030
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terpenuhinya Persentase Formasi | Program 44,68% 64,13% 3.180.020.277 64,19% 3.459.437.237 64,26% 3.459.437.237 64,32% 3.459.437.237 64,38% 3.459.437.237
Formasi ASN ASN yang terisi Kepegawaian
sesuai ABK sesuai analisa Daerah
beban kerja
Terlaksananya Persentase Kegiatan 50% 100% 2.713.944.909 100% 2.713.944.909 100% 2.713.944.909 100% 2.713.944.909 100% 2.713.944.909
pengisian tahapan Pengadaan,
jabatan pengadaan ASN Pemberhentian dan
pelaksana yang diselesaikan Informasi
Kepegawaian ASN
Jumlah Dokumen Subkegiatan 2 dokumen 2 dokumen 2:468.663.514 | 2 dokumen 2.468.663.514 | 2 dokumen 2.468.663.514 2 dokumen 2.468.663.514 | 2 dokumen 2.468.663.514
Kegiatan Koordinasi dan
Koordinasi dan Fasilitasi usul usul usul usul usul usul
Fasilitasi Pengadaan PNS kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan
Pengadaan PNS dan PPPK dan dan dan dan dan dan
dan PPPK pengadaan pengadaan pengadaan pengadaan pengadaan pengadaan
CASN CASN CASN CASN CASN CASN
Jumlah Dokumen Subkegiatan 216 226 133:105.925 | 216 133.105.925 | 187 133.105.925 | 150 133.105.925 | 175 133.105.925
Hasil Kegiatan Koordinasi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Koordinasi Pelaksanaan
Pelaksanaan Administrasi
Administrasi Pemberhentian’
Pemberhentian
Jumlah Dokumen Subkegiatan 1 dokumen 1 dokumen 112.175.470 1 dokumen 112.175.470 1 dokumen 112.175.470 | 1 dokumen 112.175.470 1 dokumen 112.175.470

Hasil Pengelolaan
Sistem Informasi
Kepegawaian

Pengelolaan Sistem
Informasi
Kepegawaian




Target dan Pagu Indikatif

. Program/ .
Outcome/ Indikator > Baseline
Output Outcome/ Output Sﬁf:gtii‘g N Tahun 2024 2028 282 209 2022 2U0
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 % 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya Jumlah kegiatan Kegiatan Mutasi 4 kegiatan 4 kegiatan 466.075.368 | 4 Kkegiatan 466.075.3684| 4 kegiatan 466.075.368 | 4 kegiatan 466.075.368 | 4 kegiatan 466.075.368
pengisian pengisian JPTP, dan Promosi ASN
JPTP, JA dan JA, dan JF yang
JF dilaksanakan
(seleksi terbuka
JPTP dan
Pengangkatan/
pemberhentian JA
dan JF)
Jumlah Dokumen Subkegiatan 22 dokumen 15 dokumen 12.241.250, | 15 12.241.250 | 15 12.241.250 | 15 dokumen 12.241.250 | 15 12.241.250
Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Mutasi dokumen dokumen dokumen
Mutasi Jabatan ASN
Pimpinan Tinggi,
Jabatan
Administrasi,
Jabatan Pelaksana
dan Mutasi ASN
Antar Daerah
Jumlah Subkegiatan 250 284 107.561.749 | 531 107.561.749 | 369 107.561.749 | 300 107.561.749 | 464 107.561.749
Pengelolaan Pengelolaan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat
ASN ASN
Jumlah Dokumen Subkegiatan 5 dokumen 4 dokumen 346.272.369+| 4 dokumen 346.272.369 | 4 dokumen 346.272.369 | 4 dokumen 346.272.369 | 4 dokumen 346.272.369
Hasil Pengelolaan Pengelolaan
Promosi ASN Promosi ASN
Meningkatnya Persentase ASN Program 95,00% 95,95% 279.416.960 96,43% -1 96,91% -1 97,40% -1 97,89% -
kinerja ASN dengan predikat Kepegawaian
kinerja minimal Daerah
"Baik"




Program/

Target dan Pagu Indikatif

Outcome/ Indikator > Baseline
Output Outcome/ Output Sﬁf:gtii‘g N Tahun 2024 2028 282 209 2022 2U0
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 % 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya Persentase Kegiatan Penilaian 85% 90% 279.416.960 | 91% 279.416.9604| 92% 279.416.960 | 93% 279.416.960 | 94% 279.416.960
penilaian dan penilaian dan dan Evaluasi
evaluasi evaluasi kinerja Kinerja Aparatur
kinerja aparatur yang
aparatur dilaksanakan
Jumlah Dokumen Subkegiatan 12 dokumen 12 dokumen 103.217.150 | 12 103.217.150 | 12 103.217.150 | 12'dokumen 103.217.150 | 12 103.217.150
Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan dokumen dokumen dokumen
Penilaian dan Penilaian dan Laporan Laporan Laporan
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja kinerja kinerja Laporan Laporan kinerja Laporan
Aparatur Aparatur bulanan bulanan kinerja kinerja bulanan kinerja
Sosialisasi Sosialisasi bulanan bulanan Sosialisasi bulanan
Pemeliharaa Pemeliharaa Sosialisasi Sosialisasi Pemeliharaa Sosialisasi
n Aplikasi n Aplikasi Pemelihara Pemelihara n Aplikasi Pemelihara
Bimtek Bimtek an Aplikasi an Aplikasi Bimtek an Aplikasi
Bimtek Bimtek Bimtek
Jumlah ASN yang Subkegiatan 0 orang 0 orang 0 orang 3sorang 20.575.860 | 3 orang 20.575.860 | 3 orang 20.575.860
Diberikan Pengelolaan
Penghargaan Pemberian
Penghargaan bagi
Pegawai
Jumlah ASN yang Subkegiatan 0 orang 572 orang 6.574.650 | 500 orang 6.574.650 | 500 orang 6.574.650 | 500 orang 6.574.650 | 500 orang 6.574.650
Diberikan Tanda Pengelolaan Tanda
Jasa Jasa bagi Pegawai Pemberian
satyalancan
a karya
satya 10 th,
20 th, 30th




Program/

Target dan Pagu Indikatif

Outcome/ Indikator > Baseline
Output Outcome/ Output Sﬁf:gtii‘g N Tahun 2024 2028 282 209 2022 2U0
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 % 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah ASN yang Subkegiatan 30 orang 30 orang 160.575.860 | 20 orang 160.575.8604| 10 orang 140.000.000 | 10 orang 140.000.000 | 10 orang 140.000.000
Mendapatkan Pembinaan Disiplin
Pembinaan ASN Pembinaan Pembinaan Pembinaan
Kedisiplinan ASN yang ASN yang ASN yang
indisipliner, indisipliner, indisipliner
Sosialisasi BAP , BAP
Peraturan Perceraian, Perceraian,
Kepegawaian Sosialisasi Sosialisasi
, Benturan Peraturan Peraturan
Kepentingan Kepegawaia Kepegawai
dan KKN n, Benturan an,
Pemeliharaa Kepentingan Benturan
n aplikasi e- dan KKN Kepentinga
Presensi, Pemeliharaa n dan KKN
pemeliharaa n aplikasi e- Pemelihara
n mesin Presensi, an aplikasi
presensi pemeliharaa e-Presensi,
n mesin pemelihara
presensi an mesin
presensi
Jumlah Dokumen Subkegiatan 13 Dokumen 10 9.049.300 | 10 9.049.300 | 10 9.049.300 | 10 Dokumen 9.049.300 | 10 9.049.300
Proses Izin Pelayanan Proses Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
Perceraian Pegawai Izin Perceraian
yang Dilayani Pegawai
Meningkatnya Persentase JPTP, Program 89,70% 91,50% 89.938.431 | 92,42% 89.938.431 | 93,34% 89.938.431 | 94,28% 89.938.431 | 95,22% 89.938.431
kompetensi JA, JF dan Pengembangan
ASN pelaksana yang Sumber Daya
mengikuti Manusia
pengembangan
kompetensi




Target dan Pagu Indikatif

. Program/ .
Outcome/ Indikator > Baseline
Output Outcome/ Output Sﬁf:gtii‘g N Tahun 2024 2028 282 209 2022 2U0
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 % 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terlaksananya Jumlah program Kegiatan 6 program 6 program 39.938.431 | 6 program 39.938.4314| 6 program 39.938.431 | 6 program 39.938.431 | 6 program 39.938.431
program pengembangan Pengembangan
pengembangan kompetensi teknis Kompetensi Teknis Sosialisasi, Sosialisasi, Sosialisasi, Sosialisasi, Sosialisasi, Sosialisasi,
kompetensi yg dilaksanakan Webinar, Webinar, Webinar, Webinar, Webinar, Webinar,
teknis sesuai sesuai dokumen Pengiriman Pengiriman Pengirima Pengirima Pengiriman Pengirima
dokumen HCDP Diklat, Diklat, n Diklat, n Diklat, Diklat, n Diklat,
HCDP Mentoring, Coaching, Coaching, Coaching, Coaching, Coaching,
Beasiswa Mentoring, Mentoring, Mentoring, Mentoring, Mentoring,
ASN, Tugas Tugas Tugas Tugas Tugas Tugas
Belajar Belajar Belajar Belajar Belajar Belajar
Jumlah ASN yang Subkegiatan 1.809 1.827 39.938.431" | 1.845 39.938.431 [ 1.864 39.938.431 | 1.882 39.938.431 | 1.901 39.938.431
Mengikuti Penyelenggaraan
Pengembangan Pengembangan
Kompetensi Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan
Pilihan bagi
Jabatan
Administrasi
Penyelenggara
Urusan
Pemerintahan
Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan
Urusan
Pemerintahan
Umum
Terlaksananya Jumlah program Kegiatan 3 program 2 program 50.000.000 | 2 program 50.000.000 | 2 program 50.000.000 | 2 program 50.000.000 | 2 program 50.000.000
program pengembangan Sertifikasi,
pengembangan kompetensi kelembagaan, PPNS, PPNS, Diklat Pim, Diklat Pim, Diklat Pim, Diklat Pim,
kompetensi manajerial dan Pengembangaft Pamongpraja Latsar Diklat Diklat Diklat Diklat
manajerial dan fungsional yg Kompetensi dan PUG Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional
fungsional dilaksanakan Manajerial dan
sesuai sesuai dokumen Fungsional
dokumen HCDP
HCDP




Target dan Pagu Indikatif
. Program/ .
Outcome/ Indikator > Baseline
Output Outcome/ Output Sﬁf:gtiz‘g N Tahun 2024 2028 282 209 2022 2U0
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 % 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Laporan Subkegiatan 3 laporan 2 laporan 50.000.000 | 2 laporan 50.000.0004| 2 laporan 50.000.000 | 2 laporan 50.000.000 | 2 laporan 50.000.000
Hasil Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Pengembangan
Pengembangan Kompetensi bagi
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Tinggi, Jabatan Fungsional,
Fungsional, Kepemimpinan,
Kepemimpinan, dan Prajabatan
dan Prajabatan
Meningkatnya Persentase Program 100% 100% 8.648.222.727 | 100% 8.648.222.727 | 100% 8.648.222.727 | 100% 8.648.222.727 | 100% 8.648.222.727
layanan pemenuhan Penunjang Urusan
penunjang kriteria renja Pemerintahan
perangkat berkualitas Kabupaten/ Kota
daerah
Selarasnya Persentase Kegiatan 90% 91% 9.489.900 | 92% 9.489.900 | 93% 9.489.900 | 94% 9.489.900 | 95% 9.489.900
dokumen keselarasan Perencanaan,
perencanaan dokumen Penganggaran, dan
dengan perencanaan Evaluasi Kinerja
penganggaran dengan Perangkat Daerah
dan evaluasi penganggaran dan
kinerja evaluasi kinerja
Jumlah Dokumen Subkegiatan 4 dokumen 4 dokumen 4.325.950|" 4 dokumen 4.325.950 | 4 dokumen 4.325.950 | 4 dokumen 4.325.950 | 4 dokumen 4.325.950
Perencanaan Penyusunan
Perangkat Daerah Dokumen (Renja, Renja
Perencanaan Perubahan,
Perangkat Daerah Renaksi

program, RR)




Target dan Pagu Indikatif

. Program/ .
Outcome/ Indikator > Baseline
Output Outcome/ Output Sﬁf:gtiz‘g N Tahun 2024 2028 282 209 2022 2U0
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 % 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Laporan Subkegiatan 4 laporan 4 laporan 5.163.950 | 4 laporan 5.163.9504| 4 laporan 5.163.950 | 4 laporan 5.163.950 | 4 laporan 5.163.950
Capaian Kinerja Koordinasi dan
dan Ikhtisar Penyusunan (LKjIP, Data
Realisasi Kinerja Laporan Capaian LPPD, Data
SKPD dan Laporan Kinerja dan LKPJ,
Hasil Koordinasi Ikhtisar Realisasi Laporan RTP
Penyusunan Kinerja SKPD RR)
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan keuangan Kegiatan 1 dokumen 1 dokumen 7.515.365.660 | 1 dokumen 7.515.365.660 | 1 dokumen 7.515.365.660 | 1 dokumen 7.515.365.660 | 1 dokumen 7.515.365.660
laporan terverifikasi sesuai Administrasi
keuangan kaidah yang Keuangan
perangkat berlaku Perangkat Daerah
daerah sesuai
kaidah yang
berlaku
Jumlah Orang Subkegiatan 48 48 7.454.464.860 | 48 7.454.464.860 | 48 7.454.464.860 | 48 7.454.464.860 | 48 7.454.464.860
yang Menerima Penyediaan Gaji Orang/bulan Orang/bula Orang/bul Orang/bul Orang/bulan Orang/bul
Gaji dan dan Tunjangan n an an an
Tunjangan ASN ASN
Jumlah Dokumen Subkegiatan 12 dokumen 12 dokumen 60.900.800 | 12 60.900.800 | 12 60.900.800 | 12 dokumen 60.900.800 | 12 60.900.800
Penatausahaan Pelaksanaan dokumen dokumen dokumen
dan Penatausahaan
Pengujian/Verifika dan
si Keuangan SKPD Pengujian/Verifika
si Keuangan SKPD
Terlaksananya Persentase ASN Subkegiatan 95,83% 96,31% 1.479.050 | 96,79% 1.479.050 | 97,28% 1.479.050 | 97,76% 1.479.050 | 98,25% 1.479.050
pengeloaan internal yang Administrasi
kepegawaian berkinerja baik Kepegawaian
perangkat Perangkat Daerah
daerah




Target dan Pagu Indikatif

. Program/ .
Outcome/ Indikator > Baseline
Output Outcome/ Output Sﬁf:gtii‘g N Tahun 2024 2028 282 209 2022 2U0
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 % 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Dokumen Subkegiatan 5 dokumen 5 dokumen 1.479.050 | 5 dokumen 1.479.0504| 5 dokumen 1.479.050 | 5 dokumen 1.479.050 | 5 dokumen 1.479.050
Pendataan dan Pendataan dan
Pengolahan Pengolahan evaluasi
Administrasi Administrasi kelembagaan
Kepegawaian Kepegawaian / jabatan,
KP, KGB,
Pensiun, IP
ASN
Terlaksananya Persentase Kegiatan 90% 91% 162.475.895 | 92% 162.475.895 | 93% 162.475.895 | 94% 162.475.895 | 95% 162.475.895
administrasi Layanan Administrasi
umum administrasi Umum Perangkat
perangkat umum yang Daerah
daerah disediakan
Jumlah Paket Subkegiatan 4 paket 4 paket 20.851.900 | 4 paket 20.851:900 | 4 paket 20.851.900 | 4 paket 20.851.900 | 4 paket 20.851.900
Komponen Penyediaan
Instalasi Komponen
Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/
Bangunan Kantor Penerangan
yang Disediakan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Subkegiatan 4 paket 4 paket 28.390.050 "4 paket 28.390.050 | 4 paket 28.390.050 | 4 paket 28.390.050 | 4 paket 28.390.050
Peralatan dan Penyediaan
Perlengkapan Peralatan dan
Kantor yang Perlengkapan
Disediakan Kantor
Jumlah Paket Subkegiatan 4 paket 4 paket 11.881.945 | 4 paket 11.881.945 | 4 paket 11.881.945 | 4 paket 11.881.945 | 4 paket 11.881.945
Barang Cetakan Penyediaan Barang
dan Penggandaan Cetakan dan
yang Disediakan Penggandaan




Program/

Target dan Pagu Indikatif

Outcome/ Indikator > Baseline
Output Outcome/ Output Sﬁf:gtii‘g N Tahun 2024 2028 282 209 2022 2U0
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 % 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jumlah Dokumen Subkegiatan 12 dokumen 12 dokumen 4.234.560 | 12 4.234.5604| 12 4.234.560 | 12 dokumen 4.234.560 | 12 4.234.560
Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan dokumen dokumen dokumen
Peraturan Bacaan dan
Perundang- Peraturan
Undangan yang Perundang-
Disediakan undangan
Jumlah Laporan Subkegiatan 4 laporan 4 laporan 7.636.000 | 4 laporan 7.636.000 | 4 laporan 7.636.000 | 4 laporan 7.636.000 | 4 laporan 7.636.000
Fasilitasi Fasilitasi
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Subkegiatan 12 laporan 12 laporan 87.300.240,,| 12 laporan 87.300.240 | 12 laporan 87.300.240 | 12 laporan 87.300.240 | 12 laporan 87.300.240
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
dan Konsultasi dan Konsultasi
SKPD SKPD
Jumlah Dokumen Subkegiatan 4 dokumen 4 dokumen 2.181.200 | 4 dokumen 2.181.200 | 4sdokumen 2.181.200 | 4 dokumen 2.181.200 | 4 dokumen 2.181.200
Dukungan Dukungan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Sistem Sistem
Pemerintahan Pemerintahan
Berbasis Berbasis
Elektronik pada Elektronik pada
SKPD SKPD

Terlaksananya Jumlah paket Kegiatan 44 unit 42 unit 310.510.474 | 32 unit 310.510.474 | 28 unit 310.510.474 | 35 unit 310.510.474 | 31 unit 310.510.474

Pengadaan pengadaan Barang Pengadaan Barang

Barang Milik Milik Daerah Milik Daerah

Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan

Penunjang Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

Urusan

Pemerintah

Daerah




Program/

Target dan Pagu Indikatif

Outcome/ Indikator > Baseline
Output Outcome/ Output Sﬁf:gtii‘g N Tahun 2024 2028 282 209 2022 2U0
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 % 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Paket Subkegiatan 0 unit 20 unit 90.000.000 | 20 unit 90.000.0004| 15 unit 90.000.000 | 20 unit 90.000.000 | 20 unit 90.000.000
Mebel yang Pengadaan Mebel
Disediakan kursi kursi Meja kerja Meja kerja Meja kerja
pejabat 15 pertemuan bidang bidang bidang
unit 20 unit sekretariat mutasi diklat
meja
bundar 5
unit
Jumlah Unit Subkegiatan 0 unit 11 unit 125.010.474 | 11 unit 125.010.474 | 10,unit 100.000.000 | 10 unit 125.010.474 | 10 unit 125.010.474
Peralatan dan Pengadaan
Mesin Lainnya Peralatan dan LCD 1 unit Router 2 komputer komputer 5 komputer
yang Disediakan Mesin Lainnya tripod 1 unit 5 unit unit 5 unit
unit printer 2 printer 2 printer 2 printer 2
laptop 2 CPU 4 unit unit unit unit
unit UPS 2 router 3 router 3 unit router 3
pc 4 unit Scaanner unit unit
printern 1 1
unit
router 2
unit
Jumlah Unit Subkegiatan 0 unit 0 unit 0 unit 1 unity 25.010.474 | O unit 0 unit
Gedung Kantor Pengadaan Gedung
atau Bangunan Kantor atau tempat
Lainnya yang Bangunan Lainnya parkir
Disediakan
Jumlah Unit Subkegiatan 41 unit 11 unit 95.500.000 | 1 unit 95.500.000 | 2 unit 95.500.000 | 5 unit 95.500.000 | 1 unit 95.500.000
Sarana dan Pengadaan Sarana
Prasarana Gedung dan Prasarana tangga 1 AC split 7 Mic Mesin Tempat gerobak
Kantor atau Gedung Kantor unit unit wireless 1 potong sampah sampah 1
Bangunan Lainnya atau Bangunan acsplit2 AC standing unit rumput 1 besar 5 unit unit
yang Disediakan Lainnya unit 1 unit unit
kipasangin mic wireless gerobak
3 unit 2 unit sampah 1
penyedot soundsyste unit
debu 1 m 1 unit
gerobak
sampah 1
unit
kursi taman
31 unit
meja taman
2




Program/

Target dan Pagu Indikatif

Outcome/ Indikator > Baseline
Output Outcome/ Output Sﬁf:gtii‘g N Tahun 2024 2028 282 209 2022 2U0
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 % 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tersedianya Persentase Jasa Kegiatan 90% 91% 430.888.476 | 92% 430.888.4764| 93% 430.888.476 | 94% 430.888.476 | 95% 430.888.476
jasa penunjang penunjang urusan Penyediaan Jasa
urusan pemerintah daerah Penunjang Urusan
pemerintah yang disediakan Pemerintahan
daerah Daerah
Jumlah Laporan Subkegiatan 4 Laporan 4 Laporan 1.144.800 | 4 Laporan 1.144.800 | 4 Laperan 1.144.800 | 4 Laporan 1.144.800 | 4 Laporan 1.144.800
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Surat Menyurat
Jumlah Laporan Subkegiatan 12 Laporan 12 Laporan 177.050.900, 12 177.050.900 | 12 177.050.900 | 12 Laporan 177.050.900 | 12 177.050.900
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Laporan Laporan Laporan
Komunikasi, Komunikasi,
Sumber Daya Air Sumber Daya Air
dan Listrik yang dan Listrik
Disediakan
Jumlah Laporan Subkegiatan 12 Laporan 12 Laporan 252.692.776 | 12 252.692.776 | 12 252.692.776 | 12 Laporan 252.692.776 | 12 252.692.776
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Laporan Laporan Laporan
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
Kantor yang Kantor
Disediakan
Terpeliharanya Persentase BMD Kegiatan 89,40% 89,84% 218.013.272 190,29% 218.013.272 | 90,74% 218.013.272 | 91,20% 218.013.272 | 91,65% 218.013.272
BMD dalam kondisi baik Pemeliharaan
Perangkat Barang Milik
Daerah Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Jumlah Kendaraan Subkegiatan 8 unit 8 unit 66.620.000 | 8 unit 66.620.000 | 8 unit 66.620.000 | 8 unit 66.620.000 | 8 unit 66.620.000
Dinas Operasional Penyediaan Jasa
atau Lapangan Pemeliharaan, Roda 4 = 2 Roda 4 = 2 Roda 4 =2 Roda 4 =2 Roda 4 = 2 Roda 4 = 2
yang Dipelihara Biaya Roda 2 = 6 Roda2 =6 Roda2 =6 Roda2=6 Roda2=6 Roda2 =6
dan dibayarkan Pemeliharaan,
Pajak dan Pajak dan
Perizinannya Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan




Program/

Target dan Pagu Indikatif

Outcome/ Indikator > Baseline
Output Outcome/ Output Sﬁf:gtiz‘g N Tahun 2024 2028 282 209 2022 2U0
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 % 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Mebel Subkegiatan 5 unit 5 unit 5.250.000 | 5 unit 5.250.0004| 5 unit 5.250.000 | 5 unit 5.250.000 | 5 unit 5.250.000
yang Dipelihara Pemeliharaan
Mebel gazebo 5 gazebo 5 gazebo 5 gazebo 5 gazebo 5 gazebo 5
unit unit unit unit unit unit
Jumlah Peralatan Subkegiatan 31 unit 31 unit 31.291.000 | 31 unit 31.291.000 | 31 unit 31:291.000 | 31 unit 31.291.000 | 31 unit 31.291.000
dan Mesin Lainnya Pemeliharaan
yang Dipelihara Peralatan dan Komputer 18 Komputer Komputer Komputer Komputer 18 Komputer
Mesin Lainnya unit 18 unit 18 unit 18 unit unit 18 unit
Printer 10 Printer 10 Printer 10 Printer 10 Printer 10 Printer 10
unit unit unit unit unit unit
LCD 3 unit LCD 3 unit LCD 3 unit LCD 3 unit LCD 3 unit LCD 3 unit
Jumlah Gedung Subkegiatan 2 unit 2 unit 86.777.875"| 1 unit 86.777.875 |2 unit 86.777.875 | 2 unit 86.777.875 | 1 unit 86.777.875
Kantor dan Pemeliharaan/
Bangunan Lainnya Rehabilitasi Gedung Gedung Gedung Gedung Gedung MFI, Gedung
yang Dipelihara/ Gedung Kantor pertemuan, MFI, Diklat sekretariat. pertemuan Diklat sekretariat
Direhabilitasi dan Bangunan mushola , mushola
Lainnya
Jumlah Sarana Subkegiatan 34 unit 34 unit 28.074.397 | 34 unit 28.074.397 | 34 unit 28.074.397 | 34 unit 28.074.397 | 34 unit 28.074.397
dan Prasarana Pemeliharaan/Reh
Gedung Kantor abilitasi Sarana AC 20 unit A€ 20 unit AC 20 unit AC 20 unit AC 20 unit AC 20 unit
atau Bangunan dan Prasarana Genset 1 Genset 1 Genset 1 Genset 1 Genset 1 Genset 1
Lainnya yang Gedung Kantor unit unit unit unit unit unit
Dipelihara/Direha atau Bangunan laundri 12 laundri 12 laundri 12 laundri 12 laundri 12 laundri 12
bilitasi Lainnya paket paket paket paket paket paket
Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin Mesin
potong potong potong potong potong potong
rumput 1 rumput 1 rumput1 rumput 1 rumput 1 rumput 1
unit unit unit unit unit unit

Jumlah

11.918.181.435

12.197.598.395

12.197.598.395

12.197.598.395

12.197.598.395




Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program : .
Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Keterangan
2 3 4 5

Program Terpenuhinya Formasi Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Kepegawaian ASN sesuai ABK

Daerah
Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS'dan PPPK
Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan, Administrasi Pemberhentian
Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kegiatan Mutasi dan Promosi, ASN
Subkegiatan PengelolaandMutasi ASN
Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN

Meningkatnya kinerja ASN | Kegiatan/Penilaian dan Eyvaluasi Kinerja Aparatur

Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Subkegiatan, Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
Subkegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
Subkegiatan/Pembinaan Disiplin ASN
Subkegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

Program Meningkatnya kompetensi, | Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

Pengembanga | ASN

n Sumber

Daya Manusia




Program
Prioritas

Outcome

Kegiatan/ Subkegiatan

Keterangan

2

3

4

5

Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,
Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial
dan Fungsional

Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
Daerah, JabatammPimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan




4.2. INDIKATOR KINERJA BKPSDM KOTA KEDIRI

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Kediri Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan
dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dilakukan dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan
fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung,pada pencapaian
tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembanhgunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja
Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan
sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Ménengah Daerah (RPJMD).

Di dalam sub bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari
BKPSDM Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri
Tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebutisecara langsung menunjukkan
kinerja yang aKan dicapai selamadkurun waktu 5 (lima) tahun mendatang
sebagai komitmen “untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri.
Dengan demikianiindikatorikinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat
menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah
berhasil dicapai atautidak. Jndikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota
Kediri tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:



Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN TAHUN KETERANGAN
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
1 Indeks Sistem Merit Indeks 306 314 315 316 318 322 325
2 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 89,39 89,84 | 90,29 | 90,74 | 91,29 | 91,65 | 92,11
3 Persentase pejabat ASN yang % 61,69 62,92 | 64,18 | 65,46 | 66,77 |w68,11 | 69,47

ditempatkan sesuai potensi dan

kinerja




Setelah membahas mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU), penting
untuk memahami konsep Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bagian dari
sistem pengukuran kinerja yang lebih luas. IKK merupakan indikator yang

digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan organisasi pada tingkat yang

lebih spesifik dibandingkan dengan IKU. Berikut Indikator Kinerja Kunci
BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025 - 2029:




Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM Kota Kedixi Tahun 2025-2030

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR STATUS | SATUAN KETERANGAN
Tg‘é{;iN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Persentase Formasi
1 ASN yang terisi sesuai Persen 44,68% 64,06% | 64,13% | 64,19% | 64,26% | 64,32% | 64,38%
analisa beban kerja
Persentase ASN dengan
2 predikat kinerja Persen 95,00% 95,48% | 95,95% |,96,43% | 96,91% | 97,40% | 97,89%
minimal "Baik"
Persentase JPTP, JA,
JF dan pelaksana
3 yang mengikuti Persen 89,70% 90,60% | 91,50% | 92,42% | 93,34% | 94,28% | 95,22%
pengembangan
kompetensi




BABV
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 telah
disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi
pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM selama lima tahun ke
depan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi dasar dalam
mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada
hasil.

Dalam penyusunannya, Renstra BKPSDM Kota‘Kediri»Tahun 2025-2029
telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebijakan nasional,
kebijakan pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat yang)terangkum
dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Selain itu, Renstra ini juga telah
melalui proses koordinasi dan sinkronisasiidengan perangkat daerah lainnya
guna memastikan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan disusunnya Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 ini,
diharapkan seluruh jajaran BKPSDM Kota Kediri dapat menjalankan tugas dan
fungsinya dengan lebih terarah dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra
BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 ini sangat bergantung pada komitmen
dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan,{baik di tingkat pemerintah
daerah, masyarakat, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, sinergi dan
kolaborasi yang ‘kuat akan_menjadi kunei utama dalam mewujudkan visi
pembangunan daerah yang lebih majuyberdaya saing dan berkelanjutan. Adapun
kaidah pelaksanaan Renstrai BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah:

1. Dokumen Renstra ini menjadispanduan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan
fungsi BKPSDM Kota Kediri'untuk mewujudkan tujuan Pembangunan melalui
dokumen Rencana | Kerja (Renja) BKPSDM Kota Kediri mulai tahun 2026
sampai dengan tahun 2030.

2. Perubahan Renja BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025 disusun dengan mengacu
pada Rancangan Akhir Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029.

3. Setelah berakhirnya Renstra BKPSDM Kota Kediri tahun 2025-2029, perlu
disusun Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi
penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan tahunan berikutnya.

Demikian, Renstra BKPSDM Kota Kediri Tahun 2025-2029 ini disusun
sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dalam merencanakan dan melaksanakan
pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Semoga dokumen ini dapat
menjadi landasan yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah
ditetapkan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan
daerah dan dibuat sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan
program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah, (OPD) harus
memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yangberpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jenjang perencanaan
jangka panjang (25 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) untuk jangka menengah (5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) untuk jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Selanjutnya
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional juga mengamanatkan agar Perangkat Daerah
menyiapkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD,sesuai tugas pokok
dan fungsinya berpedoman pada Rencana Pembamngunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD). Kualitas penyusunan Renstra SKPD)sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk meherjemahkan, mengoperasionalkan dan
mengimplementasikan visi, misi kepalaidaerah, tujuan, strategi, kebijakan dan
capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai tugas pokok dan,fungsi SKPD

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra
Tahun 2025-2029_aintuk, menjamin adanya Kkonsistensi perencanaan dan
pemilihan program dan ‘kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan
yang di bahas secara partisipatif denganymelibatkan semua stakeholders
pembangunan dan masyarakat,Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan
program_dan_kegiatan tahunan daerah” secara Renstra Perangkat Daerah
disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal
Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah,
pelaksanaan forum Perangkat Daérah/lintas Perangkat Daerah, perumusan
rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat
Daerah.) Adapun kedudukan® dan keterkaitan Renstra dengan dokumen
perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem
keuangan'dapat dilihat pada bagan1.1 berikut ini :

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan
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Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan‘\Pencatatan Sipil Keta

Kediri 2025-2029 mengacu pada Dokumen Rancangan/Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029 dan juga
memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah, dokumen yang terkait
seperti Renstra Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Dukcapil, Renstra
DP3AK Propinsi Jawa Timur dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum, penyusunan ‘Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2029 adalah
sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomeor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan, Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia,Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik, Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomory11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
IndonesiayTahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor/6573);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang)Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota
Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2012 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (kémbaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun
2016 Nomor 43).

1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomoxrf6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri;

12. Peraturan Walikota Nomor 98 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Walikota Nomor 32 Tahun 2029 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa, Timur Nemor 5 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Provinsi Jawa Timur
Tahun 2025-2045¢(kembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
127);

14. Peraturan’ Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan “Jangka /Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kota Kediri Tahun 2024:Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Kediri Nomor 95)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud darii penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan
arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Kediri beserta stake holder dalam membangun kesepahaman dan
komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas
Kependudukan® dan Pencatatan Sipil secara berkesinambungan, yang
selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan
daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi
Pemerintah Kota Kediri. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 disusun sebagai penggambaran
atas tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Kediri sebagai organisasi perangkat daerah di bidang Administrasi
Kependudukan, dengan maksud sebagai berikut :

a. Menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029;
b. Sebagai pedoman dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat
daerah serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan di Kota Kediri;



c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku
pembangunan dan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan;

d. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah,
antar sektor pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan partisipasi
masyarakat;

Sedangkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kota Kediri 2025-2029 disusun dengan tujuan:

a. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
Daerah (RKPD) dan sebagai indikator evaluasi kinerja Perangkat Daerah
selama periode 2025-2029;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerabh,
antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;

c. Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengendalian;

d. Menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan yang inklusi
untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.

e. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Kediri dalam melaksanakan pembang@nan pada kurun waktu Tahun
2025 - 2029, dengan berpedoman pada/RPJMD Kota Kediri Tahuny2025-
2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Kediri ;

f. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujian dan sasaran ®Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri secara sistematis dan
terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai
alat ukur kinerja;

g. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri yang merupakan dokumen perencanaan
tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk_penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran:(RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Kediri Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika, sebagi berikut :

BAB1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Dukcapil Kota Kediri
2.2 Sumber Daya Dinas Dukcapil Kota Kediri
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Dukcapil Kota Kediri
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Dukcapil Kota Kediri
2.5 Permasalahan dan Isu strategis
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan Sasaran
3.2 Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome; output
serta indikatornya masing-masing
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN
BAB V PENUTUP



BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 98 tahun 2021 tentang Perubahan
Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, dapat dijabarkan bahwa Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kedudukan sebagai unsur
instansi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan, urusan penunjang
urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan serta di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan
Kedudukan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpil Kota Kediri
mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi’kependudukan dan
pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Pada awal tahun 2025 jumlah penduduk Kota Kediri adalah 301.424
jilwa dengan penduduk yang wajib memiliki KTP sebesar 225.929 jiwa
sedangkan yang telah memiliki KTP sebanyak), 225.512 jiwa ,(99,82%).
Jumlah Kepala Keluarga 106.243, sedangkan kepala keluarga yang memiliki
Kartu Keluarga 105.781 (99,57%). Selain itu penduduk Kota Kediriyyang
telah memiliki akte kelahiran sebesar 223.854 (734,27 %) dari total jumlah
penduduk.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil‘Kota Kediri memberikan
inovasi pelayanan administrasi kependudukan antara lain :

. Asyik liburan : Pelayanan adminduk yang dilaksanakan di 3 kecamatan
pada hari libur,

. Malming asyik : Pelayanan adminduk Go,to Mall sekota kediri yang dil-
aksanakan setiap hari sabtu pukul 18.00 WIB

. Incip Duren : Integrasi Percepatan Pelayanan Penduiduk Rentan atau dis-
ingkat “Incip Dufen” untuk membantu warga yang mengalami masalah
kependudukan. penduduk rentan administrasi kependudukan adalah
penduduk yang alami hambatan dalam peroleh dokumen kependudukan
yang disébabkan, oleh bencana alam )dan kerusakan sosial. kategori
penduduk rentan terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu korban bencana
alam, korban kerusuhan sosial, orang telantar, komunitas adat terpencil,
dan menempati kawasan hutan, tanah negara/tanah sengketa pertanahan.

. Sisir kampung : program mendatangi seluruh kelurahan. perekaman ad-
ministrasi kependudukan'di masing-masing kelurahan secara intensif. pro-
gram Sisir Kampung untuk memastikan Kkelengkapan administrasi
kependudukan warga kota‘kediri

. Gerbang KIA : Gerakan Bangga Pemanfaatan Kartu Identitas Anak ber-
tujuan ‘meningkatkan Cakupan Kepemilikan KIA sehingga pendataan ter-
hadap anak lebih valid dan akuntabel

. Petasiwa (Pengurusan Dokumen Pencatatan Sipil melalui Whatsapp )

. Koper pengantin : Kplaborasi Pelayanan Terpadu Pengurangan Status
Perkawinan ‘Tidak Tercatat Negara. Inovasi Koper Pengantin adalah Pela-
yanan Terpadu Sidang Keliling sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan
mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang
Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Da-
lam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran,
dimana dalam rangkaian kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama
dan terkoordinasi antara Pengadilan Negeri Kota Kediri atau Pengadilan
Agama Kota Kediri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri,
Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Kediri.

. Jala Si Bahir : KERJASAMA PELAYANAN TERINTEGRASI KEPADA BAYI
BARU LAHIR, Inovasi JALA SI BAHIR (Kerjasama Pelayanan Terintegrasi
kepada Bayi Baru Lahir) adalah mengintegrasikan pelayanan dokumen
kependudukan terhadap bayi baru lahir pada Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menangani
dan melayani kelahiran di Kota Kediri

9. Kopi Ketan : KOPI KETAN (KOLABORASI PELAYANAN IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KECAMATAN DAN KELURAHAN) Dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan
sekaligus menjalankan Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan khususnya untuk Identitas Kependudukan
Digital (IKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Kediri selalu
berupaya berinovasi dalam meningkatkan layanan publik yang sudah ada
untuk memenuhi kebutuhan yang belum tersedia dari segi Teknologi Infor-
masi. Untuk itu melalui inovasi “KOPI KETAN” ini, diharapkan dapat
menghasilkan output yang lebih mempermudah masyarakat dalam
melakukan proses administrasi kependudukan dan juga* membantu
pemerintah kota dalam mempermudah pelayanan administrasi
kependudukan di Kota Kediri. Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah
Dokumen kependudukan berbentuk digital yang berisi informasi elektronik
di gawai (smartphone) penduduk sebagai identitas yang bersangkutan.
Identitas Kependudukan Digital berintegrasi dengan dokumenlainnya,
seperti perpajakan, BPJS, KPU, BKN, dsb, serta dapat fasilitasi beberapa
pengajuan layanan dokumen kependudukan secarajonline.

10.SEMAR (Sejam mari mbak mas ) untuk semua dokumen yang memenuhi
persyaratan;

11.Pelayanan on line melalui Aplikasi SAKTI ( Sistem Administrasi
Kependudukan Berbasis IT )

12.Home visite bagi penduduk Difabeljsakit keras,lanjut usia;

13.GO KLING (Go Keliling) Pelayanan Keliling perekaman KTP-el di seluruh
Kelurahan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Pondok Pesantren (Ponpes)
dan ke Sekolah.

14. Go to School Pelayanan Perekaman KTP-el pemula di SMA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH

Dinas, Kependudukan “dan Pencatatan Sipil Kota Kediri
melaksanakan »fungsi® penunjang urusan administrasi pemerintahan
menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan. Secara
rinci Dinas Kependudukan danfPencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai
berikut :

a. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

c. Pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan dibidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

d. Pelaksanaan administrasi kedinasan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugasnya

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dibantu oleh 4 orang Eselon III yang terdiri atas Sekretaris
dan 3 orang Kepala Bidang sebagai berikut:

1. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh  Sekretaris, mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikankegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,



penyusunan program dan keuangan.Dalam menyelenggarakan tugasnya
Sekretariat, mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan
anggaran;

Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;

c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan, protokol dan surat menyurat;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil; dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Struktur Organisasi Sekretariat terdapat 2 Sub Bagian
Yaitu: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian, urusan
pemerintahan di bidang kependudukan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, kebijakan, pemantauan dan monitoring serta pelaporan.
Untuk menyelenggaran tugas, Bidang, Pendaftaran Kependudukan
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
c. Pelaksanaan pembinaan| dan,_ koordinasi pelaksanaan pelayanan
pendaftaran penduduk;
d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
e. Pelaksanaan penerbitan dokumen péndaftaran penduduk;
f. Pelaksanaan.gpendokumentasian hasil * pelayanan pendaftaran
penduduks
g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
h. PelakSanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pendaftaran Kependudukan
terdapat 3"Seksi, yaitu: Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang
Penduduk, Pendataan Penduduk.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Bidang Pendaftaran Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang, mempunyai tugas melaksanaan penyiapan perumusan kebijakan
teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pencatatan sipil.
Untuk menyelenggaran tugas, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
mempunyai fungsi:
Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan sipil;
Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
Pelaksanaan pendokumentasikan hasil pelayanan pencatatan sipil
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Didalam Struktur Organisasi, Bidang Pencatatan Sipil terdapat 3
Seksi, yaitu: Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraiandan
Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
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4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang
pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan;

b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta
tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi
administrasi kependudukan, pengolahan %Ydan penyajian_ data
kependudukan serta tata kelola dan‘sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi;

d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang
meliputi sistem informasi,administrasi kependudukan, pengolahan
dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya
manusia teknologi informasi dan kemunikasi;

e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan;dan

f. Pelaksanaanstugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dandfungsinya.

Didalam Struktur Organisasi, ‘Bidang Pengelolaan dan Penyajian
Informasi/ Administrasi Kependudukan terdapat 3 Seksi, yaitu: Seksi
Sistem Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan, SeksiKerjasamadan Inovasi Pelayanan.



Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUBBAG L‘MUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUBKOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL

BIDANG PENGELOLAAN INF BIDANG PELAYANAN
ADMINDUK & PEMANFAATAN DATA PENDAFTARAN PENDUDUK

SUBKOORDINATOR DAN C A UB KOORDINATOR DAN KELOMPOK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL + ATAN FUNGSIONAL

U L ahun 2019
tentang Ke organisasi, Tiugas.dan fungsi serta tata kerja
catatan Sipil



2.2. SUMBER DAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA KEDIRI
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri maka perlu dukungan
sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.
1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR
Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota kediri (per Januari 2025)
berjumlah 59 orang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota
Kediri Berdasarkan Jabatan per Mei Tahun 2025

NO JABATAN JUMLAH
(ORANG)

1. ESELON 11 1

2. ESELON III 4

3. ESELON IV 1

4. JABATAN FUNGSIOAL 9

TERTENTU (JFT)

5. JABATAN 24
FUNGSIONAL
UMUM(JFU)
6. PPPK 1
7. TENAGA KONTRAK 17
JUMLAH : 57
Tabel 2.2

Klasifikasi,Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang
IImu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri per
Mei Tahun 2025

NO | JABATAN TINGKAT PENDIDIKAN
SD/| SLTP | SMU | D1 | D3 S1 S1 S1 S2 S3
IT | Hukum | Lainnya
1. | Eselon II - - - - - - - _ 1 _
2. | Eselonlll |" - - - - - - - 2 2| -
3. | Eselonly - - - - - - - 1 - _
4. | JFT/JF - - - - - - 2 4 3 -
5. | Staf 15 1
JUMLAH - - 15 - - - 2 7 7 -

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:



Tabel 2.3

Rincian Aset Tetap per Mei tahun 2025

Kondisi Keterang
Dibutuh | Tersedi an
No. Nama Barang kan a Baik | Rusak | Rusak
ringan | berat
1. | Bangunan gedung 1 unit -
(lokal)
2. | Kendaraan dinas :
- Roda empat
e Mobil Jabatan (th 1 unit 1 unit 1 - - -
2013)
e Mobil Pelayanan 1 unit 1 unit 1 < - -
(th 2015)
* Mobil Tunit | 1unit | 1 - - -
Operasional (
2019 ) 6 unit 6 unit 6 - - -
e Kendaraan
operasioanl Roda
dua
3. | Meja Rapat 2 set 2 Set 2 -
4. | Sofa tamu 2 buah 2 buah 1 - 1 -
5. | Kursi kerja eselon 16 buah 16 10 5 1 -
buah
6. | Meja kerja eselon 16 buah, | 7 buah 7 - - 9 buah
7. | Kursi 36 buah 36 30 2 6 -
buah
8. | AC 30 unit | 30 unit | 16 - 14 -
9. | Rak Buku 3 buah 3'buah - - 3 -
10. | Telepon 1 buah | 1 buah - - 1 -
11. | Tape/radio tens - 1 unit - - 1 -
12. | Aipun = 1 unit - - 1 -
13.4| Papan Organisasi 2 unit 1 unit 1 - - 1 unit
14. | Lemari besi 8\unit 3 unit 3 - - 5 unit
15. |\Filling 12 unit | 12 unit 1 - 11 11 unit
16. |'Laptop/notebook 27 unit | 27 unit | 27 - -
17. | Kamera Digital 2 buah | 1 buah - - 1 1 unit
18. | Kipas 4 unit 4 unit 4 - - -
19. | Jam dinding 8 buah | 3 buah - - 2 7 unit
20. | UPS 5 unit 2 unit 1 - - 4 unit
21. | Gambar Garuda 4 unit 2 unit 1 1 - 2 unit
22. | Gambar Pres 4 unit 1 unit 1 - - 3 unit
&Wapres kaca
23. | Meja Rapat Kayu 2 set 2 set 1 - - -
24. | Meja Kerja 43 buah 30 10 - - 23 buah
buah
25. | Peta Pembangunan 1 unit 1 unit - - 1 -
26. | Kursilipat elephan 20 buah 12 4 - 8 16 buah
besi buah
27. | Brankas - 2 buah 2 - - -
28. | Komputer PC 50 unit | 35 unit | 20 - 15 30 unit




Kondisi Keterang
Dibutuh | Tersedi an
No. Nama Barang kan a Baik | Rusak | Rusak
ringan | berat
29. | PC Server 5 unit 5 unit 2 3 - 2 unit
30. | HD External - 3 buah - - 3 -
31. | Printer 43 unit | 33 unit 28 - 5 13 unit
32. | Televisi 5 buah 3 unit 1 - 2 4 unit
33. | Meja Telepon - 1 buah - - 1 -
34. | Rak Kayu 6 buah 3 buah 2 - 1 4 buah
35. | Rak Besi 7 buah 7 buah 7 - - -
36. | Meja komputer kayu | 25 buah 25 10 - 15 15 buah
buah
37. | LCD Proyektor 3 unit 3 unit 3 - - -
38. | Layar OHP 3 buah 3 buah 2 - 1 1buah
39. | Mesin ketik - 2 unit - - 2 -
Elektronik
40. | Mesin ketik manual - 1 unit - - 1 1 buah
41. | Monitor - 3 unit - - 3 -
42. | Scaner 13 unit 2 unit 2 - - 11 unit
43. | Jaringan 7 unit 7 unit 2 - 5 5 unit
44. | Tangga aluminium 2 Unit 1 unit - - 1 1 unit
45. | Lemari es 2 unit 2 unit - 2 - -
46. | Korden - 2 paket - - 2 -
47. | Foto copy 3 buah" | 1 buah - - 1 2 buah
48. | Tabung Pemadam 6 buah |3 buah - - 3 6 buah
Kebakaran-
49. | Garis Antrian 4 buah 1 buah 1 - - 3 buah
Stanless
50. |Rantai Pembatas - 1 buah - - 1 -
Parkir
51., | Kursi Roda 1 buah | 1 buah 1 - - -
527 | Mesin Antrian 1 paket | 1 paket - - - 1 paket
53. [Running text 4 unit 2 unit - 2 unit - 2 unit
54. | PapaniInformasi 2 unit - - - - 2 unit
Digital

Sumber : Rekonsiliasi AsetDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (per Desember

2024)

2.3 KINERJA LAYANAN OPD

Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan

evaluasi

terhadap program/kegiatan

yang dilaksanakan.

Dengan

memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Dinas
Dukcapil Kota Kediri untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi
program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
Capaian target indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut :




Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun, 2020 - 2024

NO Indikator Kinerja | Target | Indikat Target Renstra OPD tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
OPD IKK or
lainnya
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 | 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Rasio kepemilikan 98,50 99% 98,35 198,80 197,49 |98,18 |99,82 99,84 |100,05|98,47 |98,67 |99,86

KTP-el % 98,75 99,50 (99,95 |% % % % % % % %
% % %

2 Rasio bayi berakte 99,20 99,11 |99,81 , 99,84 |99,89 |99,90 |99,91 |100,56(100,54|100,54|100,5

Kelahiran % 99,25 (99,30 |99,35 (99,40 |% % % % % % % %
% % % %

3 Persentase 96,52 |97,03 |97,54 |98,05 |9856 |97,19 96,27 (9597 |99,93 (99,57 [100.69(98,71 (98,39 |101,91|101,02
Kepemilikan KK % % % % % % % % % % % % % %

4 Persentase 85% 90% 95% 99% 77,47 (88,84 [84,99 [88,95 |98,15 |91,14 |98,71 |89,46 |89,85 |98,64
Kepemilikan KIA 99,50 | % % % % % % % % % %

%

5 Persentase 75% 80% 90% 93% 95% (98,52 (98,84 [98,85 |99,55 |99,94 |131,36|123,55|{109,83|107,04|105,2
kepemilikan Akte % % % % % % % % % %
Kelahiran usia 0-18
th

6 Identitas - - - - 30% - - - - 13,98 |- - - - 46,6%
Kependudukan %

Digital (IKD)

Sumber : DKB (data konsolidas bersih Kemendagri th 2020-2024




Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi capaian Indikator Kinerja
Rasio penduduk ber KTP tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun
tahun sebelumnya, yaitu 99,82% naik tajam 2,64% dibanding tahun 2023 yang
realisasinya sebesar 97,18%. termasuk dengan kategori berhasil. Dinas
Dukcapil Kota Kediri telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk
persyarakat pengurusan KTP-el tanpa menggunakan pengantar dari Kelurahan
dan Kecamatan berdasarkan Surat Edaran Mendagri No.
471.13/8039/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2018 Tentang : Percepatan Penerbitan
KTP Elektronik (KTP-el).

Capaian Indikator Kinerja Rasio bayi berakte kelahiran pada tahun
2024 mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian
kinerja sebesar 100,55% dengan kategori sangat berhasil. Dilihat dari capaian
kinerja indicator menunjukan legalitas bayi di Kota Kedirichampir 100% telah
tercatat di database SIAK Dinas Dukcapil Kota Kediri.

Capaian Indikator Kinerja Prosentase Kepemilikan KK tahun 2024
terdapat sedikit penurunan dibanding tahun 20234sebesar,0,89% dari tahun
2023 yaitu 101,02% disbanding tahun 2023 yaitu 101,91%, namun masuk
dalam kategori berhasil karena melampaui targetiyang sudah ditetapkan. Tahun
2024 indikator kinerja Persentase Kepemilikan KK'ditargetkan sebesar 98,56%
dan realisasinya sebesar 99,57%.

Capaian Indikator kinerja Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran wusia O-
18th dengan realisasi 99,94% diperoleh “capaian Kinerja 105,2% termasuk
kategori sangat berhasil. Namun dibandingkan dengan tahun 2023 realisasinya
sebesar 99,55% dengan capaian 107,04% sehingga tahun 2024 mengalami
kenaikan 0,39%. Selama 5 (lima,) tahun berturut turut cakupan kepemilikan
akta kelahiran usia 0-18 th termasuk kategori sangat berhasil dikarenakan
adanya inovasi inovasi berupa Kerjasama,dengan Rumah sakit, klinik maupun
Bidan yang ada di Kota Kediri.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja RasionKepemilikian Kartu Identitas
Anak ( KIA), pada_tahun 2024 sebesar, 98,15%. Capaian kinerja sebesar 98,64%
termasuk kategori kurangberhasil. Karena ditargetkan sebesar 99,50%.

Untuk indicator kinerja Cakupan Identitas Kependudukan Digital
adalah indicator baru yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, dengan
target 30% dari cakupan penduduk yang sudah perekaman KTP-el. Tahun 2024
realisasi dari IKD sebesar 13,98% dengan capaian sebesar 46,6%.

Untuk mengidentifikasi “potensi dan permasalahan pada aspek
pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilakukan
analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kediri melalui Renstra periode sebelumnya. Realisasi anggaran
DinasyKependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 - 2024, disajikan dalam
tabel'berikut:

Untuk data/anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas
Kependudukan danPencatatan Sipil Kota kediri Tahun 2020 - 2024
sebagaimana tabel 2.6 berikut :



Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020 — 2024

PROGRAM / KEGIATAN

Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.179.108.200

7.885.155.851

7.505.737.907

6.881.709.200

1.081.934.024

7.027.308.986

6.726.441.545

6.173.782.538

Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

43.756.130

30.000.000

11.102.600

16.262.800

24.963.200

10.337.168

Sub Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

7.404.830

10.000.000

4.967.600

6.000.000

4.357.782

5.324.714

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

27.181.400

20.000.000

6.135.000

6.000.000

5.979.386

5.154.606

Kegiatan Administrasi
Keuangan Daerah

5.651.938.591

5.801.136.543

5.505.907.100

5.014.374.931

5.064.473.803

4.824.207.156

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

5.587.123.6
41

5.748.696.5
43

5.450.063.3
00

6.188.660.81
2

4.611.052.72
9

5.026.385.82
3

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian / Verifikasi
Keuangan SKPD

56.870.000

52.440.000

52.440.000

52.440.000

52.440.000

52.440.000

Koordinasi dan
penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
SKPD

7.944.950

3.403.800

2.736.843




Kegiatan Administrasi 190.179.640 88.171.300 0 0 169.857.500 87.850.868 0

Kepegawaian Daerah

Sosialisasi Peraturan 190.179.64 | 88.171.300 - - - -
Perundang-undangan 0

Kegiatan Administrasi Umum 1.068.293.460 643.791.364 315.702.690 121.006.838 637.349.203 315.564.600

Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen 15.810.500 15.780.000 | 10.837.000 8.500.000 10.836.100 8.447.732
Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Peralatan dan 491.870.96 | 377.910.00  147.954.00 25.000.000 147.954.000 24.660.822
Perlengkapan Kantor 0 0 0

Penyediaan Barang Cetakan 15.431.000 15.431.000| 17.652.010 6.948.865 17.652.000 6.836.4000
dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan 7.488.000 7.056.000 7.830.020 8:000.000 7.820.000 7.139.000
dan Peraturan Perundang-

undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.980.540 9.904.000 3.744.700 7.500.000 3.621.500 12.773.734
Penyelenggaraan Rapat 236.710.00 | »516.072.00 | 127.684.00 [\ 214.175.800 127.681.000 | 213.657.441
Koordinasi dan Konsultasi 0 0 0

SKPD

Dukungan Pelaksanaan 291.002.46 - -| 1.700.000.00 -| 1.406.133.00
Sistem Pemerintahan 0 9
Berbasis Elektronik pada

SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa 824.468.700 811.000.300 961.898.410 796.365.755 786.817.550 903.472.687 -

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat 6.700.000 6.665.000 2.984.400 5.000.000 1.605.000 3.051.125

Menyurat




Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya
air dan listrik

231.666.70
0

244.566.70
0

253.884.00
0

295.700.000

234.568.975

272.554.644

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

586.102.00
0

559.768.60
0

705.030.01
0

696.618.360

667.298.712

684.545.107

Pemeliharaan
Milik Daerah
Urusan

Kegiatan
Barang
Penunjang
Pemerintah Daerah

106.519.330

131.638.400

87.098.400

96.745.191

124.986.921

84.825.848 -

Penyediaan
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jasa

49.999.330

109.108.40
0

56.203.900

85.000.000

53.849.348

80.621.305

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

22:980.000

15.930.000

30.894.500

35.000.000

30.876.500

34.491.030

Pemeliharaan /Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

33.540.000

PROGRAM
PENDUDUK

PENDAFTARAN

418.000.000

294.996.635

943.686.886

696.055.300

293.131.500

281.570.628

910.981.579

695.486.541 -

Kegiatan Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

274.999.510

895.190.886

609.132.600

261.667.903

862.485.579

608.844.861




Pencatatan, Penatausahaan
dan Penerbitan Dokumen
atas Pendaftaran Penduduk

Pendataan Penduduk Non

Permanen dan Rentan
Administrasi

Kependudukan

Peningkatan Pelayanan

Pendaftaran Penduduk

Kegiatan Penyelenggaraan - 19.997.125 0 46.588.500 - 59.582.000 0 46.309.780
Pendaftaran Penduduk
Faslitasi Pendaftaran
Penduduk
Kegiatan Penataan 0 0 0 40.334.200 - 0 0 40.331.900
Pendaftaran Penduduk

0 0 48.496.000 0 0 0 48.496.000 0
Kegiatan Pembinaan dan
Pengawasan penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL 217.775.000 198.548.670 278.550.870 220.964.700 206.132.700 160.452.084 272.089.562 213.096.089
Kegiatan Pelayanan - 198.548.670 230.052.870 207.289.700 - 160.452.084 223.591.562 199.773.064

Pencatatan Sipil

Pencatatan, Penatausahaan
dan Penerbitan Dokumen atas
Pelaporan Peristiwa Penting

Peningkatan Dalam Pelayanan
Pencatatan Sipil

Pengadaan Dokumen
Kependudukan Selain Blangko




KTP-El, Formulir, dan Buku
Terkait Pencatatan Sipil Sesuai
dengan Kebutuhan yang
Tersedia

Kegiatan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil

48.498.000

13.675.000

48.498.000

13.323.025

PROGRAM PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

925.740.100

405.878.810

873.371.100

266.063.000

857.171.500

346.890.498

813.281.240

248.697.582

Kegiatan Pengumpulan data
Kependudukan dan
Pemanfaatan dan Penyajian
Database Kependudukan

155.000.000

174.851.100

114.076.000

167.388.721

Kegiatan Penyelenggaraan
Informasi Administrasi
Kependudukan

250.878.810

698.520.000

266.063:000

232.814.498

645.892.519

248.697.582

Fasilitasi terkait Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan

Penyelenggaraan Pemanfaatan
Data Kependudukan

PROGRAM PENGELOLAAN
PROFIL KEPENDUDUKAN

Kegiatan Penyediaan Data
Kependudukan
Kabupaten/Kota




Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 - 2024 rasio antara
realisasi dan anggaran mencapai 89 % atau capaian Indikator Kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 89% Hal ini menunjukkan
bahwa Perencanaan dan penganggaran telah selaras dan berjalan dengan
maksimal. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari
seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk
mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan
didukung oleh anggaran yang memadai.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN
Kelompok sasaran layanan Badan Perencanaan Daerah Kota Kediri

dijabarkan sesuai program pada tabel berikut,

Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan

No Program Kelompok Sasaran Layanan

1. | Program Pendaftaran penduduk Masyarakat Kota Kediri

2. | Program Pencatatan Sipil Masyarakat Kota Kediri

3. | Program Pengelolaan Informasi OPD Kota Kediri,
Administrasi Kependudukan Lembaga/instansi lain, BUMD,

perbankan, Imigrasi

4. | Program Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan

Pemerintahan Daerah Kab/Kota Pencatatan Sipil Kota Kediri

2.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Identifikasispermasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dapat diperoleh
dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan
eksternal yang berpengaruh terhadap ‘aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi pelayanan/ Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun
2021 __bahwa Dinas’ Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri
meémpunyaintugas ‘membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan.

Dinas'Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri berfungsi
untuk merumuskan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.| Dalam menjalankan tugas dan fungsinya beberapa
permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa
kependudukan, sehingga data kependudukan tidak update yang
berdampak pada pelayanan public lainnya

2) Belum ¢terpenuhinya jumlah SDM yang menguasi IT sehingga
profesionalisme sumber daya aparatur kependudukan dan pencatatan
sipil belum optimal.

3) Digitalisasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk pelayanan public

4)

5)

6)

Kondisi infrastruktur yang kurang memadai (ruang pelayanan yg kurang
luas sehingga tidak bisa menampung pemohon yang datang, sarana dan
prasarana yang kurang memadai seperti, ruang laktasi, ruang tunggu
untuk pengambilan dan tempat parker)

IKD (Identitas Kependudukan Digital ) sebagai basis penerapan electronic
know your customer belum memenuhi target

Belum optimalnya kesadaran jajaran dukcapil dalam memahami
pentingnya keamanan data kependudukan.



Tabel 2.5 Permasalahan dan Isu strategis DInas Dukcapil Kota Kediri

NO. | MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
1 2 3 4
1. | Kepemilikan 1.Kesadaran  warga |1.Masih kurangnya
dokumen dalam melaporkan sosialisasi Adminduk
kependudukan peristiwa kepada Masyarakat
belum tertib kependudukan

masih rendah

2. Infrastruktur
belum memadai

3.Kapasitas SDM
pelayanan
kependudukan
tidak sesuai
kompetensi

4. Belum
maksimalnya
Pemanfaatan data
lembagapengguna

4.

.Memaksimalkan sarana
dan prasarana yang
tersedia

.Mengikutsertakan

petugas pelayanan dalam
Kegiatan
pelatihan/bimtek/kursus
singkat

Terkendala, persetujuan
perijinan ‘Hak akses dari
Dirjen  Dukecapil yang
mensyaratkan minimal
sudah ISO 9001-2015
untuk Lembaga/OPD
yang akan melakukan
PKS pemanfataan data
kependudukan




BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasara Dinas Dukcapil Kota Kediri

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan
dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari
pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil
yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikanisecara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan *dalam jangka
waktu 5 ( lima ) tahun ke depan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Walikota Kediri periode 2025-2029 adalah
“Membangun Kota Kediri yang MAPAN, Kota yang maju, Agamis, Produktif,
Aman dan Ngangeni”.

Renstra Dinas Dukcapil Kota Kediri tahun 2025-2029 mendukung Misi 4 pada
RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
yang inovatif, responsive dan berintegritas#

Penjabaran tujuan, indicator tujuan, sasaran danf{indicator serta target kinerja
sasaran dalam 5 ( lima ) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam table
berikut :



Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun'2025-2029

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AWAL RENSTRA PDPEMERINTAH KOTA KEDIRI

NSPK DAN BASELINE TARGET TAHUN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024 KETERANGAN
YANG RELEVAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (049 (05 (06) (07) (08) (09) (19) (1) (12)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Meningkatnya kualitas Meningkatkan Kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat | 86.76 87.75 88.8 89.9 905 91.75 925
pelayanan publik Pelayanan Publik terhadap Layanan
Administrasi Kependudukan
(Indeks)
Meningkatnya Tertib Persentase Penduduk yang 99.82 99.85 99.90 99.93 99.95 99.97 100
Administrasi Kependudukan | ber-KTP Elektronik (%)
Persentase Kepemilikan KK | 99.57 99.60 99.75 99.80 99.85 99.90 99.95
(%)
Persentase Kepemilikan KIA | 98.15 98.25 98.50 98.75 98.85 98.95 99
(%)
Persentase Kepemilikan Akta | 99.94 99.97 99.98 99.99 100 100 100
Kelahiran Usia 0-18 (%)
Persentase Kepemilikan Akta, | 93.49 93.76 93.85 93.90 94 94.25 95
Perkawinan(%)
Persentase Kepemilikan Akta | 93.50 93.75 93.85 93.90 93.95 94 94.75
Perceraian (%)
Penerapan IKD (Identitas 13.82 185 20.25 22.75 25 27.75 30
Kependudukan Digital) (%)
Jumlah OPD/lembagayyang 19 20 21 22 23 23 23
melakukan PKS
pemanfaatan data
kependudukan (OPD)
Meningkatnya Akuntabilitas Nilai LHE AKIP Inspektorat 845 85.45 86.60 87.85 88.25 88.75 89.5
Kinerja (Nilai)




Kepuasan

Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah “ Meningkatkan
kualitas pelayanan public” yang diukur dengan indikator tujuan “Indeks

masyarakat”.

Untuk mencapai

beberapa sasaran strategis antara lain :

tujuan tersebut ditetapkan

“Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan”

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional
dari indikator sasaran yang ada.

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

NO SASARAN INDIKATOR DEFINISI FORMULA INDIKATOR
SASARAN OPERASIONAL
1. Meningkatnya Tertib | Persentase Persentase (jml penduduk ber KTP :
Administrasi kepemilikan penduduk yang jml penduduk wajib KTP
Kependudukan KTP-el sudah melakukan x 100%)
perekaman KTP-el
Persentase prosentase [(ml kepemilikan KK : jml
kepemilikan KK | penduduk KK x 100%)
berstatus kepala
keluargayang

sudah memiliki
Kartu Keluarga

Persentase
kepemilikan KIA

prosentase anak
usia 0-17 tahun
yang sudah
memiliki KIA

[+ (jml anak yg memilik
KIA : jml anak wajib KIA x
100%)

Persentase
kepemilikan
Akte Kelahiran

Prosentase
realisasi penyajian
data

jml penddk usia (0-18) yg
memiliki akta kelahiran :
jml penddk usia 0-18tn

Usia\0-18 tahun | kependudukan ygada X 100%)
Persentase Persentase Jumlah akta

Kepemilikan penduduk perkawinan/akta nikah
Akte bepstatus kawinyg | yang diterbitkan : jumlah

Perkawinan

sydah memilik

penduduk dengan status

Akta Nikah kawin x 100%)
Persentase Persentase Jumlah akta cerai yg
Kepemilikan penduduk diterbitkan : penduduk
Akte Perceraian | berstatus cerai dengan status cerai x
yang sudah 100%)

memilika Akta
cerai

Cakupan IKD

Persentase
penduduk yang
sudah melakukan
aktivasi Identitas

30% x jumlah penduduk
yang sudah perekaman
KTP-el

Kependudukan

Digital (IKD)
Persentase Persentase jumlah lembaga/OPD yg
Lembaga/OPD Lembaga/OPD sdh PKS : jml
yang yang sudah lembaga/OPD yg potensi
memanfaatkan melakukan PKS PKS x 100%)
data pemanfaatan data
kependudukan kependudukan

untuk pelayanan
publik




3.2. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Cascading (penjabaran) Kkinerja merupakan proses penjabaran dan
penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai
yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan
cascading kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun
2025 -2029.




Bagan 3.2 CASCADING KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI

TUJUAN1:
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang

berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi
daerah
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
K

SASARAN 4 :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik dan Inovasi Berbasis Elektroni
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

RPJMD KOTA KEDIRI
2025-2029

TUJUAN1:
Meningkatnya Kualitas Pelayz

Indikator ; Indeks Kepuasan

SASARAN1:

Meningkatnya tertib Administrasi Kepend
Indikator :

1. Persentase kepemilikan KTP-el
Persentase kepemilikan KK
Persentase kepemilikan KIA
Persentase kepemilkan Akie
Persentase kepemili

SASARAN 2:
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Slpil
Indikator : Nilai LHE AKIP Dinas
Dukcapil Kota Kediri

RENSTRA DUKCAPIL
2025- 2029

O N LR WN




Indikator : persentase layanan

pendaftaran penduduk yang L. .
berkualitas pencatatan sipil yg berk as
i ] I
| 1
KEGIATAN 1: KEGIATAN 2: KEGIATAN 3 :
Pelayanan Pendaftaran Kegiatan Penataan Kegiatan
Penduduk Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan

Indikator : persentase
kualitas, kuantitas
pelayanan public dan dok
keependudukan

Indikator : persentase
kualitas, kuantitas
pelayanan public dan
dok ke¢pendudukan

Pendaftaran P
Indikato

SUB KEGIATAN 1 :
Peningkatan Pelayanan
Pendaftaran penduduk

Indikator : jumlah dokumen

hasil pelayanan

pendaftaran penduduk

am pelayanan

asi Kependudukan
entase kualitas data

yang valid

KEGIATAN 5 :

Kegiatan Penyelenggaraan
pengelolaan informasi adminduk
Indikator : persentase kualitas,
kuantitas pelayanan public dan
dok keependudukan

Program Pengelolaan Profil

Indikator : Persentase data
kependudukan yg dapat disajikan
sesuai dengan peraturan

I
PROGRAM 4 :

Kependudukan

SASARAN 1:

Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan

Indikator :

1. Persentase kepemilikan KTP-el

2. Persentase kepemilikan KK

3. Persentase kepemilikan KIA

4. Persentase kepemilkan AKte kelahiran usia 0-18 th

5. Persentase kepemilikan Akta perkawinan

6. Persentase kepemilikan Akta Perceraian

7. Cakupan Identitas Kependudukan Digital

8. Persentase Lembaga/OPD yang melmanfaatkém data kependugdtikan |
PROGRAM 1 : PROGRAM 2 : OGRAM 3:
f,fgiglf;frpeng::t:eﬁzsier}g;f;fn Program Pencatatan Sipil n Pengelolaan Informasi

ngan

KEGIATAN 6 :
Kegiatan penyusunan profil
kependudukan
Indikator : persentase data
kependudukan yang dapat

Peningkatan
pencttan si

jumlah layanan
pe an sipil yang
ditingkatkan

SUB KEGIATAN 2: SUB KEGIATAN 4 :
Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen
atas pelaporan peristiwa penting

Indikator : jumlah dokumen hasil pencttan,
penatausahaan dan penerbitan dokumen atas peristiwa

penting

Indikator : jumlah dokumen kependudukan seselain
blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran
penduduk sesuai kebutuhan yg tersedia

\ SUB KEGIATAN 6 :
Fasilitasi terkait
pengelolaan informasi
adminduk
Indikator : jumlah
dokumen hasil
pengelolalaan adminduk

SUB KEGIATAN 8 :
Penyajian data kependudukan
Kabupaten/Kota
Indikator : jumlah dokumen
profil kependudukan

SUB KEGIATAN 7 :
Penyelenggaraan pemanfaatan data
kependudukan
Indikator : jumlah dokumen hasil
pemanfaatan data kependudukan




3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan
dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan
program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah
strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota kediri, yang selaras
dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029:.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk amemperjelas arah dalam
pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Kediri serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada
koridor yang ditetapkan. Strategi dirumusKan)berdasarkan hasil analisis
terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan
sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.»Dengan
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan, ketidak
berhasilan tersebut, dapat disusun strategi) yang dinilai realistis dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk
memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya (Bab IV) telahydirumuskan bebérapa sasaran yang
akan dicapai dalam Renstra Dinas\ Kependudukan dan/Pencatatan Sipil Kota
Kediri Tahun 2025 - 2029, dalam rangka pencapaian sasaran tersebut
dibutuhkan startegizdan arah kebijakangrang efektif dan efisien. Secara lengkap
keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.3, Tujuan, SasaranyStrategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2025-2029

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan
kualitas
pelayanan Publik

Meningkatnya
Tertib
Administrasi

Optimalisasi
Pelayanan public
dan mendorong

Penguatan tata Kelola
Administrasi
Kependudukan

Kependudukan inovasi
pelayanan
Meningkatnya Pembinaan Penguatan Kualitas SDM

akuntabilitas
Kinerja Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil Kota Kediri

Aparatur
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil




BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

4.1. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam
rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus
dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenhangan daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih
lanjut dari suatu program sebagai arah dari peneapaian, tujuan organisasi,
sedangkan program merupakan kumpulan Kkegiatan yang, sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satuiatau beberapa
instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksudsdengan indikator kinerja adalah ukuran
keberhasilan suatu program dan kegiatan ‘baik kualitatif maupun kuantitatif
yang secara khusus dinyatakan sebagai peneapaian tujuan yang dapat
menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan
pemantauan dan evaluasi baikKinerja input, output, outcome maupun impact
yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun,2025-2029 dapat dilihat
pada tabel 6.1 berikutini :



TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

BIDANG URUSAN /PROGRAM /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024 DAERAH
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (049) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 7.501.649.146,00 7.501.649.146,00 7.501.649.146,00 7.501.649.146,00 7.501.649.146,00
SIPIL
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.953.199.856,00 6.953.199.856,00 6.953.199.856,00 6.953.199.856,00 6.953.199.856,00
KABUPATEN/KOTA
2.12.0.00.0.00.01.00
eRigokainvalley stanlpetuniang Indeks Profesionalisme ASN 88.16 88.66 6.953.199.856,00 | 88.91 6.953.199.856,00 | 89.16 6.953.199.856,00 |  89.41 6.953.199.856,00 |  89.66 6.953.199.856,00 | 00 -Dinas
Perangkat Daerah Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
e Ko 7962 80.12 80.37 80.62 80.87 81.12
Pengelolaan Keuangan Berkualitas
Pers_emase Pgmenuhan Kriteria 100 100 100 100 100 100
Renja Berkualitas
2.12.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 106.000.000,00 106.000.000,00 106.000.000,00 106.000.000,00 106.000.000,00
Perangkat Daerah
Rt hCh oL Oy Jumlah Dokumen Perencanaan 100 100 106.000.000,00 [ 100 106.000.000,00 100 106.000.000,00 100 106.000.000,00 100 106.000.000,00
perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 0 %6 97 975 %8 9
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian 100 100 100 100 100 100
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00
Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
100 100 12.500.000,00 100 12.500.000,00 100 12.500.000,00 100 12.500.000,00 100 12.500.000,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
. . S Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kineria | ;. \hticar Realisasi Kinerja SKPD
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan " L
) . dan Laporan Hasil Koordinasi
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | o o | oooran Capaian 100 100 8.500.000,00( 100 8.500.000,00 100 8.500.000,00 100 8.500.000,00 100 8.500.000,00
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 0 H NN
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00
Perangkat Daerah
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
0 96 85,000.000,00 97 85.000.000,00 97.5 85.000.000,00 98 85.000.000,00 99 85.000.000,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
é‘12'°1'2'°2 - Adminisirasi Keuangan 5.391.036.860,00 5.391.036.860,00 5.391.036.860,00 5.391.036.860,00 5.391.036.860,00
erangkat Daerah
R r S LV E e e Jumlah Dokumen Penatausahaan
peng uanganyang | o Penguijian/Verifikasi Keuangan 126 98 5.391.036.860,00 102 5.391.036.860,00 104 5.391.036.860,00 106 5.391.036.860,00 108 5.391.036.860,00

berkualitas

SKPD




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR QUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024 DAERAH
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
. . - Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja . PR
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan | 42 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.12.0.00.0.00.01.00
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi 00 - Dinas
P ! dina yusy Penyusunan Laporan Capaian 100 100 8.500.000,00 100 8.500.000,00 100 8.500.000,00 100 8.500.000,00 100 8.500.000,00 Kependudukan Dan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realisasi b P tU u Sl
i inerj encatatan Sipi
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD p
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja 00 - Dinas
Perangkat Daerah 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 gzzi;?;:ﬁksa;ﬁ)an
2.12.0.00.0.00.01.00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 00 - Dinas
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 0 96 85.000.000,00 97 85.000.000,00 975 85.000.000,00 98 85.000.000,00 929 85.000.000,00 gepen::intlduksa.n ,llja"
encatatan Sipi
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan 00 - Dinas
Perangkat Daerah 5.384.536.860,00 5.391.036.860,00 5.391.036.860,00 5.391.036.860,00 5.391.036.860,00 gzgi;?;:l;ksa;ﬁ)an
Jumlah Laporan Keuangan Akhir 2.12.0.00.0.00.01.00
Persentase pengelolaan keuangan yan Tahun SKPD dan Laporan Hasil 00 - Dinas
berkualitas 9 gan yang Koordinasi Penyusunan Laporan 8 8 o 8 6.500.000,00 8 6.500.000,00 8 6.500.000,00 8 6.500.000,00 Kependudukan Dan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Pencatatan Sipil
Jumlah Dokumen Penatausahaan ga‘?giggf'oo'm'oo
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 126 102 83.520.00000| 102 8352000000 | 102 83520.00000| 103 8352000000 104 83520.000,00  Kependudukan Dan
S Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 00 - Dinas
dan Tunjangan/ASN 39 38 5.301.016.860,00 34 5.301.016.860,00 34 5.301.016.860,00 34 5.301.016.860,00 34 5.301.016.860,00 g:gj;g‘:::k;:i?an
2.12.0.00.0.00.01.00
B . m 00 - Dinas
$’Jn2j'a°rjég'r?i§ﬂm e EE EEIeEn 5.301.016.860,00 5.301.016.860,00 5.301.016.860,00 5.301.016.860,00 5.301.016.860.00| - Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
i i 00 - Dinas
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN ;::'?:g;ﬁ;gﬁ‘sgh"‘”e”e”ma Cai 39 38 5:301.016.860,00| 34 5.301.016.860,00 34 5.301.016.860,00 34 5.301.016.860,00 34 5.301.016.860,00|  Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan 2.12.0.00.0.00.01.00
Penatausahaan dan 00 - Dinas
83.520.000,00 83.520.000,00 83.520.000,00 83.520.000,00 83.520.000,00 | Kependudukan Dan
Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD Pencatatan Sipil
Teriak Penat h g Jumlah Dokumen Penatausahaan 332.8;(;2:).00.01.00
erlaksananya Fenatausahaan dan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan N
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SKPD guj g 126 102 83.520.000,00 102 83.520.000,00 102 83.520.000,00 103 83.520.000,00 104 83.520.000,00 gepen:ix:dukséa_n .llja"
encatatan Sipi
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan 53_2'8522'50'00'01'00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir - 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00| - Kependudukan Dan
UEHIm SR Pencatatan Sipil
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Jumlah Laporan Keuangan Akhir 2.12.0.00.0.00.01.00
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Tahun SKPD dan Laporan Hasil 00 - Dinas
Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 8 8 - 8 6.500.000,00 8 6.500.000,00 8 6.500.000,00 8 6.500.000,00 Kependudukan Dan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pencatatan Sipil




2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas

57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00| - kependudukan Dan
Perangkat Daerah Pencatatan Sipil
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE N
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME/ TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEDAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13 (14) (15)
2.12.0.00.0.00.01.00
. o Jumlah Orang yang Mengikuti 00 - Dinas
Persentase pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan 56 57 57.600.000,00 57 57.600.000,00 57 57.600.000,00 58 57.600.000,00 58 57.600.000,00|  Kependudukan Dan
bimbingan teknis Perundang-Undangan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
o 00 - Dinas
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan 57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00|  kependudukan Dan
Perundang-Undangan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
o Jumlah Orang yang Mengikuti 00 - Dinas
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Peraturan 56 57 57.600.000,00 57 57.600.000,00 57 57.600.000,00 58 57.600.000,00 58 57.600.000,00|  Kependudukan Dan
Perundang-Undangan Perundang-Undangan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
L . 00 - Dinas
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum 209.500.000,00 209.500.000,00 209.500.000,00 209.500.000,00 209.500.000,00  Kependudukan Dan
Perangkat Daerah Pencatatan Sipil
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 3.012.&225.00.01.00
Persentase cakupan pelayanan umum  ( dan Peraturan 4 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00| - Kependudukan Dan
yang berkualitas Perundang-Undangan yang . . U P tatan Sii
Disediakan encatatan Sip
2.12.0.00.0.00.01.00
Jumlah Paket Peralatan dan 00 - Dinas
Perlengkapan Kantor yang 4 3 75.000.000,00 4 75.000.000,00 4 75.000.000,00 4 75.000.000,00 4 75.000.000,00| - kependudukan Dan
Disediakan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Jumlah Paket Komponen Instalasi 00 - Dinas
Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00| - Kependudukan Dan
Kantor yang Disediakan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas
Jumiah Paket Barang Cetakan dan 2 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00| - Kependudukan Dan
Penggandaan yang Disediakan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Jumlah Dokumen Dukungan 00 - Dinas
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 2 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00|  Kependudukan Dan
Berbasis Elektronik pada SKPD Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
L 00 - Dinas
Paallabotalias ] 12 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00|  gpendudukan Dan
Kunjungan Tamu Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Jumlah Laporan Penyelenggaraan 00 - Dinas
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 36 32 90.000.000,00 32 90.000.000,00 32 90.000.000,00 32 90.000.000,00 32 90.000.000,00| - Kependudukan Dan
SKPD Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan 33_2'8;22'50'00'01'00
iomcuenlinsalas) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil




Jumlah Paket Komponen Instalasi

2.12.0.00.0.00.01.00

. . um: 00 - Dinas
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00|  Kependudukan Dan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan Pencatatan Sipi
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan 00 - Dinas
i sy s Ao iy 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 ﬁe"e”f“,d“ksa-” -E)an
encatatan Sipi
: Jumlah Paket Peralatan dan 501 ?‘g‘iggf'oo'm 00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 4 3 75.000.000,00 4 75.00000000| 4 75.000.000,00 4 75.00000000( 4 75.000.000,00 | ependudukan Dan
Perlengkapan Kantor Disediakan Pencatatan Sipi
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME/ TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024 DAERAH
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03 (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13 (14) (15)
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang 00 - Dinas
g sy e, s 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 gepen:,‘:dukgn '?an
'encatatan Sipll
2.12.0.00.0.00.01.00
Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 00 - Dinas
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 2 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 Sepen?ﬂdwsan .[I’a"
'encatatan Sipi
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan gf.&ggf.oom.oo
Bacaan dan Peraturan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00|  Kependudukan Dan
R, Pencatatan Sipil
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 2.12.0.00.0.00.01.00
Tersedianya Bahan Bacaan dan dan Peraturan 00 - Dinas
Peramranypemn dang-undangan Perundang-Undangan yang 4 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00 4 7.500.000,00|  Kependudukan Dan
Disediakan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
- Fasilitasi i 00 - Dinas
gﬁfu.os.ooes Fasiltasi Kunjungan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.00000|  Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 00 - Dinas
Tamu Kunjungan Tamu 12 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 6 5.000.000,00 ﬁZﬁiQf;Zﬁké.”p itl,an
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan 00 - Dinas
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Sepe”;":““k;” .?an
‘encatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat JRumIathKL ap?jran F_’ednyel}inggalrtaar_] 00 - Dinas
apat Koordinasi dan Konsultasi
Koordinast dan Konedliag SKPD SKED 36 32 90.000.000,00 32 90.000.000,00 32 90.000.000,00 32 90.000.000,00 32 90.000.000,00 gepen?utduksan E,an
encatatan Sipi
2.12.01.2.06.0011 - Dukungan gﬁ.giggf.oom.oo
ReekeanaanSisemipsmenntahan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00|  Kependudukan Dan
Berbasis Elektronik pada SKPD Pencatatan Sipil
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan | Jumlah Dokumen Dukungan g.{;_z.&gg.so.oo.omoo
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 2 1 12:000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00 1 12.000.000,00

pada SKPD

Berbasis Elektronik pada SKPD

Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.091.300.000,00

1.091.300.000,00

1.091.300.000,00

1.091.300.000,00

1.091.300.000,00

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil




Persentase layanan penunjang urusan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas

pomerintahan dasrah yang borkualias | Surat Menyurat 12 12 7.500.000,00 12 7.500.000,00 12 7.500.000,00 12 7.500.000,00 12 7.500.000,00|  Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa g;?'giggf'oo'm'oo
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 12 223.800.000,00 12 223.800.000,00 12 223.800.000,00 12 223.800.000,00 12 223.800.000,00|  Kependudukan Dan
Listrik yang Disediakan Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa [2)‘(;?‘8;22.50.00.01.00
Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 860.000.000,00 12 860.000.000,00 12 860.000.000,00 12 860.000.000,00 12 860.000.000,00 - Kependudukan Dan
Disediakan he
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
o i 00 - Dinas
é‘l}imsﬁ':ﬁm REFREEEEED 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00|  Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN /PROGRAM/ BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024 DAERAH
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (049) (05) (06) (07) (08) (09) (19) (11) (12) (13 (14) (15
2.12.0.00.0.00.01.00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 00 - Dinas
Menyurat Surat Menyurat 12 12 7.500.000,00 12 7.500.000,00 12 7.500.000,00 12 7.500.000,00 12 7.500.000,00 - Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa 00 - Dinas
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 223.800.000,00 223.800.000,00 223.800.000,00 223.800.000,00 223.800.000,00 Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
: § Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sg?'g"ggf'oom'oo
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber | Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 12 22380000000 12 223.800.000,00 12 223,800.000,00 12 223,800.000,00 12 223.800.000,00 | Kependudukan Dan
Daya Air dan Listrik Listrik yang Disediakan P! L
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa 00 - Dinas
Pelayanan Umum Kantor 860.000.000,00 860.000.000,00 860.000.000,00 860.000.000,00 860.000.000,00 | Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
X Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (2).()1?.8.£2é).00.01.00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 860.000.000,00 [ 12 860.000.000,00 12 860.000.000,00 12 860.000.000,00 12 860.000.000,00 | Kependudukan Dan
Kantor Disediakan P -
Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Mili} 561?.&22.50.00.01.00
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahar) 107.762.996,00 107.762.996,00 107.762.996,00 107.762.996,00 107.762.996,00
Kependudukan Dan
Daerah P
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Persentase barang milik daerah dalam Jumlah Peralatan dan Mesin 00 - Dinas
kondisi baik Lainnya yang Dipelihara 37 47 42.000.000,00 47 42.000.000,00 47 42.000.000,00 47 42.000.000,00 47 42.000.000,00  Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Jumlah Gedung Kantor dan 301 ?.&g:.so.oo.m 9
[B)?néla_::nan/ [l)-_alr;nﬁ_‘);ahg 2 1 10.762.996,00 1 10.762.996,00 1 10.762.996,00 1 10.762.996,00 1 10.762.996,00|  Kependudukan Dan
ipelnarasbionantias] Pencatatan Sipil
Jumlah Kendaraan Dinas 2.12.0.00.0.00.01.00
Operasional atau Lapangan yang 00 - Dinas
Dipeliharaldan dibayarkan|Pajak 9 9 55.000.000,00 9 55.000.000,00 9 55.000.000,00 9 55.000.000,00 9 55.000.000,00| - Kependudukan Dan
dan Perizinannya Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa 2.12.0.00.0.00.01.00
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 00 - Dinas
55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil




Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas

Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan dibayarkan Pajak 9 9 55.000.000,00 9 55.000.000,00 9 55.000.000,00 9 55.000.000,00 9 55.000.000,00( - Kependudukan Dan
Lapangan dan Perizinannya Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan 00 - Dinas
Peralatan dan Mesin Lainnya 42.000.000,00 42.000.000,00 42,000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 ﬁe"e”?”{;“ké-” !Ijan
encatatan Sipi
2.12.0.00.0.00.01.00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan dan Mesin 00 - Dinas
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara 37 47 42.000.000,00 47 42,000.000,00 47 42,000.000,00 a7 42,000.000,00 47 42.000.000,00 ,;epen:ﬂ:duk;n .?an
‘encatatan Sipll
2.12.01.2.09.0009 - g.;_z.&gg.so.oo.m.oo
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 10.762.996,00 10.762.996,00 10.762.996,00 10.762.996,00 10.762.996,00|  Kependudukan Dan
Kantor dan Bangunan Lainnya Pencatatan Sipil
Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan ;01 ?.8;225.00.01 00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya yang 2 1 10.762.996,00 1 10.762.996,00 1 10,762.996,00 1 10.762.996,00 1 10.762.996,00|  Kependudukan Dan
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Pencatatan Sipil
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN /PROGRAM/ BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024 DAERAH
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
e D AT 370.490.690,00 370.490.690,00 370.490.690,00 370.490.690,00 370.490.690,00
PENDUDUK
2.12.0.00.0.00.01.00
Meningkatnya kepemilikan dokumen Persentase layanan dokumen 00 - Dinas
kependudukan Kependudukan yg berkualitas 9% 9.8 370.490.690,00 o7 370.490.690,00 |  97.5 370.490.690,00 98 370.490.690,00 99 370.490.690,00 gepen?.:duk;n ’?an
encatatan Sipi
2.12.0.00.0.00.01.00
- 00 - Dinas
AP R e 370.000.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 370.000.00000|  Kependucukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Jumlah Laporan Hasil Peningkatan 00 - Dinas
Rl Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4 4 345.000.000,00 4 345.000.000,00 4 345.000.000,00 4 345.000.000,00 4 345.000.000,00 sepen?‘:dUKg-n '?an
encatatan Sipi
Jumlah Dokumen Hasil Pendataan 53_2'&22'50'00'01'00
Penduduk Non Permanen dan 120 55 25.000.000,00 60 25.000.000,00 63 25.000.000,00 65 25.000.000,00 67 25.000.000,00(  Kependudukan Dan
Rentan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan 53?.&225.00.01.00
Penduduk Non Permanen dan Rentan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00(  Kependudukan Dan
Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil
Tersedianya Pendataan Penduduk Non | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan (2).01_2‘&22.30.00.01.00
Permanen dan Rentan Administrasi Penduduk Non Permanen dan 120 55 25.000.000,00 60 25.000.000,00 63 25.000.000,00 65 25.000.000,00 67 25.000.000,00 | Kependudukan Dan
Kependudukan Rentan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan 00 - Dinas
Pelayanan Pendaftaran Penduduk 345.000.000,00 345.000.000,00 345.000.000,00 345.000.000,00 345.000.000,00 ﬁe“”f”td“k;” '?an
‘encatatan Sipi
2.12.0.00.0.00.01.00
. . . 00 - Dinas
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran | Jumiah Laporan Hasil Peningkatan 4 4 34500000000 4 345.000.000,00 4 345.000.000,00 4 345.000.000,00 4 345.000.000,00

Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil




2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran
Penduduk

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

Laporan Hasil Penataan Pendaftaran
Penduduk

Jumlah Dokumen Kependudukan
selain Blangko KTP-EIl, Formulir,
dan Buku Terkait Pendaftaran
Penduduk Sesuai dengan
Kebutuhan yang Tersedia

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan
Dokumen Kependudukan selain Blangko
KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait
Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan
Kebutuhan

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

Tersedianya Dokumen Kependudukan
selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan
Buku Terkait Pendaftaran Penduduk
Sesuai dengan Kebutuhan

Jumlah Dokumen Kependudukan
selain Blangko KTP-EI, Formulir,
dan Buku Terkait Pendaftaran
Penduduk Sesuai dengan
Kebutuhan yang Tersedia

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas

e 490.690,00 490.690,00 490.690,00 490.690,00 49069000 Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024 DAERAH
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.12.0.00.0.00.01.00
Laporan Hasil Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 00 - Dinas
e e Sl b 12 4 490.690,00 4 490.690,00 4 490.690,00 4 490.690,00 4 490.690,00|  Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Rl 0Z2 00 000 shasias 490.690,00 490.690,00 490.690,00 490.690,00 49069000| oD
Pendaftaran Penduduk e R deEcy tatad) Hexa ependudu an Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
I Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 00 - Dinas
Tertasiitasinya Pendataran Penduduk | *UTFEL PoeR 1E0 12 4 490.690,00 4 490.690,00 4 490.690,00 4 490.690,00 4 49069000 Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
g'l:f”'_m' RROCRAMEEN 85.721.800,00 85.721.800,00 85.721.800,00 85.721.800,00 85.721.800,00
2.12.0.00.0.00.01.00
i il 00 - Dinas
=R R L=l R CIE D D ey anancoimel) % 9.5 85.721.80000| 97 85.721.80000| 975 8572180000 98 8572180000 99 85.721.800,00 | Kependudukan Dan
peristiwa penting pencatatan sipil pencatatan sipil yg berkualitas P
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas
é};ﬁ.oa.z.m AR AT T 85.721.800,00 85.721.800,00 85.721.800,00 85.721.800,00 85.721.800.00|  Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, 2.12.0.00.0.00.01.00
Persentase penerbitan dokumen Penatausahaan dan Penerbitan 00 - Dinas
pencatatan sipil yang berkualitas Dearmen/As R BEiE 8055 7000 40.000.000,00 | 7700 40.000.000,00| 7800 40.000.000,00| 8000 40.000.000,00 8200 40.000.000,00|  Kependudukan Dan
Penting Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
T 00 - Dinas
draitto LayEmem (Femesiziz Sl 8 8 45.000.000,00 8 45.000.000,00 8 45.000.000,00 8 45.000.000,00 8 45.000.000,00

yang Ditingkatkan

Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil




Jumlah Dokumen Kependudukan
selain Blangko KTP-EI, Formulir,
dan Buku Terkait Pencatatan Sipil

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas

8 1 721.800,00 1 721.800,00 1 721.800,00 1 721.800,00 1 721.800,00 Kependudukan Dan
Sesuai dengan Kebutuhan yang Pencatatan Sioil
Tersedia P
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, 2.12.0.00.0.00.01.00
Penatausahaan dan Penerbitan 00 - Dinas
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00| - Kependudukan Dan
Penting Pencatatan Sipil
Terlaksananya Pencatatan, Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, 2.12.0.00.0.00.01.00
Penatausahaan dan Penerbitan Penatausahaan dan Penerbitan 00 - Dinas
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa 8055 7000 40.000.000,00 [ 7700 40.000.000,00 | 7800 40.000.000,00| 8000 40.000.000,00| 8200 40.000.000,00 | - Kependudukan Dan
Penting Penting Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam 00 - Dinas
Pelayanan Pencatatan Sipi 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 gepen:h:dukgn -?an
‘encatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
i ini 00 - Dinas
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan | Jumlah Layanan Pencatatan Sipi 8 8 45000000,00| 8 45.000.000,00 8 46.000.000/00 8 48.000.000,00 8 45.000.00000| - ependudukan Dan
Sipil yang Ditingkatkan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan
Dokumen Kependudukan selain Blangko [2)6‘1?.&22210001.00
KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait 721.800,00 721.800,00 721.800,00 721.800,00 721.800,00|  Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Sesuai dengan P tatan Sipil
Kebutuhan encatatan Sipll
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN /PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATORGUTCOME! TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUIEUT} 2024 (DR
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (09 (03 (04) (05 (06) (07) (08) (09) (19) (11) (12) (13 (14 (15
Tersedianya Dokumen Kependudukan | 2Umiah Dokumen Kependudukan 2.12.0.00.0.00.01.00
N " selain Blangko KTP-EIl, Formulir,
selain Blangko KTP-EIl, Formulir, dan dan Buku Terkait P tatan Sipil 00 - Dinas
Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai an Buku Terkait Pencatatan Sipi 8 1 721.800,00 1 721.800,00 1 721.800,00 1 721.800,00 1 721.800,00|  Kependudukan Dan
Sesuai dengan Kebutuhan yang -
dengan Kebutuhan N Pencatatan Sipil
Tersedia
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI 82.236.800,00 82.236.800,00 82.236.800,00 82.236.800,00 82.236.800,00
KEPENDUDUKAN
2.12.0.00.0.00.01.00
Meningkatnya Pemanfaatan Data persentase kualitas data 00 - Dinas
Karandnn e [ Ty e ——— 95 96.5 82.236.800,00 96.7 82.236.800,00 97 82.236.800,00 97.2 82.236.800,00 975 82.236.800,00 gepe”f‘i:”ksa.” .IIZ)an
'encatatan Sipil
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan g;?'&ggf'oom'oo
Pengelolaan Informasi Administrasi 82.236.800,00 82.236.800,00 82.236.800,00 82.236.800,00 82.236.800,00  Kependudukan Dan
Kepenclichkany Pencatatan Sipil
Persentase pengelolaan informasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi gg?'giggf'oo'm'oo
administrasi kependudukan yang Pengelolaan Informasi Administrasi 2 2 54.000.000,00 2 54.000.000,00 2 54.000.000,00 2 54.000.000,00 2 54.000.000,00|  Kependudukan Dan
berkualitas Kependudukan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 00 - Dinas
Pemanfastan Data Kapendudukan 17 8 28.236.800,00 8 28.236.800,00 8 28.236.800,00 8 28.236.800,00 8 28.236.800,00| Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait gﬁ.giggf.oo.omo
Pengelolaan Informasi Administrasi 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00|  Kependudukan Dan

Kependudukan

Pencatatan Sipil




Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi

2.12.0.00.0.00.01.00
00 - Dinas

Pengelolaan Informasi Administrasi
Admnistrad Kepondudukan e 2 2 5400000000 2 54.000.000,00 2 54.000.000,00 2 54.000.000,00 2 54.000.000,00 KependucinDan
encatatan Sipi
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan 00 - Dinas
Pemanfaatan Data Kependudukan 28.236.800,00 28.236.800,00 28.236.800,00 28.236.800,00 28.236.800,00 sepen:j“t'du’?n ,llja"
encatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 00 - Dinas
Pemanfaatan Data Kependudukan Pemanfaatan Data Kependudukan 17 8 28.236.800,00 8 28.236.800,00 8 28.236.800,00 8 28.236.800,00 8 28.236.800,00 Sepen?idUKSa,n ﬁ)an
encatatan Sipi
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN
PROFIL KEPENDUDUKAN 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
. Persentase data kependudukan [2)01 ?'giggf'oom 00
T G A e el yang disaijikan sesuai dengan 95 955 10.000.00000 | 956 10.000.00000| 958 10.00000000| 9% 10.000.00000| 963 10.000.000,00 | Kependudukan Dan
ClpEmele e peraturan perundang-undangan Poncatatan Sipi
2.12.0.00.0.00.01.00
- 00 - Dinas
i;s;zfﬁla:e"y“suna" IRl 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00| Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
persentase tersedianya profil Jumlah Data Kependudukan 00 - Dinas
kependudukan yang berkualitas Kabupaten/Kota 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 gepentd‘guksa.n _Ilja"
‘encatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data 00 - Dinas
Kependudukan Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 gependudukgn Ii)an
encatatan Sipil
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024 DAERAH
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03 (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13 (14) (15)
2.12.0.00.0.00.01.00
Tersedianya Data Kependudukan Jumlah Data Kependudukan 00 - Dinas
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 1 1 10.000.000,00 1 10:000.000,00. 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil




4.2 INDIKATOR KINERJA DINAS DUKCAPIL

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun
2025-2029 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Perumusan indikator kinerja
Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan dengan
melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tdjuan dan sasaran
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah
terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerjalPerangkat Daerah yang
berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang mengacu padatujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri
Tahun 2025-2029. Indikator Kkinerja tersebut secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5¢(lima) tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaiansujuan dan sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri. Dengan
demikian indikator kinerja | berfungsi sebagai. alat ukur yang dapat
menunjukkan apakah sasaran ' atauy kegiatan yang telah, diukurnya telah
berhasil dicapai atau tidak. Indikator 'Kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kediri yang, pencapaiannya berkait langsung dengan
pencapaian Indikator Kinerja Perangkat/Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1
dibawah ini :



TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJAUTAMA RANCANGAN AWAL RENSTRA PD PEMERINTAH KOTA KEDIRI

TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN BASEL%EIAHUN KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) | (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1. 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

2. Persentase Kepemilikan Akta % 93,5 93,75 93,85 93,9 93,95 94 94,75
Perceraian

3. Nilai LHE AKIP Inspektorat Nilai 84,5 85 85,2 85,5 85,9 86 86

4. Penerapan IKD (Identitas % 13,82 18,5 20,25 22,75 25 27,75 30
Kependudukan Digital)

5. Persentase Kepemilikan Akta % 93,49 93,75 93,85 93,9 94 94,25 95
Perkawinan

6. Persentase anak usi 01-7 tahun kurang | % 99,94 99,97 99,98 99,99 100 100 100
1 (satu) hari yang memiliki KIA

7. Jumlah OPD/lembaga yang melakukan | OPD 19 20 21 22 23 23 23
PKS pemanfaatan data kependudukan

8. Persentase cakupan kepemilikan akta % 99,94 99,97 99,98 99,99 100 100 100
kelahiran pada penduduk usia 0s.d. 17
tahun

9. Persentase Penduduk yang ber-KTP % 99,82 99,85 99,9 99,93 99,95 99,97 100
Elektronik

10. Persentase Kepemilikan KK % 99,57 99,6 99,75 99,8 99,85 99,9 99,95




Sedangkan Indikator Kinerja kunci

Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Program yang mengacu pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

RANCANGAN AWAL RENSTRA PEMERINTAH KOTA
KEDIRI

yang mengacu pada indicator program Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Kediri

NO

INDIKATOR

STATUS

SATUAN

BASELINE
TAHUN 2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KETERANGAN

(01)

(02)

03

09

(09)

(06)

(©7)

(08)

(09)

(19

(11)

(12)

2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Persentase data kependudukan yang
disajikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

95

95.2

95.5

95.6

95.8

96

96.3

persentase kualitas data kependudukan yang
valid

95

9

96.5

96.7

97

97.2

97.5

Persentase layanan dokumen kependudukan
yg berkualitas

96.5

96.8

97

97.5

98

99

persentase layanan dokumen pencatatan
sipil yg berkualitas

96.25

96.5

97

97.5

98

99




BABV
PENUTUP

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri
periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Bappeda Kota Kediri untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan
Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,
SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Selain itu, untuk
menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029, setiap tahun
akan  dilakukan evaluasi. Apabila  diperlukan, dapat dilakukan
perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Kependudukan'dan Pencatatan Sipil
Kota Kediri termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa ¢mengubah tujuan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Renstra Dinas Kependudukan danm Pencatatan Sipil \Kota Kediri
periode 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit, kerja di
lingkungan Dinas Kependudukan dan QPencatatam, Sipil Kota Kediri, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya masing=masing. \Diharapkan semua unit
kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi
pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja
pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Kediri Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan
pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Kediri beserta stakeholder dalam membangun Kesepahaman dan komitmen
bersama guna mewujudkan tujuan‘dan sasaran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan SipildKota Kediri secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat
meningkatkan kualitas | perencanaan | pembangunan daerah dalam upaya
mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan
dan sasaran pembangunanyKota Kediri, sesuai kewenangan dalam tugas dan
fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.






RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
KOTA KEDIRI

JIn. KDP Slamet No. 33 Kota Kediri




KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 ( lima )
tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029, maka perlu menyusun Renstra
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025-2029.
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah secara sistimatis, terarah, dan terpadu ,
dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun). Berdasarkan hal itu setiap
Perangkat Daerah harus membuat Rencana Strategis.

Adapun penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri\Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daérah,tentang ‘Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka, Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312).

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 terdiridari pendahuluan, isu — isu strategis
berdasarkan tugas dan _fungsi, visi misi tujuandan sasaran strategis dan kebijakan, rencana
program dan kegiatan indikator. kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator
kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Kediri Tahun
2025-2029.

Rencana, Strategis merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program /
kegiatan dalam lima tahun dan sebagai acuan penyusunan RPJMD dan data tersebut untuk
mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna
menjawab dinamika yang menjadi'perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan
realisasinya: Melalui Rencana Strategis ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat
bagi institusi'Pemerintah Kota Kediri.

Demikian kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan
terimakasih.

Kepala Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan
Dan Olahraga Kota Kediri

g E-

Zachrie Ahmad,S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720105 199101 1 002
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu
tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam ‘dokumen - dokumen
perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun),
maupun jangka pendek (tahunan). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan ‘landasan utama dan pegangan
bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih
terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar
fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang tersebut adalah diwajibkan
bagi setiap Perangkat Daerah untuk, menyusun rencana)kerja sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah‘(limastahunan) maupun jangka
pendek (tahunan). Untuk perencanaan ‘jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana
Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam “Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Renstra-SKPD ,sadalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode
5 (lima) tahun.”

Halviniskembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah
menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan
dalam pasal (2) yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penyusunan Renstra PD Tahun 2025-
2029 untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan
prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan
program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua
stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Kediri, memperkuat landasan penentuan
program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan,
penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra

Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,
1



perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat
Daerah. Adapun kedudukan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya

dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat pada bagan

berikut ini :
Bagan 1.1
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan'Olahraga Kota Kediri Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar/Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang,Nomor16:Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar
dalam lingkungan Propinsi‘Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah
Istimewa Yogjakarta \ (Berita/ Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan -2- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan,Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar.dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

2



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerahs Tata Cara, Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah,<Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana ‘Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja, Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 90 Tahun 2019 tentang Kilasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan’Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Walikota_Kediri Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan
dan Olahraga Kota Kediri;

1.3'Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi
seluruh personil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga beserta stake
holder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan
dan sasaran 'Dinas /Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga secara
berkesinambungan,« yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi

Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025 — 2029 adalah:

1. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kota Kediri dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2029,
dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2026 sesuai tugas dan fungsi
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;



2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir,

diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;

3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri yang merupakan dokumen

perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

BAB |

BAB I

1.4 Sistematika Penulisan

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi
Renstra Perangkat Daerah dalam_gpenyelenggaraan pembangunan daerah,
proses penyusunan Renstras Perangkat \Daerah, keterkaitan,sRenstra
Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan
Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memuat penjelasan tentangmw,Undang-Undang, wPeraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
Struktur Organisasi, Tugas dan_Fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam’ penyusunan perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra
Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah,

serta susunan garis besar isi dokumen.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KEDIRI
2.1 Tugas, fungsi dan Struktur
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah
2.2 Sumber Daya
Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;

2.3 Kinerja Pelayanan



BAB llI

BAB IV

BAB V

Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan  Renstra  Perangkat Daerah  periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, termasuk
capaian SPM dan SDG’s;

2.4 Kelompok Sasaran Layanan
memuat kelompok sasaran layanan/objek layanan Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri

2.5 Permasalahan pelayanan dan Isu strategis
Mengulas masalah atau kendala yang dihadapi dan membahas berbagai

tantangan untuk mencapai target

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas\Kebudayaan, Pariwisata, Kepemtdaan
dan Olahraga Kota Kediri Tahun 2025-,2029

3.2 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan, , Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kota Kediri

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

3.4 Penahapan Renstra Disbudparpora

PROGRAM, KEGIATAN, SuUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mencapai Kinerja Disbudparpora
412, Indikator Kinerja Disbudparpora

PENUTUR

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri.



BABIII
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KEDIRI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga, dapat dijabarkan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) mempunyai kedudukan sebagai unsur
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga urusan pémerintahan di bidang budaya,
wisata, pemuda, dan olahraga serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Disbudparpora mempunyai tugas membantu
Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
budaya, wisata, pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Disbudparpora ‘mempunyai fungsi sebagai
berikut:
1. Perumusan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan; pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
3. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi‘dan pelaporan, dibidang kebudayaan, pariwisata,
kepemudaan dan olahraga;
4. Pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan
olahraga; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yangidiberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya
Adapun,struktur ‘organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri adalah sebagai berikut :



Bagan 2.1
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Sumber: Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2021

a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan
pemerintahanf yang menjadi kewenangan daerah dibidang kebudayaan, pariwisata,
kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan;
Dalam menyelenggarakanstugas _sebagaimana tersebut Kepala Dinas memiliki
fungsi;
1. Perumusankebijakan dibidang,kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
2., Pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
3." Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan
dan olahraga;
4. Pelaksanaan administrasi kedinasan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan
dan olahraga; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan,penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol dinas.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :



Pengelolaan pelayanan administrasi umum ;

Pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan;

Pengelolaan aset dan barang milik daerah;

Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
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Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) dibidang

kepegawaian;

8. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

9. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan.tatalaksana;

10. Pengelolaan jasa penunjang urusan di dinas;

11. Pengelolaan penunjang sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik;

12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dan Kinerja dinas;

13. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan

14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala,dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

15. Menyiapkan bahan pelaksanaan,penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-
surat, penggandaan naskah-naskah dinas, dokumentasi dan’kearsipan;

16. Menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian;

17. Menyiapkan bahan pengelolaan aset dan barang milik daerah;

18. Menyiapkan' bahan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan
protokol;

19. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perundangundangan;

20. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non
yustisia) dibidang kepegawaian;

21. Menyiapkan bahan pengelolaan jasa penunjang;

22. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;

23. Menyiapkan bahan kebijakan peningkatan disiplin pegawai;

24. Menyiapkan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi dan konsultasi;

25. Menyiapkanibahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan

26. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kebijakan pelestarian, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya
kebudayaan dan sejarah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Bidang
Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan kebudayaan masyarakat;



Pelestarian dan pembinaan kesenian tradisional masyarakat;
Pembinaan lembaga adat;

Pembinaan sejarah lokal;

Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota;

Penerbitan rekomendasi izin membawa cagar budaya ke luar daerah;

Pengelolaan museum daerah;
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Pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan pelaporan penyelenggaraan bidang
kebudayaan; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan

fungsinya.

. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas merencanakan; —melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan 4/kebijakan pengelolaan dan pengembangan
sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
tersebut di atas Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
Pengelolaan daya tarik wisata;
Pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
Pengelolaan destinasi pariwisata;
Pemberian rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata daerah;

Pemasarandariwisata dalam dan luar,negeri;
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Penyediaan » prasarana (zona kreatiffruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang

berekspresi, berpromosirdan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
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Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;

Pelaksanaanpeningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi

kreatif tingkat dasar;

9. Rengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;

10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas bidang
pariwisata; dan

11. Pelaksanaan'tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya

. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pemberdayaan, pembinaan dan
pengembangan pemuda, kepemudaan, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta
pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan kepramukaan. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
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Pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan
kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader;
Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan;
Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kepemudaan; dan
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

f. Bidang Olahraga

Bidang Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan ZJpemberdayaan, pembinaan dan

pengembangan daya saing keolahragaan. Untukdmelaksanakan tugas tersebut Bidang

Olahraga mempunyai fungsi :

1.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan' pada’ jenjang
pendidikan;

Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan. pelaksanaan pembentukan dan
pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang
diselenggarakan oleh masyarakat dan'dunia usaha;

Pelaksanaan perencanaan, ‘pengadaan, mpemanfaatan, pemeliharaan, dan
pengawasan prasarana dan sarana olahraga;

Pelaksanaah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah;

Pelaksahaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan organisasi
olahraga;

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;

Pelaksanaan'monitoring; evaluasi, dan pelaporan bidang olahraga; dan
Pelaksanaantugas-tugas lainyang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi
pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
Sub-koordinator melaksanakan tugas tambahan untuk membantu pejabat

administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
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pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada
masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Kepala Dinas menunjuk dan memerintahkan pejabat fungsional hasil penyetaraan dari
jabatan pengawas menjadi Sub-koordinator.

Dalam hal tidak tedapat pejabat fungsional ahli muda maka pejabat fungsional jenjang
ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan
tugas tambahan sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional.

Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang
diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator akan naik pangkat diberikan
tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dafi Angka Kredit Kumulatif untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam
Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub-
koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
Pengelompokan sub-substansi fungsi® pada Dinas, ditetapkan dalam »Keputusan
Walikota.

2.2 Sumber Daya

Jumlah sumber daya manusia 'di Dinas, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga Kota Kediri cukup memadai: Namun demikian dari segi kualitas masih perlu

ditingkatkan, mengingat_tugas-tugas di masayang akan datang akan lebih berat, terutama

rangka menjalankan \tugas pokok, sebagai ‘pelaksana tugas dan kebijakan

mengkoordinasikan »pembinaan dan pengembangan serta melaksanakan kewenangan

desentralisasi di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudan dan Olahraga.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur
Tabel 2.1
Komposisi Pegawai

Jabatan Jumlah

ASN

Kepala Dinas 1 Orang
Sekretaris 1 Orang
Kepala UPT 1 Orang
Kepala Bidang 4 Orang
Kepala Sub Bagian 2 Orang
Kelompok Jabatan Fungsional 9 Orang
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Jabatan Jumlah
Staf 23 Orang
Non ASN
Tenaga Bantuan 44 Orang
Total 85 Orang

Tabel 2.2

Komposisi ASN Berdasarkan Golongan
Golongan Jumlah
1\ 9 Orang
1]l 21 Orang
] 11 Orang

| 0.Orang
Total 41 Orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumberdaya yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana kerja

juga merupakan wunsur yang mempunyai peran penting dalam rangka mendukung

kelancaran pelaksanaandtugas pokok.dan fungsi (Tupoksi) Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Kepemudaan »dan Olahraga.

Sarana dan prasarana pendukung Tupoksi

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

Dinas

Tabel 2.3
Daftar Sarana — Prasarana
No. Jenis Barang Jumlah Kondisi Keterangan
Bangunan

1. | Bangunan Gedung GOR, Kantor Dinas,

Permanen 3 Cukup Baik Kantor Kawasan
Selomangleng

2. | Kendaraan Dinas
Roda 4 2 Baik
Roda 3 1 Baik
Sepeda Motor 3 Baik

4. | Laptop 8 Baik
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No. Jenis Barang Jumlah Kondisi Keterangan
Bangunan
5. | Notebook 3 Baik
1 Rusak
6. | Kamera 2 Baik
1 Rusak
Gerobak Dorong 30 Baik
Kursi Lipat 15 Baik
9. | Kursi Pejabat Eselon IV 3 Baik
10. | Filing Cabinet 19 Baik
1 Rusak
11. | Almari Besi 10 Baik
Rusak
12. | Almari Kaca 4 Baik
13. | Mesin Ketik 3 Rusak
14. | Personal Computer (PC) 14 Baik
2 Rusak
15. | Printer 15 Baik
4 Rusak
16. | Air Conditioner (AC) 13 Baik
17. | Standing Air Conditioner 1 Baik
(AC)
18. | Televisi (TV) 4 Baik
19.1'LCD Projector 1 Baik
20. | Alat Penghancur Kertas 1 Baik
21. | Scanner (Brother) 1 Baik

2.3 Kinerja Pelayanan

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui capaian dari indikator
kinerja. Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan
evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja Disbudparpora Kota
Kediri pada periode tahun 2025-2029 merupakan hasil evaluasi dari kinerja pada periode tahun
2020-2024. Indikator mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Renstra Disbudparpora
Kota Kediri tahun 2020-2024 dan Renstra Disbudparpora Kota Kediri tahun 2025-2026.
Perubahan indikator dikarenakan adanya pengendalian dan evaluasi dari Kementerian PAN
RB, kondisi dinamika Perangkat Daerah, ketersediaan data serta untuk meningkatkan kinerja

secara umum. Adanya perubahan indikator menyebabkan tidak tersedianya beberapa data

13



capaian pada tahun 2020-2023 untuk indikator yang baru. Dengan memperhatikan capaian
indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Disbudparpora Kota Kediri untuk menentukan

sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu

tertentu. Capaian target indikator kinerja Disbudparpora Kota Kediri bisa dilihat dalam tabel 2.4
berikut:

14



Capaian Kinerja Tahun 2020 — 2024

Tabel 2.4

No Indikator Kinerja Renstra Satuan Kondisi Keteranaan
2025-2029 2020 2021 2022 2023 2024 g
1 Indeks Pembangunan Kebudayaan Skor N/A N/A N/A N/A 58,15
2 Saerzzeﬂ::teajr?gfh warisanbudaya | o N/A N/A N/A N/A 100%
3 E::ﬁjg;aﬁgr‘;‘:g;':;” atlet dan % N/A N/A N/A N/A 3,39%
4 Nilai LHE AKIP Disbudparpora Skor N/A N/A N/A N/A 82,00
5 \I;’/?Sras;ntase kenaikan kunjungan o N/A N/A /A N/A 5.06%
6 rF]’((;:treslentase pertumbuhan tamu % N/A N/A N/A N/A 457%
Persentase cagar budaya dan
7 warisan budaya tak benda yang % N/A N/A N/A N/A 73%
didaftarkan
8 rpnir:;:‘rfse kenaikan kunjungan % N/A N/A N/A N/A 37%
Persentase PeningkatanKegiatan o o
9 Olah raga yang diselenggarakan K pV/A N/A N/A N/A 50%
10 ig;?r;‘f;zeaiemb'”aa” % N/A N/A N/A N/A 90%
11 Perse.ntase destinasi vyisata yang % N/A N/A N/A N/A 50%
terpelihara dengan baik
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No Indikator Kinerja Renstra Satuan Kondisi Keteranaan
2025-2029 2020 2021 2022 2023 2024 9
Persentase peningkatan event
12 Se€ pening % N/A N/A N/A N/A 2,70%
pariwisata, budaya dan olah raga
Persentase jumlah pelaku ekonomi
13 kreatif yang ditingkatkan % N/A N/A N/A N/A 50%
kapasitasnya
Persentase Pemenuhan Kriteria
14 . . % N/A N/A N/A N/A 100%
Renja Berkualitas
Tabel 2.5
Realisasi Pendanaan
Anggaran Realisasi Realisasi
Jenis Belanja 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % % % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
E/EI\LI/EZJSNQDAK 5.268.184.011,83 | 13.661.024.612,00 | 22.208.134.023,00 | 29.716:180.840,00 | 23.113.030.882,00 4.295.399.455,00 | 13.025.695.394,00 | 20.247.020.879,00 | 27.768.693.576,00 | 21.668.162.896,00 | 81,53 | 95,35(91,17| 93,45| 93,75
E/E::lg';tANG 6.908.831.913,00 | 11.770.161.541,00 7.380.139.266,00 6.653.017.300,00 6.865.518.109,00 6.228.984.326,00 8.052.310.393,00 6.192.077.209,00 5.905.790.012,00 5.757.400.789,00 | 90,16 |68,41|83,90| 88,77| 83,86
JUMLAH 12.177.015.924,83 | 25.431.186.153,00 | 29.588.273.289,00 | 36.369.198.140,00,| 29.978.548.991,00.| 10.524.383.781,00 | 21.078.005.787,00 | 26.439.098.088,00 | 33.674.483.588,00 | 27.425.563.685,00 | 86,43 | 82,9 | 89,4 | 92,6 | 91,5

Tabel 2.5 diatas menunjukkan bahwa'kinerja yang maksimal dan perencanaan yang sesuai. Pencapaian tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi

dari seluruh pegawai Disbudparpora Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran

yang memadai.
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2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis
layanan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target
pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga (Disbudparpora) antara lain :

Tabel 2.6
Kelompok Sasaran Layanan
No Program Kelompok Sasaran
1 Program Pengembangan Kapasitas Atlet dan Masyarakat Keta Kediri

Daya Saing Keolahragaan

2 | Program Pengembangan Kapasitas Pemudad&ota Kediri

Daya Saing Kepemudaan

3 | Program Pengembangan Kebudayaan | Wisatawan dan Masyarakat Kota

Kediri

4 | Program Pengelolaan Permuseuman Wisatawan' dan Masyarakat Kota
Kediri

5 Program Peningkatan Daya Tarik Wisatawan. dan Masyarakat Kota
Destinasi Pariwisata Kediri

6 Program Pemasaran Pariwisata Wisatawan dan Masyarakat Kota
Kediri

7 | Program Pengembangan Sumber Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi

Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |, Kreatif

8 | Program Penunjang Urusan Disbudparpora Kota Kediri
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas
Kebudayaan, Pariwisata,/Kepemudaan dan Olahraga dapat diperoleh dengan memperhatikan
capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap
aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan
Walikota Nomor 107 tahun 2021 bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang
pemuda dan bidang olahraga. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menghadapi beberapa permasalahan yang
diidentifikasi sebagai berikut :

1. Wisata sejarah, budaya dan kesenian yang belum dikelola secara optimal
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Sejarah, budaya dan kesenian yang ada di Kota Kediri perlu dikelola secara optimal untuk

meningkatkan kunjungan wisata di Kota Kediri

. Event wisata khas Kota Kediri belum banyak digelar

Meskipun telah banyak event wisata yang digelar oleh Pemerintah Kota Kediri, namun perlu
adanya event wisata yang melekat sebagai identitas wisata Kota Kediri agar menjadi

agenda yang ditunggu-tunggu para wisatawan untuk berkunjung

. Sarana prasarana Kota Kediri yang belum mendukung adanya event besar

Masih terbatasnya sarana prasarana yang ada khususnya untuk event yang bertaraf

nasional maupun internasional

. Tata ruang kota dan transportasi umum yang belum saling terintegrasi

Perlu adanya penataan ruang kota dan transportasidumum “yang terintegrasi untuk
memudahkan transportasi wisatawan

Adapun isu-isu strategis yang ada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan

Olahraga dapat dilihat di bawah ini :

1.

Meningkatkan pengelolaan wisata sejarah, budaya, dan kesenian
Mengadakan koordinasi secara berkala dengan para sgjarawan, budayawan dan seniman
serta menyelenggarakan event wisata yang berkaitan® dengan sejarah, budaya dan

kesenian Kota Kediri

. Penyelenggaraan event wisata khas Kota Kediri

Membuat event wisata_yang menjadi identitas dan hanya ada di Kota Kediri, serta
mendorong pihak.masyarakat,pelaku usaha event untuk menyelenggarakan event wisata
khas Kota Kediri

. Optimalisasi sarana prasarana wisata Kota Kediri

Melaksanakany,koordinasi dengan instansi terkait agar sarana prasarana wisata Kota Kediri

dalam kondisi baik dan menunjang pelaksanaan event besar

#Meningkatkan perbaikan tata ruangkota dan integrasi transportasi umum

Mendorong penataan' ruang kota yang nyaman dan aman untuk berwisata serta

mengintegrasikan transportasi umum ke berbagai lokasi wisata Kota Kediri
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Tabel 2.7

Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri

Potensi Daerah
yang menjadi

Permasalahan

Isu KLHS yang

Isu Lingkungan Dinamis yang,Relevan

Isu Strategis Disbudparpora

: relevan dengan dengan PD
kewenangan Disbudparpora .
. Disbudparpora
Disbudparpora - -
Global Nasional Regional
Potensi wisata Wisata sejarah, budaya | Transformasi Tren wisata Penguatan Persaingan | Meningkatkan pengelolaan
berbasis sejarah dan | dan kesenian yang Ekonomi berbasis destinasi wisata wisata sejarah, budaya, dan
budaya belum dikelola secara budaya dan wisata regional, kesenian
optimal sejarah, berbasis minimnya
Event wisata khas Kota pariwisata heritage, diferensiasi | Penyelenggaraan event wisata
Kediri belum banyak berkelanjutan | branding keta | pariwisata khas Kota Kediri dengan
digelar wisata melibatkan masyarakat pelaku

Sarana prasarana Kota
Kediri yang belum
mendukung adanya
event besar

Tata ruang kota«dan
transportasigmum yang
belum saling terintegrasi

usaha event untuk
menyelenggarakan event wisata
khas Kota Kediri

Optimalisasi sarana prasarana
wisata Kota Kediri

Meningkatkan perbaikan tata
ruang kota dan integrasi
transportasi umum
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kota Kediri Tahun 2025- 2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima
tahun. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang
diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil
yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah
dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sesuai dengan Visi Kota Kediri “Membangun Kota Kediri yang MAPAN - Kota yang
Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni”, Renstra Disbudparpora Kota Kediri tahun 2025-
2029 mendukung Misi 3 “Mewujudkan produktivitas sumber daya manusia’’dan Misi 5
“Mewujudkan kota yang rapi, indah, bersih, bertumpu pada pembangunan pariwisata
dan lingkungan hidup yang berkelanjutan” sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota
Kediri Tahun 2025-2029.

Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran danjindikatorsasaran serta target kinerja

sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah/sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:
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Tabel 3.1

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 2025 — 2029

'éi%'f\.?ﬁ,ﬂ' TARGET TAHUN
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Meningkatnya taraf | Meningkatnya Indeks Pembangunan 60,7 62 63,35 64,7 66,1
pendidikan pembangunan Kebudayaan
masyarakat kebudayaan
Meningkatnya warisan | Persentase jumlah 100% 100% 100% 100% 100%
budaya yang warisan budaya yang
dilestarikan dilestarikan
Meningkatnya prestasi | Persentasekenaikan 4,50% 4.75% 5,50% 6,00% 6,25%
dalam bidang olahraga | atlet dan pemuda
dan kepemudaan berprestasi
Meningkatnya Nilai LHE AKIP 82,15 82,30 82,45 82,60 82,75
akuntabilitas kinerja Disbudparpora
Meningkatnya Meningkatnya daya Persentase kenaikan 7,50% 8,75% | 10,00% | 11,25% | 12,50%
daya tarik wisata tarik wisata kota kunjungan wisata
kota
Meningkatnya Persentase 5,25% 5,50% 5,75% 6,00% 6,25%
kunjungan tamu hotel pertumbuhan tamu
hotel




Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri adalah

“Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan dan Daya Tarik Wisata” yang diukur dengan

menggunakan indikator tujuan Indeks Pembangunan Kebudayaan dan “Persentase

Kegiatan Seni dan Budaya Daerah yang Diselenggarakan”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran antara lain sebagai

berikut:

a. Meningkatnya prestasi dalam bidang olahraga dan kepemudaan

b. Meningkatnya penyelenggaraan event wisata/ budaya/ olah raga

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi‘ operasional dari indikator

sasaran yang ada:

Tabel 3.2
Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran
SASARAN INDIKATOR DEFINISI
OPERASIONAL FORMULA INDIKATOR
Meningkatnya Persentase Meningkatnya warisan

warisan budaya
yang dilestarikan

warisan budaya
yang dilestarikan

budaya yang dilestarikan
adalah kondisi
bertambahnya Cagar
Budaya dan Obyek
Pemajuan Kebudayaan
yang telah ditetapkan,dan
mendapatkan
perlindungan,
pengembangan serta
pemanfaatan.

Jumlah Cagar Budaya dan Obyek
Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi,
dikembangkan dan dimanfaatkan
Jumlah Cagar Budaya dan Obyek
Pemajuan Kebudayaan yang telah
ditetapkan

x100%

Meningkatnya
prestasi dalam
bidang olahraga dan
kepemudaan

Persentase
kenaikanatlet dan
pemuda
berprestasi

Meningkatnya‘prestasi
dalam bidang olahraga
dan kepemudaan adalah
kondisi dimana jumlah
pemuda dan atlet yang
meraih prestasi di berbagai
ajang kompetisi olahraga
dan kompetisi.pemuda
bertambah.

Realisasi Tahun n - Realisasi Tahun n-1
Realisasi Tahun n-1

x100%

Meningkatnya
akuntabilitas kinerja

Nilai LHE AKIP
Disbudparpora

Meningkatnya akuntabilitas
kinerja adalah kondisi
dimana pelaksanaan tugas
dan fungsi pemerintahan
daerah dilakukan secara
transparan, terukur, dan
bertanggung jawab sesuai
dengan prinsip good
governance, serta mampu
menunjukkan pencapaian
kinerja yang selaras
dengan perencanaan dan
target pembangunan yang
telah ditetapkan.

Penilaian oleh Inspektorat Kota Kediri

Meningkatnya
kunjungan tamu
hotel

Persentase
pertumbuhan
tamu hotel

Meningkatnya kunjungan
tamu hotel adalah kondisi
dimana peningkatan
jumlah tamu yang
menginap di hotel se-Kota
Kediri dalam periode satu
tahun.

Realisasi Tahun n - Realisasi Tahun n-1
Realisasi Tahun n-1

x100%

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, 2025
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3.2 Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kota Kediri

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan

kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level

unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan cascading kinerja Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri tahun 2025 — 2029.

Bagan 3.1

Cascading Kinerja Disbudparpora Kota K

Tujuan 1:
Meningkatnya
pembangunan kebudayaan
Indikator: Indeks
pembangunan kebudayaan

Tujuan 2:
Meningkatnya daya tarik
wisata kota
ndikator: Persentase
ikan kunjungan wisata

Sasaran 1:
Meningkatnya warisan
budaya yang dilestarikan
Indikator: Persentase
warisan budaya yang
dilestarikan

Sasaran 2:
Meningkatnya prestasi dalam
bidang olahraga dan
kepemudaan
Indikator: Persentase kenaikan
atlet dan pemuda berprestasi

pertumbuhan tamu hotel

ogram Pesgembangan Kedudayoan
ik morPersertave cagar trardoya dan Program Pesgelolaan Permuseuman
wirtsan bad Indikator: Parsentase kanakan
opa tak Denda yarg e e
didattarkan njungan museu
1 [
Rengriolyan Kebudaysan yarg " Pengelolsan Myseumn
Masyarakat Pelaburrga dalam Doeral) Peleytarian Keseniah Tradhiocel ying Kakupaten/Sota
N Manyr st Palakurrps dalam Dasrah Q3
sbupatentiots pocikator: lemlah kegiatan pelestarion Indikator: Jermish sarsna dom
indicaton; lumish kegatan 9 ' kesenls: BrINrang MUYEUIT yang teredis dan
pergeloloan hebudayasn o 7t 2erpabhara dengan bak

Pelndurgsn, Pargembananr,
Pemanfaatan Objek Pomajess
Setudayaan

Felirdungan, Pengembengan,
Pemanfaatan Objok Pemajuan Tradsl
Bodays

Pelndungan, Pergembargaen, dan
Pemanfataan Kolehsi Secara Terpadu
Indiater: lumiah Sclebsl Moseum

d Asmish Jormlsh obpric £
bezudayain yarg diskukan troisi badapa yang diakukan DgOlthakp St
prindungan, pergembangse, pelirdungan, pengembangan, “. o v
permarfuatan porardastan SAchen Ta
Penirgtatan Pefayanan dan Akses
Mavyparaba! Terdadap Museum

Indixator: humish Pelsyanan dan
Akses Mavyarakat Terhadsp Muses

Perrpedisse das Pwmeiharasn Satara
dan Prasarana Nseom
Indikator: bumlsh Sarwea dan
12y ahacania Mamane vang Tersedie dar

Terpefihara
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Sasaran 2:

ya Prestasi Dalam Bidang Olshraga
Dan Kepemudsan
Indlkator: Persentase kenalkan atlet dan
pemuda berprestasi

Pragram vannn Kapasitas Daya Saing
Indlkatar: Penem.n: Penl#ahn Keglatan

Olah raga yang diselerggarakan
| | D | — 21 |
Pembinaan dan Pengembangsn Olshraga Penyelenggaraan Kejuarsan Olshrags Tingkat Pemt dan Py b Olahrags Pemb dan Pengembangsn Organi Pesnby dan Pengembangan Olabrags
Pendidikan Pada Jenjong Pendidikan Yang Daerah Kabupaten/Kota Prestasi Tinghat Doerah Provisi Olahraga Rekreast
Meonjadi Kewenangan Daerah Laby/Kota Indikator: Jumlah kejuaraan olaheaga tinghst Indikator: humish kegiatan pambinase dan Indikator: Jumlah kegistan pembinaan dan Indikator: hmiah kegiatan olahraga rekneas|
Indikator: Jumlah atiet yang dibing doersh kabupaten/kots yang disslenggarakan peagembangan olshrags | gembangan organisasl olah masyarakst yang disslenggarakan
Kooedinas: dan snkroeisasi peryedi
or olahraga melatul Olahraga Multi Baimb dan B atlet & O x b
fleogudam, peminiastac, den Event dan Single Event Tingkat " Berprestasi x-mervnm Pergermbangan Organiss Kesiahvsgaan Pariasaian festivel den Clahirags Rebieasl
PSS Prasirarie OSohEags <l Pt Kabupaten/Kots irdlkator- Jumlsh Olah ind&ator: lumiah aganr Indikator: umish dokumen hasi
indikator: juenlah sarana dsn prasarana Ingiator; Jumiah olahraga multl event dan mmmmnwmwﬂhmhnﬁm vnmdltambm ! aan, p o
olahraga di Tingkat kabiupaten/kota yang single event yang diselenggarakan Pengembangan pemasalan festival dan olahraga rekreasi
torsedia
Pemberian Perghargaan Olalwaga bagl Yarg Pemberdaysan Perkumputan Olahvaga
berprestasi atau dan barasa dalam Rekreasi
memajukan olah raga Indikatoe: Jumiah lapocan Mllpcmblmul
Indikator: Jumlsh penerima Penghargaan dalam rangke pemberd.
olaheaga olahraga rekreass
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Sasaran 2:
Meningkatnya Prestasi Dalam Bidang
Olahraga Dan Kepemudaan
Indikator: Persentasekenaikan atletdan
pemuda berprestasi

Program Pengembangan Kapasitas Daya
Saing Kepemudaan
Indikator: Persentase Pembinaan
Kepemudaan

P

Pemberdayaan dan Pengembangan
Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah
4 Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah kegiatan peningkatan

kapasitas daya saing organisasi
kepemudaan

Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
Terhadap Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula,
dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Indikator: Jumlah kegiatan peningkatan

kapasitas daya saing pemuda

Koordinasi, Sinkronisasidan
Penyelenggaraan Pengembangan
kepemimpinan pemuda tingkat
kabupaten/kota
Indikator: Jumlah Kab/Kot dengan
Kepemimpinan dan Kepeloporan dan
Kesukarelawanan Pemuda

Koordinasi, sinkronisasi, dan
penyelenggaran pengembangan organisasi
kepemudaan tingkat kabupaten/kota
Indikator: Jumlah Organisasi Kepramukaan
Tingkat Daerah yang Meningkat
Kapasitasnya

Pemberian Penghargaan Pemuda dan
Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau
Berprestasi
Indikator: Jumlah pemudayang berjasa
dan/atau berprestasi penerima
penghargaan

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Pengembangan
Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor
Tingkat Kabupaten/kota
Indikator: Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat
kabupaten/kota dari Seluruh
Kabupaten/Kota yang difasilitasidalam
Pengembangan Kepeloporan Pemuda
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3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah
kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan
menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan
Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota
Kediri Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
(Disbudparpora), yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian
tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, " Kepemudaan dan Olahraga
(Disbudparpora) serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada
koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan befdasarkan hasil analisis terhadap,gambaran
pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan/sasaran Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpera)i Dengan mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan ‘dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi
yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil
rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk
memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/konkrit dangoperasional. Secara lengkap
keterkaitan tujuan,sasaran, strategi dan kebijakan /Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga‘ (Disbudparpora) Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029
TUJUAN SASARAN STRATEGI
Meningkatnya Mer_lingkatnya Melakukan kampanye pendidikan, seminar, dan lokakarya
pembangunan warisan budaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
kebudayaan yang dilestarikan

pentingnya warisan budaya dan cara melestarikannya

Melakukan konservasi fisik

Mendokumentasikan dan melaksanakan penelitian tentang
warisan budaya untuk memahami nilai, sejarah, dan makna
budaya terkait

Mendorong partisipasi komunitas

Memanfaatkan teknologi digital

Meningkatnya Meningkatkan pembinaan pemuda dan atlet Kota Kediri
prestasi dalam
bidang olahraga dan
kepemudaan

Mendorong keikutsertaan atlet dan pemuda dalam berbagai
kompetisi/kejuaraan/lomba

Penguatan kolaborasi dengan komunitas olahraga dan
pendidikan
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TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Peningkatan kapasitas pelatih dan mentor

Melakukan inovasi program kepemudaan yang terintegrasi
dengan kurikulum pendidikan dan ekonomi kreatif

Peningkatan promosi prestasi kepemudaan melalui media
digital untuk memotivasi lebih banyak generasi muda dalam
meraih prestasi di berbagai bidang kompetisi

Meningkatnya
akuntabilitas kinerja

Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
yang Berbasis Hasil

Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah

Penguatan Budaya Kinerja Berbasis Reward and Punishment

Meningkatnya
daya tarik wisata
kota

Meningkatnya daya
tarik wisata kota

Penyelenggaraan event berkelas nasional yang mengangkat
tema-tema budaya khas/ota Kediri

Pemberdayaan komunitas,lokal dalam pengelolaan atraksi
wisata

Mendorong kolaborasi dengan komunitas budaya lokal,
lembaga pendidikan, dan seniman lokal dalam
mengembangkan programkebudayaan

Peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha wisata dan
ekonomi kreatif

Promosi kebudayaan digital

3.4 Penahapan Renstra Disbudparpora
Penahapan Rencana Strategis (Renstra) Disbudparpora Kota Kediri merupakan

upaya sistematis untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi dan sasaran

strategis yang telah ditetapkan. Penahapan ini disusun‘untuk mengoptimalkan efektivitas

perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan dalam periode lima tahun. Penahapan

dalam Renstra Disbudparpora Kota Kediri mengacu pada:

a. RencanaiPembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) sebagai panduan utama

dalam menetapkan prioritas pembangunan lima tahunan

b. \Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) sebagai arah pembangunan

jangka Panjang

c. Isustrategis dan kebutuhan daerah yang berkembang berdasarkan hasil evaluasi dan

analisis kondisi daerah

d. Sinkronisasidengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Berikut tahapan Renstra Disbudparpora Tahun 2026-2030:

29




Tabel 3.4

Penahapan Renstra Disbudparpora Tahun 2026-2030

TAHAPI | TAHAPI | TAHAPII | TAHAPIV
TAHAP V (2030)
(2026) (2027) (2028) (2029)
1 2 3 4 5

Konsolidasi dan
Penguatan Dasar

Perencanaan, melalui :

Implementasi dan
Optimalisasi Program

Prioritas, melalui :

Evaluasi dan Akselerasi

Pembangunan, melalui:

1. Penyempurnaan
perencanaan berdasarkan
hasil monitoring, evaluasi
dan rekomendasi sesuai
tugas dan fungsi

Disbudparpora

1. Pelaksanaan program
prioritas sesuai dengan target

yang telah ditetapkan

1. Evaluasi menyeluruh

terhadap pelaksanaan program

dan kebijakan pembangunan

daerah

2. Penguatan koordinasi
lintas sektor dalam

perumusan kebijakan

2. Monitoring dan evaluasi
berkala terhadap capaian
kegiatan untuk perbaikan

kebijakan

2. Penyusunan strategi
akselerasi untuk mengejar

target yang belum tercapai

3. Penyusunan kebijakan
berbasis data dan analisis
kondisi daerah

3. Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dalam
perencanaan di'bidang
kebudayaan, pariwisata,

kepemudaan dan.olahraga

3. Penyempurnaan kebijakan
berdasarkan hasil evaluasi
sebagai rekomendasi untuk
RPJMD periode berikutnya

4. Pemantapan tata kelola
perencanaan dan
sinkrenisasi program

kegiatan

4. Penguatan sinergi dengan
pemangku kepentingan,
sejarawan, seniman,
budayawan, pelaku usaha
wisata dan ekonomi kreatif,

serta masyarakat

4. Mempersiapkan transisi

perencanaan untuk

kesinambungan pembangunan

di periode selanjutnya
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Tabel 3.5

Arah Kebijakan Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029

NO

OPERASIONAL NSPK

ARAH KEBIJAKAN RPJMD

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
DISBUDPARPORA

Pengembangan destinasi wisata terpadu

Melakukan pengembangan destinasi

wisata bersama stakeholder

Penguatan pemasaran dan promosi

pariwisata

Melaksanakan promosi wisata pada
berbagai event yang diselenggarakan
pemerintah maupun swasta serta
melalui berbagai media daring dan

konvensional

Peningkatan kualitas infrastruktur wisata

Melakukan kerjasama dengan OPD
terkait untuk perbaikan infrastruktur
wisata agar menarik, aman dan

nyaman

Pengembangan sektor ekonomidkreatif

Memperkuat koordinasiidengan
pelaku ekonomi kreatif'danpihak
terkait lainnya untuk memunculkan
wisata‘ekonomi kreatif yang

berkelanjutan

Pelestarian seni, budaya dan benda cagar

budaya

Melestarikan kesenian, budaya, dan
benda,cagar budaya dengan
melibatkan komunitas lokal dan

masyarakat

Penguatan riset, inovasi dan kerja sama
untuk pengembangan‘kebudayaan dan

pariwisata kota

Mengadakan kerjasama dengan
perguruan tinggi dalam penyusunan
kajian akademik dan naskah
kebijakan sebagai dasar perencanaan
pengembangan kebudayaan dan
pariwisata, serta meningkatkan kerja
sama dengan lembaga penelitian, dan
dunia usaha dalam pengembangan

riset dan inovasi

Penguatan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan pariwisata, pelestarian

budaya dan ekonomi kreatif

Meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan pariwisata,
pelestarian budaya dan ekonomi
kreatif melalui kemudahan dan
kenyamanan akses museum serta

berbagai event publik
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mencapai Kinerja Disbudparpora

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai
tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam
program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan
fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota
Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuaifdengan ketentuan perundang-
undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah
dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program“*merupakan kumpulan kegiatan
yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh,satu atau
beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka, kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan
suatu program dan kegiatan baik ‘kualitatif maupun kuantitatif ,yang secara khusus
dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapatimenggambarkan skala atau tingkatan
yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaltasi baik kinerja input, output,
outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri Tahun
2025-2030.dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:
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Tabel 4.1

Rencana Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan.dan Pendanaan

BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
URUSAN / INDIKATOR BASELINE DAERAH
PROGRAM/ OUTCOME 2024 e —— iy . s CED PENANGGUNG
e TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU Al
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya Persentase cagar
cagar budaya budaya dan
gig;”:ﬂ;i” warisan budaya 73% 74% 75% 4930525204 | 77% 4930525204 |  78% 4.930.525.204 | 79% 4930525204 |  81% 4.930.525.204
bendg yang tak benda yang
didaftarkan didaftarkan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
Meningkatnya E;:Z?gise
1 o 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
ﬁ;ﬂgiﬂ?ﬂa” kunjungan 37% 40% 42% | 713.786.743 4% | 713786.743 46%n | 713.786.743 48% | 713.786.743 50% | 713.786.743
museum
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Meningkatnya Persentase
kapasitas Pembinaan 90% 93% 95% 96% 97% 98% 99%
kepemudaan Kepemugasn 1.631.990.975 1.631.990.975 1.631.990.975 1.631.990.975 1.631.990.975
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Meningkatnya Persentase 50% 53% 55% 60% 65% 70% 75%
pelaksanaan Peningkatan 14.418.312.509 11.418.312.509 11.418.312.509 11.418.312.509 11.418.312.509
kompetisi Kegiatan Olah
olahraga raga yang
diselenggarakan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
ll\;l;;r;%katnya Persentase
penunjang Eﬁ{gﬁ’a‘“ha” 100% 100% 100% 8.629.825.042 | 100% 8.629.825.042 | 100% 8.629.825.042 | 100% 8.629.825.042 | 100% 8.629.825.042
Perangkat f .
D Renja Berkualitas
aerah
Persentase
Pemenuhan
Kiiteria 8263% | 8278% | 82,93% 83,08% 83,23% 83,38% 83,53%
Pengelolaan ! ’ ! ! ! ! ’
Keuangan
Berkualitas

33




BIDANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
URUSAN / INDIKATOR BASELINE DAERAH
PROGRAM/ OUTCOME 2024 i ZORiE S S 2 ZoEn PENANGGUNG
OUTCOME TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU JAWAB
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Nilai Indeks
Profesionalisme 85,05 85,15 85,2 85,35 85,5 85,65 85,8
Aparatur
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Persentase
Meningkatnya destinasi
kualitas wisata yang 50% 52% 54% 57% 60% 65% 70%
destinasi wisata | terpelihara dengan 310.096.052 310.096.052 310.096.052 310.096.052 310.096.052
baik
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Meningkatnya Persentase
kunjungan peningkatan event
dalam event pariwisata, budaya | 270% | 275% | 280% | 490026501 3.00% 1 490.026:501 3.00% | 490.026:501 4.00% | 490.026.501 6.00% | 490.026.501
pariwisata dan olah raga
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Meningkatnya Persentase
kapasitas Jumlah
pelaku ekonomi Pelaku Ekonomi
kreatif dan Kreatif Yang 50% 55% 60% 200.000.000 70% 200:000.000 75% 200.000.000 80% 200.000.000 90% 200.000.000
kelompok Ditingkatkan
budaya Kapasitasnya
Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05)
1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Meningkatnya cagar budaya dan warisan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah

budaya tak benda yang didaftarkan

Kabupaten/Kota

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

2 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Meningkatnya kunjungan museum

Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
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NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN / SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu

(05)

Peningkatan Pelayanan dan‘Akses Masyarakat Terhadap Museum

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana,dan Prasarana Museum

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEPEMUDAAN

Meningkatnya kapasitas kepemudaan

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Koordinasi; Sinkronisasiidan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan
pemuda tingkat kabupaten/kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan
Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota

Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi, sinkronisasigdan penyelenggaran pengembangan organisasi
kepemudaan tingkat-kabupaten/kota

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Meningkatnya pelaksanaan kompetisi
olahraga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan
yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui
perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan
Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat
Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa
dalam memajukan Olahraga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
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PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

kreatif dan kelompok'budaya

Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05)
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di
kabupaten/kota
Pembinaan danPengembangan Olahraga Rekreasi
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang
berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
5 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK Meningkatnya kualitas destinasi wisata Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
DESTINASI PARIWISATA —————
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Pengadaan/Pemeéliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
6 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Meningkatnya kunjungan dalam event Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
pariwisata Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Pariwisata,Kabupaten/Kota
7 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
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4.2 Indikator Kinerja Disbudparpora

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029
merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan dengan
melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsiPerangkat Daerah yang
berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan Sasaran dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah terakhir adalah identifikasi
indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang' berkontribusi langsung pada
pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).

Di dalam sub bab ini, akan dibahas" mengenai indikator kinerja jdari Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri yang
mengacu pada tujuan dan sasaran,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-2029:, Indikator kinerja tersebut secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung \ pencapaian tujuan dan sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota/Kediri. Dengan demikian indikator
kinerja berfungsi‘'sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan
yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, KepemudaanadansOlahraga (Disbudparpora) Kota Kediri tahun
2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:
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Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Disbudparpora Tahun 2025-2029

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN TAHUN KETERANGAN
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

Indeks Pembangunan

1 Skor 58,15 59,4 60,7 62 63,35 64,7 66,1
Kebudayaan
Persentase jumlah

2 | warisan budaya yang % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dilestarikan
Persentase kenaikan

3 | atlet dan pemuda % 3,39% 4,00% 4,50% 4,75% 5,50% 6,00% 6,25%
berprestasi
Nilai LHE AKIP

4 . Skor 82,00 82,05 82,15 82,3 82,45 82,6 82,75
Disbudparpora

5 | Persentase kenaikan % 5,06% 6,25% 7150% 8,75% 1000% | 1125% | 1250%
kunjungan wisata ° s L9 70 20U 70 1970 ,00% 25% ,50%
Persentase pertumbuhan

6 P % 4.57% 5,00% 5,25% 5,50% 5,75% 6,00% 6,25%
tamu hotel

Setelah membahas mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU);penting untuk memahami konsep Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bagian dari
sistem pengukuran kinerja yang lebih luas. IKK merupakaniindikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan organisasi pada tingkat yang lebih
spesifik dibandingkan dengan IKU.Berikut Indikator Kinerja Kunci:Bappeda Tahun 2025 - 2029:
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Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disbudparpora Tahun,2025-2029

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR STATUS | SATUAN TAHUN KETERANGAN
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1 Persentase cagar budaya dan warisan % 73% 74% 75% 77% 78% 799% 81%
budaya tak benda yang didaftarkan

2 | Persentase kenaikan kunjungan museum % -37% 40% 42% 44% 46% 48% 50%

3 | Persentase Pembinaan Kepemudaan % 90% 93% 95% 96% 97% 98% 99%
Persentase Peningkatan Kegiatan Olah o o o o " o o o

4 raga yang diselenggarakan %o 50% 53% 55% 60% 65% 70% 75%

5 | Persentase Pemenuhan Kriteria Renja % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Berkualitas

6 Persentase Pemenuhan Krlterlg % 83% 83% 83% 83% 83% 83% 84%
Pengelolaan Keuangan Berkualitas

7 Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur Skor 85,05 85,15 85,20 85,35 85,50 85,65 85,80
Persentase destinasi wisata yang o o o o o o o o

8 terpelihara dengan baik % 50% 52% 54% 57% 60% 65% 70%

9 Persentase peningkatan event pariwisata, o 2.70% 2.75% 2.80% 3.00% 3.00% 4.00% 6,00%
budaya dan olah raga
Persentase Jumlah Pelaku Ekonomi 9 o o o o o o o

10 Kreatif Yang Ditingkatkan Kapasitasnya - 50% 55% 60% 70% 5% 80% 90%
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
(Disbudparpora) Kota Kediri Tahun 2025-2029 telah disusun sebagai dokumen perencanaan jangka
menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disbudparpora selama lima
tahun ke depan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan
indikator kinerja utama yang akan menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan daerah yang
efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dalam penyusunannya, Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029telah mempertimbangkan
berbagai aspek, termasuk kebijakan nasional, kebijakan pembangunan daerah, serta aspirasi
masyarakat yang terangkum dalam dokumen perencanaan yangdebih tinggi. Selain itu, Renstra ini
juga telah melalui proses koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat.daerah lainnya guna
memastikan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaanfpembangunan.

Dengan disusunnya Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran
Disbudparpora dapat menjalankan tugas dan‘fungsinya dengan lebih terarah| dan terukur.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029 ini sangat bergantung pada
komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah,
masyarakat, maupun sektor swasta. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Disbudparpora Tahun
2025-2029 adalah:

1. Dokumen Renstra ini menjadi panduan, dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi
Disbudparpora untukémewujudkan tujuan ‘Pembangunan melalui dokumen Rencana Kerja
(Renja) Disbudparpora mulai‘tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

2. Perubahan Renja Disbudparpora Tahun 2025 disustun dengan mengacu pada Rancangan Akhir
Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029.

3. Setelah berakhirnya Renstra) Disbudparpora Tahun 2025-2029, perlu disusun Renstra
Disbudparpora Tahun 2030-2034\sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan
Pembangunan tahunan berikutnya.

Demikian, Renstra Disbudparpora Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman bagi
seluruh jajaran'dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah secara efektif dan
efisien. Semoga dokumen.ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mencapai tujuan
pembangunan yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan
Dan Olahraga Kota Kediri

Zachrie Ahmad,S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720105 199101 1 002
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah
/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian
dituangkan dalam dokumen - dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang
(dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun)f maupun jangka pendek
(tahunan). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan. utama dan pegangan bagi
pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang
lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar
waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang=Undang tersebut adalah
diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerahpuntuk menyusunirencana kerja sebagai
acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima
tahunan) maupun jangka pendek ' (tahtinan)." Untuk perencanaan jangka
menengah disusunf dalam \bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana
disebutkan dalam) Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Satuan Kerja Perangkat Daeral), yang selanjutnya disebut Renstra-
SKPD, adalah, dokumen perencanaan "Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima)tahun.”

Hal ini kembali ditegaskanrdalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah/Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa
“Perangkat) Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada
RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal (2) yaitu “Rencana Strategis
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran,
program, dan /Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran
strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah guna mewujudkan
visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2025-2029 merupakan dokumen



perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dalam perencanaan,
pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Penyusunan Renstra
Bappeda Tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah,
seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan
disusun oleh Pemerintah Daerah. Renstra ini menjadi acuan dalam penjabaran
program dan Kkegiatan strategis yang selaras dengan prioritas pembangunan
daerah, sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Kediri juga perlu
memperhatikan Renstra Kementerian / Badan ®Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), serta Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Timur (Bappeda Prov). Selanjutnya Renstra Bappeda Keta Kediri
Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar‘dalam perencanaan tahunan Bappeda,

yaitu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Kediri.
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Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

1.2. DASARHUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai
berikut :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan -2- Undang-



10.

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16
dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6)Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang=Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor' 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia “Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang ‘Harmonisasi Kebijakan
Fiskal Nasional (llémbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor, 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Raneangan' Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang ‘Daerah dan ,Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta "Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah, Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor .. Tahun ... tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Walikota Kediri Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri;



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun 2025-2029
adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda
beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama
guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang
selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah
yang berkualitas guna mendukung sasaran dan tujuan Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda Kota Kediri Tahun

2025 - 2029 adalah:

a. Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Kota Kediri .dalam“melaksanakan
pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025 - 2029, dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri
Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Bappeda;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian{tujuan dan sasaran Bappeda Kota
Kediri secara sistematis dan terorganisir,, diantaranya melalui penetapan
target-target kinerja sebagai alat ukur kinerjaj;

c. Menyediakan pedoman dalam_ penyusunan Renja Bappeda Kota Kediri yang
merupakan dokumen perencanaanytahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar
untuk penyusunan Rencana Kerja ‘danyAnggaran (RKA) serta Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis (Renstra) BappedasKota Kediri Tahun 2025-2029
disusun dengan sistematika, sebagai berikut :
BAB I' PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat
Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat
Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan
Renja Perangkat Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, kewenangan
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.



1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB I GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Kediri
Memuat informasi tentang peran (tugas.dan fungsi) Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Bappeda Kota Kediri
Mengulas secara ringkas apa $aja sumber daya yang dimiliki
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Kediri
Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD, periode sebelumnya,

2.4 Kelompok Sasaran Layanan
BeriSi tentang penerima manfaat layanan yang diberikan oleh
Perangkat Daerah sebagai bentitk perencanaan dan pengukuran
kinerja Perangkat Daerah terarah, terukur dan berdampak langsung

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda

Berisi permasalahan dan isu - isu startegis layanan Bappeda

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada, bab ini/ mengemukakan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda,
kemudian _dilengkapi dengan Cascading Kinerja Bappeda serta
Penahapan Pembangunan upaya sistematis untuk memastikan
pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi, misi dan

sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGA
RAAN URUSAN
Pada bab ini memuat tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan

serta target Kinerja, baik dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra



PD maupun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

BAB V PENUTUP
Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah

pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian terhadap perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.




BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAAN
DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Bappeda mempunyai kedudukan
sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan, urusan penunjang
urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian serta di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 4Daerah. Dengan
Kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi J/kewenangan daerah di

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA

Bappeda melaksanakan fungsi¢® penunjang » urusan administrasi
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang'perencanaan. Secara
rinci Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan Kkebijakan teknis di, bidang Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis 4di Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan InovasiTeknologi (INOTEK);

c. Pemantauan,fevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);

d. Pembinaan teknis' penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
daérah di Perencanaan,, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi
(INOTEK); dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur
organisasi Bappeda Kota Kediri adalah sebagai berikut :
a. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan. Adapun

fungsi Kepala Badan adalah sebagai berikut :

¢/ Penyusunan Kkebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);

v/ Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);



v/ Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi
(INOTEK);

¢/ Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Inovasi
Teknologi (INOTEK);

v’ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugasnya.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi
meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan
administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan,
administrasi keuangan dan penyusunan programd&kegiatan di lingkungan Badan.

Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut :
v/ Merumuskan dan mengkoordinasikangpelaksanaanypenyusunan program,
kegiatan dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

v’ Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJRD, RPJMD dan RKPD) di

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
v’ Merumuskan kerangka regulasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;

¢/ Melaksanakan pembinaan dan pembérian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan; kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,
kerjasama, hibbungan masyarakat, arsip, dan dokumen Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

v/ Merumuskan pelaksanakan dan pembinaan, penataan dan tata laksana
Organisasi;

¢/ Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan
pengadaan barang jasa di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

v/ Melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian
atas capaian ‘pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta Kkinerja
pengadaan barang/jasa milik negara di Lingkup Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan;

¢/ Merumuskan laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
v/ Merancang pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;

v/ Merancang penyusunan kerangka regulasi perencanaan strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

v/ Menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan
perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

v Merancang kebijakan teknis pengelolaan keuangan' sesuai kebutuhan
sebagai dasar pelaksanaan tugas;

¢/ Menyusun rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk
menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;

v’ Menyusun pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan berdasarkan
Juklak/Juknis untuk tertibnya Administrasi Keuangan;

v/ Menyusun dan menganalisis data informasi/Sebagai bahan pehyusunan
Laporan kinerja program_dan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi;

v’ Melakukan konsultasi dengan Atasan dan Koordinasi dengan para kepala
Sub Bagian untuk menyatukan pendapat;

v/ Melakukandpelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program;

v/ Menyusun'_ laporanm.tugas kepada Atasan secara berkala dan

melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

tugas dan fungsinya:

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

v/ Merancang kebijakan teknis Administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan
sebagai dasar pelaksanaan tugas;

¢/ Menyusun rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan
pedoman untuk kelancaran tugas;

v/ Menyusun rencana kebutuhan dan permintaan pegawai sesuai formasi
dan daftar urut kepangkatan (DUK) untuk optimalisasi pelaksanaan
tugas;

v/ Memproses dan mengerjakan tata usaha surat menyurat, urusan rumah

tangga dan manajemen asset;

v’ Melakukan kegiatan kehumasan dan protokol;



v/ Melakukan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi;

v/ Melakukan dan menyusun analisis kebutuhan barang-barang keperluan

kantor serta perbekalan lain;

v/ Melakukan konsultasi dengan Atasan dan Koordinasi dengan para kepala

Sub Bagian untuk menyatukan pendapat;

v’ Melakukan pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

dalam pelaksanaan tugas; dan

v/Menyusun laporan tugas kepada Atasan secara berkala dan
melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh’ Sekretaris sesuai

tugas dan fungsinya.

c. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Bidang Perencanaan, Pengendalian .dan Evaluasi Pembangunan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi' perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan, untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan'Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai
fungsi :
¢ Merumuskan rencana kegiatan ' Bidang Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah;

¢ Merumuskan; menganalisa dan mengkaji Program perencanaan dan

pendanaan<‘Pembangunan Daerah dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD;

¢ Merumuskan dan ‘mengidentifikasi_permasalahan pembangunan, analisasi

data dan informasi pembangunan untuk perencanaan Pembangunan Daerah;

¢ Merumuskan dan ) mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis

Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
v’ Melakukan koordinasi pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;

v/ Merumuskan) Kebijakan penyusunan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi

dan Informasi Pembangunan Daerah;

v’ Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan Kebijakan perencanaan dan

penganggaran di Daerah;

¢/ Melakukan integrasikan dan mengharmonisasikan  program-program

Pembangunan di Daerah;

¢’ Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut

penyimpangan terhadap pencapaian tujuan Pembangunan;

¢/ Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah melalui



bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

v’ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan
pelaksanaan perencanaan dan hasil Pembangunan Daerah;

¢/ Merumuskan, menganalisis dan menyusun laporan pelaksanaan Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, untuk penyiapan
perencanaan pembangunan daerah selanjutnya;

v Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbid di Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

¢/ Merumuskan laporan tugas kepada atasan secara berkaladan melaksanakan
tugas tugas yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
membawahi 3 (tiga) sub Bidang, yaitu:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan'mempunyai tugas :
v/ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan dan pendanaan;
¢/ Merancang bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan;

v/ Melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro
daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan
holistik integratif;

¢/ Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model
ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan
ekonomi makro Daerah;

v/  Melakukan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan
pengembangan pendanaan, pembangunan daerah serta kebijakan keuangan
daerah;

¢/ Melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, jangka
menengah dan jangka panjang, serta pagu indikatif Pembangunan Daerah;

¢/ Menyusun, 'memproses dan mengelola sistem informasi perencanaan
pembangunan'daerah;

v Melakukan kajian dan analisis perumusan Kebijakan Kewilayahan,

konektivitas Daerah dan RTRW daerah;
v/ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
¢/ Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

¢/ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan;

¢ Menyusun dan menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi
pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

¢ Memproses bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian

kegiatan terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;

v’ Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pembangunan
secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan
penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;

v/ Memproses, menghimpun, menyajikan dan mengamankan data hasil evaluasi
pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai informasi untuk pelaporan;

¢/ Menyusun hasil pengendalian dan evaluasi secara berjenjang sebagai bahan
penyusunan program lanjutan tingkat Daerah;

v/ Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan dan melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala ) Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai.dengan tugas dan
fungsinya.

3. Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas:

v’ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Data dan Informasi ;

¢ Merancang bahan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah

sebagai Pedoman pelaksanaan tugas;

v/ Menyusun bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian
dan pelaporan Kegiatan terhadaps/hasil rencana pembangunan Daerah;

v/ Melakukan koordinasi, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan atas capaian
pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;

v/ Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut
penyimpangan terhadap pencapaian tujuan, agar program dan kegiatan
sesuai denganfkebijakan Pembangunan Daerah;

¢/ Melakukan analisis dan pengelolaan data pembangunan daerah sesuai
jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

v Memproses dan mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan

pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

v’ Melakukan pengelolaan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak

dan elektronik untuk dokumentasi dan informasi;



¢ Menghimpun, menyusun dan menyajikan data sebagai bahan informasi
pembangunan daerah secara bulanan, triwulanan, semester dan tahunan
untuk penyusunan program pembangunan berikutnya;

v/ Melakukan pengelolaan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak

dan elektronik untuk dokumentasi dan informasi;
¢ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan

¢/ Menyusun Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunafi) Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

d. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan daefah di bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, | Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
¢ Merumuskan rencana kegiatan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia;

¢/ Merumuskan dan menghimpun data sebagai,bahan/penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah dan Rencana‘Kerja Perangkat Daerah;

¢/ Melakukan koordinasi. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah di Bidang, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam RPJPD,
RPJMD dan RKPD;

v/ Melakukan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

¢/ Melaksanakan Koordinasi, Sin€rgitas dan Harmonisasi Program kegiatan

dengan Perangkat Daerah, Kementrian, Lembaga dan provinsi;

v/ Melakukan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan tahunan,
jangka menengah /dan panjang bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia;

¢/ Melaksanakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk
Prioritas Nasional;

¢/ Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama dan Kerjasama
antar Daerah;

v/ Melaksanakan inventarisasi, koordinasi dan Pembinaan teknis dengan

Perangkat Daerah untuk merumusan kebijakan teknis di Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



¢/ Merumuskan dan menetapkan pedoman standar perencanaan pembangunan
di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

v/ Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbid di Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan Manusia dan
Penelitian Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);

¢ Merumuskan Laporan hasil Pelaksanaan tugas, monitoring, Evaluasi dalam
pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi, dan;

¢/ Merumuskan Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala
danmelaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi 3 (tiga) sub

Bidang, yaitu:

1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan®Rakyat mempunyai tugas :

¢/ Menyusun rencana kegiatan padad Sub Bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat;

¢/ Menyusun, menghimpun, menginventarisasi, ., menganalisis data dan
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen
perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pemerintahansdan Kesejahteraan
Rakyat;

v/ Melakukan koordinasindan integrasi pérencanaan pembangunan Sub Bidang

Pemerintahan.dan Kesejahteraan Rakyat;

v/ Melakukan inventarisasi permasalahan idi’ Sub Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat;

v Ményusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan di Sub Bidang

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
v/ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan;

¢/ Menyusun Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan
melaksanakan, tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemerintahan'dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bidang Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas :

¢/ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Pembangunan Manusia;

¢/ Menyusun, menghimpun, menginventarisasi, menganalisis data dan
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen
perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pembangunan Manusia;

v/ Melakukan inventerisasi, koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan

Sub Bidang Pembangunan Manusia;



v’ Melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan Perangkat Daerah di

Sub Bidang Pembangunan Manusia;

¢/ Menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan di Sub Bidang

Pembangunan Manusia;
¢/ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan;

¢/ Menyusun Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan Manusia, Penelitian dan
Pengembangan Inovasi Teknologi (INOTEK);

3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi «Teknologi (INOTEK),

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas,:

v/ Menyusun rencana kegiatan pada Sub Bidang Penelitian Pengembangan

Inovasi Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

v/ Menyusun, menghimpun, menginventarisasi, ‘menganalisis data,sdan
menyiapkan data sebagai bahan penyusunan kebijakansteknis dan dokumen
perencanaan pembangunan di Sub Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi
Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan Pembangunan:Manusia;

¢/ Melakukan inventarisasi, koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan
Sub Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi _ Teknologi (INOTEK),
Pemerintahan danPeémbangunan Manusia;

v’ Melakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan Perangkat Daerah di
Sub Bidang Penelitian Pengembangany” Inovasi Teknologi (INOTEK),
Pemerintahan dan Pembangunan'Manusia;

v/ Ményusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan di Sub Bidang
Penelitian Pengembangan ‘Inovasi Teknologi (INOTEK), Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;

v’ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan;

v/ Menyusun Laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan secara berkala dan
melaksanakan, tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pemerintahan'dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut disajikan gambar Struktur Organisasi Bappeda sesuai dengan
Peraturan Walikota Kediri Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda
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2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA KOTA KEDIRI
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, maka
perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya.
2.1.1. Sumber'Daya Manusia / Aparatur

Sumber Daya.Manusia/Aparatur yang tersedia di Bappeda Kota Kediri

(per Maret 2025) berjumlah 54 orang adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Bappeda Kota Kediri Berdasarkan
Jabatan Tahun 2025

NO JABATAN JUMLAH (ORANG)

1. ESELON I

2. ESELONIII 4

3. ESELON IV

4. JABATAN FUNGSIOAL TERTENTU (JFT) 15

5. JABATANAFUNGSIONAN UMUM(JFU) 22

6. PPPK

7. TENAGA KONTRAK 8
JUMLAH: 54

Sumber: Bappeda Kota Kediri (per Mei 2025)

2.1.2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasana yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah

berupa aset tetap, sebagai berikut:




Tabel 2.3 Rincian Aset Tetap tahun 2025

No Nama Barang Dibutuhkan Tersedia Kurang
1 Laptop 50 30 0
2 Kursi Kerja 59 59 0
3 Printer 40 40 0
4 TV 8 8 0
5 Meja Kerja 59 59 0
6 Lemari Arsi 4 4 0

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 2025




2.3. KINERJA LAYANAN BAPPEDA KOTA KEDIRI

Bappeda Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan.
Indikator kinerja Bappeda pada periode tahun 2025-2029 merupakan hasil¢evaluasizdari kinerja pada periode tahun 2020-2024.
Indikator mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Renstra Bappeéda Tahun 2020-2024 dan Renstra Bappeda Tahun 2025-
2026. Perubahan indikator dikarenakan adanya pengendalian dan evaluasi dari Kementerian, PAN RB, kondisi dinamika Perangkat
Daerah, ketersediaan data serta untuk meningkatkan kinerja se€ara umum. Adanya perubahan indikator menyebabkan tidak
tersedianya data capaian pada tahun 2020-2023 untuk indikator yang baru.Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini

akan memudahkan bagi Bappeda untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diukur melalui capaian dari indikator kinerja. Pencapaian Kinerja Layanan

dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerjas\Bappeda Kota Kediribisa dilihat dalam tabel 2.4 berikut:
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Tahun 2020+ 2024

NO INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025 - 2029 SATUAN HONDIST KETERANGAN
2020 2021 2022 2023 2024
1 |Indikator Tujuan Bappeda
1.1 |Nilai Sakip Pemerintah Kota Kediri Nilai 71,7 73,12 73,32 71,98 72,49
2 |Indikator Sasaran Bappeda
2.1 |Nilai Sakip komponen perencanaan Nilai 23,52 23,71 23,72 23,07 23,25
2.2 |Nilai Sakip komponen pengukuran Nilai 17,9 18,13 21,79 21,58 21,62
2.3 |Indeks Inovasi Daerah Indeks - - - 54,6 51,52
3 |Indikator Kinerja Kunci
3.1 |Persentase target kinerja RKPD dengan RPJMD Persen (%) - - - - - Indikator baru
3.2 |Persentase capaian target program Persen (%) - - - - - Indikator baru




KONDISI
NO INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025 - 2029 SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024 KETERANGAN
3.3 |Persentase inovasi yang ditetapkan sebagai inovasi daerah |Persen (%) - - - - 65,25
3.4 |Persentase penelitian yang sesuai dengan prioritas daerah |Persen (%) - - - - - Indikator baru

Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda KotafKediri Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

Anggaran Realisasi Realisasi
JENIS 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
BELANJA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % % % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BELANJA 4.343.497.694 5.661.030.000 5.552.502.864 5.661.030.000| 16.750.411.280| \ 3.210.634.259,| 4.956.210.091 4.672.993.482 4.956.210.091| 14.705.660.640| 73,92| 87,55| 84,16| 114,22| 113,90
TIDAK
LANGSUNG
BELANJA 6.578.869.500 5.666.996.539 7.769.074.239| 10.107.098:600 467.701.600| 5.606.904.076 | 4.800.962.568 6.677.569.978 9.518.211.489 411.641.980| 85,23| 84,72| 85,95| 106,19| 113,62
LANGSUNG
JUMLAH 10.922.367.194| 11.328.026.539| 13.321.577.103| 15.768.128.600| 17.218.112.880| 8.817.538.335 | 9.757.172.659| 11.350.563.460| 14.474.421.580| 15.117.302.620|80,73| 86,13|85,20| 108,94| 113,90

Tabel 2.5 diatas menunjukkan bahwa pada tahun< 2020 =»2024 rasio antara realisasi dan anggaran mengalami kenaikan realisasi

mencapai 91,80% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang maksimal dan perencanaan yang sesuai. Pencapaian

tersebut merupakan bukti kemitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Bappeda Kota Kediri untuk mencapai target kinerja yang sudah

disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh anggaran yang memadai.




2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN
Kelompok sasaran layanan Badan Perencanaan Daerah Kota Kediri
dijabarkan sesuai program pada tabel berikut,

Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan

My Program Kedompok Sasnran Layanan

1 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perangkat Dacrah Penserintah Kota Kediri
Perencanaan Pembangunan Dacrah

2 Program perencanaan, pengendalian dan Perangkat Dacrah Pemserintah Kota Kediri
evaluasi pembangunan dacrah

3 Program penelitian dan pengembangan dserah Perangkal Daerah Pemerufiah Faa Kediri, Masyanakatl
Penclin
4. Program penunjang urusan peenerintahan Badan Pepéeansgn Pembangunan Dacrah

dacrah Kabupatenhoma

2.5. MITRA PEMBERIAN PELAYANAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai perencana pembangunan
daerah, Bappeda tidak dapat bekerja secara parsial./Kolaborasi dengan berbagai
mitra strategis sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan berjalan selaras,
efektif, dan akuntabel. Mitra-mitra tersebut berperan "dalam memberikan
kebijakan, asistensi teknis, pendampingan, data, hingga penguatan kapasitas
kelembagaan. Adapun, mitra strategis’ Bappeda dalam pemberian layanan
perencanaan dan evaluasi pembangunanantara lain:
1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Sebagai pembina umum Pemerintahan Daerah, Kemendagri melalui Ditjen
Bina_Pembangunan Daerah dan Bina Keuangan Daerah memberikan pedoman
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan
tahunan (RPJMD “dan RKPD), termasuk asistensi dan fasilitasi terhadap
konsistensi antar dokumen. Kemendagri juga berperan dalam integrasi
perencanaan pusat dan daerah melalui SIPD-RI.

2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Bappeda bermitra dengan Kemenkeu khususnya dalam penguatan sinergi
kebijakan fiskal pusat dan daerah. Melalui DJPK, Kemenkeu menyediakan
pedoman Dana Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta
memberikan asistensi dalam optimalisasi pembiayaan pembangunan melalui
skema pembiayaan alternatif. Kemenkeu juga berperan penting dalam

mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.



3. Kementerian PAN-RB (KemenPAN-RB)

Kementerian ini berperan dalam memastikan integrasi antara perencanaan
pembangunan dan perencanaan Kkinerja. Melalui kebijakan Reformasi Birokrasi
dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KemenPAN-RB
mendorong Bappeda untuk menyusun perencanaan berbasis kinerja yang
berorientasi pada hasil (outcome). KemenPAN-RB juga memberikan
pendampingan dan evaluasi atas kinerja pembangunan daerah.

4. Badan Pusat Statistik (BPS)

BPS merupakan mitra utama dalam penyediaan data statistik sektoral
maupun makro yang dibutuhkan untuk penyusunan dekumen perencanaan,
pengambilan keputusan, dan evaluasi capaian pembangunan. Kerja sama ini
mencakup penyediaan data indikator makro (seperti IPM, PDRB, kemiskinan,
pengangguran), penyusunan data dashboard, “\serta ‘kolaborasi dalam
penyelenggaraan statistik sektoral daerah.

5. Bank Indonesia (BI)

Dalam rangka memperkuat arah kebijakan)pembangunan ekonomi daerah,
Bappeda bermitra dengan Bank Indonesia dalam hal analisis ekonomi makro,
pengendalian inflasi daerah (TPID), dan pengembangan sektor-sektor potensial
seperti UMKM, ekonomi digital, serta ekenomi syariah. Blgjliga berperan dalam
mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui kebijakan moneter
dan sistem pembayaran.

6. Otoritas Jasa’Keuangan (OJK)

OJK menjadi mitra strategis dalam mendorong inklusi keuangan daerah dan
pengembangan sektor jasar'keuangan yang sehat dan berdaya saing. Bappeda
bekerja® sama_dengan, OJK “dalam perencanaan pembangunan yang
mempertimbangkan stabilitas sektor keuangan, penguatan literasi keuangan
masyarakat, serta fasilitasi pembiayaan sektor produktif.

7. Mitra Strategis Lainnya

Di samping kementerian/lembaga teknis, Bappeda juga membangun
kolaborasi dengan mitra pembangunan lainnya seperti perguruan tinggi, lembaga
penelitian, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra pembangunan
internasional. Kemitraan ini penting dalam rangka memperkuat perencanaan
berbasis bukti (evidence-based planning), pemanfaatan teknologi, serta inovasi
pelayanan publik.

Melalui kolaborasi dengan para mitra tersebut, Bappeda dapat memperkuat
kapasitas institusionalnya ~dalam memberikan layanan perencanaan
pembangunan yang lebih akurat, partisipatif, dan berorientasi hasil. Sinergi ini
juga menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang

inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global maupun lokal.



2.6. DUKUNGAN BUMD

Perumda Air Minum Tirta Dhaha merupakan mitra teknis yang memiliki
keterhubungan langsung dan strategis dengan Bappeda dalam mendukung
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya
penyediaan layanan air minum yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat
Kota Kediri. Salah satu bentuk keterpaduan peran antara Bappeda dan Perumda
Tirta Dhaha terwujud melalui penyusunan dan pemutakhiran Rencana Induk
Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM). Dokumen RISPAM menjadi acuan
utama dalam merencanakan pengembangan sistem air minumYjangka menengah
dan panjang, serta sebagai landasan dalam pengusulan program-program
pendanaan baik dari APBD, APBN, maupun skema pembiayaan lainnya.

Dalam proses perencanaan tersebut, Bappeda berperan sebagai koordinator
lintas sektor yang memastikan sinkronisasi antara target layanan, air minum
dengan kebijakan pembangunan daerah, pengembangan tata)sTfuang,
pertumbuhan penduduk, dan proyeksi kebutuhan air."Sementara itu, Perumda
Tirta Dhaha memberikan dukungan data teknis, proyeksi kapasitas produksi dan
distribusi, serta inovasi pelayahan yang menunjang penyusunan dokumen
perencanaan tersebut.

Kolaborasi ini tidak hanya penting untuksmeningkatkan cakupan layanan
air minum dan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan
pembangunan bérkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 6: Akses terhadap Air
Bersih dan/ Sanitasi yang Layak. Ke depan, sinergi antara Bappeda dan
Perumda Tirta Dhaha, akan terus ditingkatkan melalui penguatan perencanaan
berbasis datapevaluasi berbasis Kinerja, serta akselerasi investasi infrastruktur

airminum di Kota Kediri.

2.7. KERJASAMA DAERAH

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengambilan kebijakan berbasis
bukti, serta menderong inovasi pembangunan, Bappeda Kota Kediri aktif
menjalin kerja, sama dengan berbagai pihak melalui mekanisme kerja sama
daerah. Kerja" sama ini merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam
mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang adaptif, responsif, dan
berkelanjutan.Bappeda memanfaatkan kerja sama daerah sebagai instrumen
strategis untuk:
v Mendukung pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang),

v Mengakses sumber daya keilmuan, teknologi dan inovasi,



v Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam proses

pembangunan,
v Memperkuat evidence-based planning dan tata kelola pembangunan daerah.
1. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan mitra utama dalam penyediaan data, kajian
ilmiah, dan rekomendasi kebijakan. Bappeda bekerja sama dengan berbagai
institusi akademik seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang,
Universitas Airlangga, IAIN Kediri, dan perguruan tinggi lokal lainnya.
2.Kerja Sama dengan Dunia Usaha/Swasta

Bappeda menjalin kolaborasi dengan pelaku usaha dan_Sektor industri dalam
rangka mendorong Kkemitraan pembangunan yang berorientasi pada
keberlanjutan dan inklusivitas.
3. Kerja Sama dengan Lembaga Non-Pemerintah dan Komunitas

Bappeda juga membuka ruang kerja sama dengan LSM," lembaga riset
independen, serta komunitas masyarakat dalamy mendukung ‘pelaksanaan
pembangunan partisipatif.
4. Kerja Sama Antar-Daerah

Dalam skema kerja sama horizontal, Bappeda menjalin kerja sama antar
daerah (KAD) untuk isu-isu lintas 'wilayah seperti wpeéngendalian banjir,
pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota, kenektivitas transportasi, hingga

penguatan sistem ketahanan pangan.

2.8. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

Identifikasi permasalahan. berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda
Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini
serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Berdasarkan Peraturan Walikota
Nomor 85 Tahun 2021 bahwa Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota
melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang perencanaanpembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berfungsi untuk
merumuskan ‘kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan
pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, beberapa permasalahan yang diidentifikasikan adalah sebagai
berikut:

1. Kualitas perencanaan yang belum optimal
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan mengalami fluktuasi, yang menunjukkan

masih adanya ketidakkonsistenan dalam perencanaan kinerja



2. Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan yang Belum Maksimal
Keterpaduan antara RPJPD, RPJMD, dan RKPD masih perlu ditingkatkan agar
lebih efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

3. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi dalam Perencanaan

» Masih terbatasnya penggunaan sistem informasi perencanaan yang berbasis

digitalisasi

» Sistem Monitoring dan Evaluasi berbasis data real-time belum ada

4. Kurangnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Perencanaan dan

Kebijakan
Meskipun tingkat pemanfaatan hasil penelitian dalam péngambilan kebijakan
mencapai 100%, tetapi penerapannya masih kurang optimal di berbagai sektor.
5. Minimnya Riset yang Berbasis Kebutuhan Daerah
Beberapa penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya menjawab tantangan
utama pembangunan Kota Kediri
Adapun isu-isu strategis yang ada.di)Badan Rerencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kota Kediri antara lain sebagai berikut:
1. Peningkatan Kualitas Perencanaan yang Lebih Berbasis Data & Evidence-
Based
Memastikan bahwa dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD;sRKPD) selaras dan
berbasis analisis data yang valid
2. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Meningkatkan siStem Monev berbasis teknologi informasi yang memungkinkan

pemantauanapaian pembangunan secarareal-time

3. Transformasi Digital dalam Perencanaan dan Pengelolaan Data

Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan daerah yang

berbasis digital‘agar lebih responsif terhadap perubahan

4. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perencanaan dan Kebijakan

Mewajibkan setiap perangkat' daerah menggunakan hasil riset dalam penyusunan

kebijakan dan program

5. Meningkatkan Kualitas dan Relevansi Penelitian dengan Kebutuhan
Daerah
Mendorong penelitian yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan

pembangunan Kota Kediri.



Tabel 2.8 Permasalahan dan

Isu Strategis Bappeda Kota Kediri

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN

BAPPEDA
POTENSI KEWENANGAN PERMASALAHAN ISURKEII.-:\S’AY: Ne
DAERAH YG MENJADI BAPPEDA DENGAN ISU STRATEGIS BAPPEDA
KEWENANGAN BAPPEDA GLOBAL NASIONAL REGIONAL
BAPPEDA
Digitalisasi layanan publik ~ [Kualitas perencanaan  |Pemantapan Tata |Percepatan Digitali Digitalisasi layanan Peningkatan Kualitas Perencanaan
yang belum optimal Kelola digitalisasi pemerintahan daerah, |administrasi yang Lebih Berbasis Data &
Pemerintahan global, smart kebijakan kependudukan, Evidence-Based
Sinkronisasi dan (Good Governance) (governance keterbukaan data dan |optimalisasi Penguatan Sistem Monitoring dan
Harmonisasi Kebijakan Efisiensi egovernment Evaluasi Pembangunan
yang Belum Maksimal Anggaran

Kurangnya Pemanfaatan
Teknologi dalam
Perencanaan

Kurangnya Pemanfaatan
Hasil Penelitian dalam
Perencanaan dan
Kebijakan

Minimnya Riset yang
Berbasis Kebutuhan
Daerah

Transformasi Digital dalam
Perencanaan dan Pengelolaan Data

Meningkatkan Pemanfaatan Hasil

Riset dalam Perencanaan dan

tkan Kualitas dan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappe:




BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
arsitektur Kkinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan
dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari
pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil
yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah dicapali, rasional, untuk dapat dilaksanakan'dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan.

Sesuai dengan Visi Kota Kediri “Membangun Kota Kediri yang MAPAN -
Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni”, Renstra Bappeda Kota
Kediri tahun 2025-2029 mendukung Misi 4 pada RPJMD Kota Kediri Tahun
2025-2029 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif,
responsif dan berintegritas”.

Penjabaran tujuan, indikator\tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta
target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana

tertuang dalam tabel berikut:



Tabel 3.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA KEDIRI
NSPK DAN BASELINE TARGET TAHUN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024 KETERANGAN
YANG RELEVAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Meningkalnya akuntablitas | Mewujudkan perencanaan Nifai Sistem Akuntabllitas 7249 72.99 7319 74.55 7845 79.72 80.21
kinerja p han daerah | p gunan daerah serta Kinerfa Instanst
- Meningkatnya kualitas mendorong peningkatan Pemerintahan {SAKIP) (Nilal)
pelayanan publik pemanfaatan inovasi daerah
- Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi strateqis berbasis
potensi lokal
Indeks Inovasi Daerah 51.52 51.6 51.8 52 5225 525 53
(Angka)
Meningkatnya kualitas Nilai Sakip komponen 2325 23.30 2335 2340 2350 2380 24
perencanaan pembangunan | perencanaan (Nilai)
daerah
Meningkatnya pengendalian | Persentase indikator kinerja | 83.87 90 a 92 93 94 95
daerah sasaran RPJMD berkategor|
berhasil (%)
Meningkatnya akuntabilitas | Nifal LHE AKIP Perangkat | 89.75 B9.8 89.85 899 90 90.25 905
kinerja Daerah (Nilai)
Meningkatnya Inovast Persentase pertumbuhan 16.13 165 16.75 1725 175 17.75 18
Pembangunan inovasi daerah (%)




Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri adalah
“Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta mendorong
peningkatan pemanfaatan inovasi daerah” yang diukur dengan menggunakan
indikator tujuan Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran antara lain
sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
b. Meningkatnya pengendalian daerah
c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
d. Meningkatnya penelitian dan indeks inovasi daerah
Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari indikator
sasaran yang ada.

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Eormula Indikator Sasaran

NO SASARAN INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL FORMULA
SASARAN INDIKATOR
1. | Meningkatnya Nilai SAKIP Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP
kualitas komponen perencanaan pembangunan komponen
perencanaan perencanaan daerah adalah'kondisi di mana perencanaan pada
pembangunan proses perencanaan LHE Kemenpan RB
daerah pembangunan daerah'dilakukan pada tahun n

secara lebih sistematis, berbasis

data yangvalid dan akurat,

selaras dengan kebijakan nasional

damdaerah, serta mampu

mengakomodasi kebutuhan

masyarakat dan pemangku

kepentingan..

Perencanaan pembangunan yang

berkualitas memenubhi kriteria :

v Menggunakan data yang valid,
akurat, dan terkini sebagai
dasar penyusunan kebijakan

v’ Sejalan dengan visi, misi, dan
arah kebijakan pembangunan
nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota

v Konsisten antar dokumen
perencanaan (RPJP, RPJMD,
Renstra, RKPD dan Renja)

v’ Menetapkan indikator kinerja




NO SASARAN INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL FORMULA
SASARAN INDIKATOR
yang terukur, jelas, dan dapat
dipantau
v Berorientasi pada hasil dan
dampak

2. | Meningkatnya Persentase Meningkatnya pengendalian T indikator sasaran RPJMD
pengendalian indikator daerah adalah kondisi di mana i(e)g;an kategori berhasil x
daerah kinerja mekanisme pengawasan, T indikator sasaran RPIMD

sasaran pemantauan, dan evaluasi

RPJMD terhadap pelaksanaan kebijakan,

berkategori program, serta kegiatan

berhasil pembangunan daerah semakin
efektif, transparan; dan
akuntabel.

3. | Meningkatnya Nilai LHE Akip | Meningkatnya akuntabilitas Nilai LHE Akip
akuntabilitas Bappeda kinerja adalah kondisi di mana Bappeda Tahun n
kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi

pemerintahan daerah dilakukan
secara transparan, terukur, dan
bertanggungjawab sesuai dengan
prinsip goéod governance, serta
mampu menunjukkan pencapaian
kinerja yang selaras dengan
perencanaan dan target
pembangtinan yang telah
ditetapkan.

4 | Meningkatnya Persentase Meningkatnya inovasi Tinovasi tahun ini -
inovasi pertumbuhan pembangunan adalah kondisi di Zinovasi tahun lalu ) x 100%
pembangunan | inovasi daerah | mana daerah semakin aktif dalam | Zinovasi tahun lalu

melakukan penelitian dan
mengembangkan inovasi yang
berbasis ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk meningkatkan
kualitas layanan publik, daya
saing daerah, serta mendukung

pembangunan yang berkelanjutan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2025




3.2. CASCADING KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
Cascading (penjabaran) Kkinerja merupakan proses penjabaran dan
penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai

yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan

cascading kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun
2025 - 2029.




Grafik 3.1 Cascading Kinerja Bappeda
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3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kkebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan
sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program
dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Tahun 2025-2029 adalah strategi
dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang selaras dengan
strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota
Kediri Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam
pencapaian tujuan dan sasaran Badan Peréncanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada
koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan Dberdasarkan hasil analisis
terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, \sefta pencapaian tujuan dan
sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri.
Dengan mengetahui faktor-faktor, yang mempengaruhi keberhasilan dan
ketidakberhasilan tersebut, dapat disusunystrategi yang dinilai realistis dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang, telah ditetapkan.” Hasil rumusan strategi
tersebut selanjutnya ‘dijabarkan dalamm serangkaian arah kebijakan untuk
memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Secara
lengkap ketérkaitan tujuan, sasaran, strategi’dan kebijakan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah)(Bappeda),Tahun/2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel
berikatini:

Tabel 3.3 Tujuan; Sasaran dan Strategi Renstra Bappeda Tahun 2025-2029

TUJUAN SASARAN STRATEGI

Meningkatya kualitas |[Meningkatnya kualitas |Mendorong kolaborasi antara

perencanaan perencanaan pemerintah daerah, akademisi dan

pembangunan daerah’|pembangunan daerah praktisi dalam penyusunan

serta mendorong perencanaan

peningkatan Meningkatkan kompetensi SDM melalui

pemanfaatan inovasi pelatihan, bimbingan teknis, dan

daerah sertifikasi perencana pembangunan
daerah

Memanfaatkan teknologi informasi

untuk penyusunan dokumen

perencanaan yang lebih akurat dan




TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

efektif

Memastikan dokumen perencanaan
daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)
selaras dengan kebijakan nasional dan

kebutuhan daerah

Membangun mekanisme pengaduan

dan masukan publik yang lebih efektif

Meningkatnya

pengendalian daerah

Penguatan Sistem Pengawasan dan

Evaluasi Kinefja Pemerintah Daerah

Peningkatan Kepatuhan terhadap
Regulasi dan Standar,Pengelolaan

Pemerintahan

Optimalisasi Sistem Manajemen Risiko

dalam Pemerintahan Daerah

PeningKatan Transparansi dan
Akuntabilitas dalam Pengelolaan

Pemerintahan

Penguatan Koordinasi Antar Perangkat
Daerah,dalam Pengendalian

Pembangunan

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

Penguatan Sistem Perencanaan dan

Pengukuran Kinerja yang Berbasis Hasil

Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja

Pemerintah Daerah

Penguatan Budaya Kinerja Berbasis

Reward and Punishment

Meningkatnya penelitian
dan indeks inovasi

daerah

Penguatan Penelitian dan Inovasi

Daerah

Pengembangan Kebijakan dan Regulasi

yang Mendukung Inovasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk

Mendukung Inovasi

Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah

melalui Kompetisi dan Inkubasi Inovasi




3.4 PENAHAPAN PEMBANGUNAN

Penahapan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda
merupakan upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaan pembangunan
daerah berjalan sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan. ini disusun efektivitas

Penahapan untuk mengoptimalkan

perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan dalam periode lima

tahun. Penahapan pembangunan dalam Renstra Bappeda mengacu pada:

v Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai panduan

utama dalam menetapkan prioritas pembangunan lima tahunan

v" Rencana Pembangunan Jangka

pembangunan jangka panjang

Panjang Daerah (RP]JPD)

sebagai arah

v' Isu strategis dan kebutuhan daerah yang berkembang berdasarkan hasil

evaluasi dan analisis kondisi daerah

v" Sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Berikut tahapan pembangunan dalam Renstra Bappeda Tahun 2026-2030:
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Bappeda Tahun 2026-2030

TAHAPI | TAHAPII TAHAP III TAHAP IV
TAHAP V (2030)
(2026) (2027) (2028) (2029)
1 2 3 4 5

Konsolidasi dan
Penguatan Dasar
Perencanaanymelalui :

Implementasi dan
Optimalisasi Program
Prioritas, melalui:

Evaluasi dan Akselerasi
Pembangunan, melalui:

1. Penyempurnaan sistem
perencanaan daerah
berbasis data dan

teknologi informasi

1. Pelaksanaan program
prioritas pembangunan sesuai
dengan target yang telah
ditetapkan

1. Evaluasi menyeluruh
terhadap pelaksanaan
program dan kebijakan

pembangunan daerah

2. Penguatan koordinasi
lintas sektor dalam
perumusan kebijakan

pembangunan,daerah

2. Monitoring dan evaluasi
berkala terhadap capaian
pembangunan untuk
perbaikan kebijakan

2. Penyusunan strategi
akselerasi untuk mengejar
target yang belum tercapai

2. Penyusunan kebijakan
pembangunan berbasis
akurasi data dengan
mendorong penelitian dan

kajian strategis

3. Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dalam

perencanaan pembangunan

3. Penyempurnaan kebijakan
berdasarkan hasil evaluasi
sebagai rekomendasi untuk
RPJMD periode berikutnya

4. Pemantapan tata kelola
perencanaan dan
sinkronisasi program

pembangunan

4. Penguatan sinergi dengan
pemangku kepentingan,
termasuk akademisi, dunia

usaha, dan masyarakat

4. Mempersiapkan transisi
perencanaan untuk
kesinambungan
pembangunan di periode

selanjutnya




Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029

ARAH
OPERASIONAL
NO NSPK KEBIJAKAN | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPEDA
RPJMD
1 |Menyusun Penguatan Menyediakan program peningkatan
dokumen reformasi kapasitas perencana secara berkala

perencanaan yang

konsisten

birokrasi dan
sistem
manajemen

kinerja

Pemanfaatan data sektoral yang valid dan

mutakhir dalam proses perencanaan

Mengembangkan platform digital untuk
menampung aspirasi masyarakat secara

lebih luas

Memastikan indikator kinerja utama (IKU)
setiap perangkat daerah selaras dengan

tujuan strategis pembangunan daerah

Melaktikan pemetaan dan analisis resiko
untuk memastikan/perencanaan yang

efektif dan efisien

Mengembangkan
sistem monitoring
dan evaluasi

berbasis hasil

Penguatan
pengawasan

dan evaluasi

Mengembangkan mekanisme review dan
quality control terhadap dokumen
perencanaan sebelum ditetapkan, serta
Meningkatkan Keordinasi antar-perangkat
daerah untuk memastikan perencanaan

yang terpadu

Mengembangkan mekanisme pengawasan
berbasis teknologi untuk meningkatkan

efektivitas pemantauan dan evaluasi

Melakukan pemetaan dan analisis resiko
secara berkala untuk memastikan
pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target

yang ditetapkan

Memperkuat koordinasi antara pemerintah
daerah dengan instansi pengawas eksternal
dalam memastikan kepatuhan terhadap

regulasi

Mengoptimalkan fungsi pengendalian untuk
memastikan pencapaian program
pembangunan sesuai target yang telah

ditetapkan




ARAH

OPERASIONAL
NO KEBIJAKAN | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPEDA
NSPK RPJMD
3 |Mengintegrasikan |Pengutaan tata [Mengadakan kerja sama dengan perguruan

hasil litbang dan kelola tinggi dalam penyusunan kajian akademik
inovasi ke dalam pemerintahan |dan naskah kebijakan sebagai dasar
dokumen yang tertib dan |perencanaan pembangunan, serta
perencanaan berintegrasi mendorong kemitraan antara pemerintah

daerah dan dunia usaha dalam program

pembangunan daerah yang berkelanjutan

Meningkatkan akses publik terhadap
informasi pengelolaan pemerintahan melalui
sistem digital yang terbuka dan mudah

diakses

Meningkatkan kerja sama dengan
perguruan, tinggi, lembaga penelitian, dan
dunia usaha dalam pengembangan riset dan

inovasi

Mengintegrasikan kebijakan inovasi dalam

perencanaan pembangunan daerah

Mengembangkan platform digital untuk
berbagi data dan hasil penelitian yang dapat

dimanfaatkan oleh berbagai sektor

Mengadakan kompetisi inovasi daerah
untuk mendorong kreativitas dan solusi

inovatif bagi pembangunan daerah




BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

BAPPEDA

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka
mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan
dalam  program/kegiatan/sub  kegiatan dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota Kediri. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam pelaksanaan kewenangan daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan merupakan penjabaran
lebih lanjut dari suatu program sebagai arahddari pencapaian tujuan organisasi,
sedangkan program merupakan kumpulan'kegiatan yang sistematis.dan terpadu
untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakanoleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator Kkinerja adalah ukuran
keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif
yang secara Kkhusus dinyatakan ‘sebagai pencapaian tujuan yang dapat
menggambarkanskala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan
pemantauan dan,evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact
yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2025-2030 dapat
dilihat pada tabel berikut ini:



TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA KEDIRI

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Butanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INCHCATOR OUTCOME [ Srx i 2026 2027 2028 2029 2030 P | | xemerancan
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(02) (03) (04) (06) (08) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
11.596.505.019.00 :
8.843414.619.00 8.643.414.619.00 8.643414.619.00 8643.414.619.00 864341461900
5.01.5.05.0.00.02.00
layanan Kriteria 1 s Sy
P Do £ 77.86 82 8.643.414.619.00 84 8.643.414.619.00 85 £643414.619.00 a8 8643.414.619.00 20 864341461900 | Perencanaan
Daerah
Persentase Pemenuhan Kriteria
Renja Berkualitas 100 100 100 100 100 100
Nilai Indeks Profesionalisme
a4.55 955 96 965 a7 7.5
Aparatur
5.01.01.2.01 - Parencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 10.000.000.00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Perangkat Daerah
Te Jumiah D P
i k) Perangkat Daerah 7 7 10.000.000,00 7 10.000.000,00 7 10.000.000,00 7 10.000.000,00 7 10.000.000,00
Jumiah Laporan Capaian Kinerja
dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaisn 10 10 10 10 10 10
Kinerja dan Ikhtisar Reaksasi
Kinerja SKPD
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perancanaan Perangkat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Daerah
T Dok F Jumish Dokumen Perencanaan
Perangkat Dasrah Perangkat Dasrsh 7 7 5.000.000,00 7 5.000.000,00 7 5.000.000,00 7 5.000.000,00 7 5.000.000,00
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinesja $5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
dan |khtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumiah Kinerj
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja u:n & Lapoé:v;ﬁ::‘alan f:eg)(sPD
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan AT an Hasil in S]Sl
Laporan Hasll Koordinasi Penyusunan 10 10 5.000.000,00 10 5.000.000,00 10 5.000.000,00 10 5.000.000,00 10 5.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian
Laporan Capaian Kinerja dan tkhtisar Kin dan lihisar Realisasi
Realisasi Kinerja SKPD )ﬁnx SKPD
5.01.01.2.02 - Admenistrasi Keuangan
Perangkat D 6.378.086.400.00 6.378.086.400.00 6.378.086 400,00 6.378.086.400,00 6.378.086.400,00
Tersusunnya laporan keuangan yang Jumiah Orang yang Menerima Gaji
‘sesinl aturan dan tepat wakit dan Tunjangan ASN 48 46 6.378.086.400.00 46 6.378.086.400.00 46 6.378.086.400.00 46 6.378.086.400.00 46 6.378.086.400,00
Jumiah Dokumen Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 1 1 1 1 1 1
SKPD
Jumiah Laporan Keuangan
SKPD dan Laporan Koordinasi 5 5 5 5 5 5
Penyusunan Laporan Keuangan




BIDANG URUSAN / PROGRAM /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / Ot} TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{01) (02} (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (1)
?ﬂ"”‘z}"’i’s"s"‘ RayeRD g 6.330 436.400,00 6.330.436.400,00 £.330.436.400.00 6.330.436.400,00 6.330.436.400,00
Tarsedianys Gafi dan Tunjangan ASN. | umiah Orang.yeng Menerima Gal 46 % 633043640000 | 46 6.330.436.400.00 % 6.330.436.400,00 46 6.330.436.40000 | 48 6.330.436.400,00
dan Tunjangan ASN
5.01.01.2.02 0003 - Pelaksanaan
Perissseiaci deax 45.650.000.00 45,650.000,00 45.650.000,00 45.650.000,00 45.650.000,00
F Verifikasi SKPD
Jumniah Dokumen Penatausahaan
Terlaksananya Penatausahaan dan 3
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 1 1 45.660.000.00 1 45.850.000,00 1 45.650.000,00 1 45.650.000,00 1 45.650.000,00
Pengujian/Vertfikasi Keuangan SKPD SKPD
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
B Tri SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan :‘, I.,qmrsn Seusngmn
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
dan Laporan Koordinasi Penyusunan xpo £an L anoten Kool 5 5 2,000.000.00 5 2.000.000,00 5 2.000.000,00 5 2.000.000,00 5 2,000.000,00
Laporan Keuangan au’*’“s:,'}’m";"p"':sm"‘”"
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SK‘:: o iz
o °"°;';2'P':""‘“"‘;' B M 1.000.000,00 1,000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Jumiah Laporan Penatausahaan
Tersusunnya laporan BMD tepat waktu | o120 (CEORR S B L0 4 4 1.000.000.00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00
;:;‘,’g‘ f‘ﬁ:‘g‘:ﬁ}"’e%“““ 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000,00
Terlaksananya Penatausahaan Barang | Jumiah Laporan Penatausahaan
fitiopssiniysagmos Bt Nl Dl s SIHD 4 4 1,000.000,00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00 4 1.000.000,00
";g’ ::éfg Zoehina ey miatn 138.282.400.00 138.282 400,00 138.282.400,00 138,282 400,00 138.282.400,00
Jumish Orang yang Mengikuti
I:"“"““"Y" SpEERn Rdvievela Sosialisasi Peraturan 100 100 138.282.400.00 | 100 13828240000 | 100 138.282.400,00 | 100 13828240000 | 100 138.282.400,00
pegsian Perundang-Undangsan
Jumish Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti a4 46 46 46 a6 a8
Pendidikan dan Peiatihan
5.01.01.2.05.0000 - Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 50.000.000.00 50.000.000,00 50.000.000.00 50.000.000,00 50.000.000,00
dan Fungsi
Jumiah Pegawai Berdasarkan
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 3
. " | Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 44 4% 5000000000 | 46 5000000000 | 46 5000000000 | 48 5000000000 | 46 50.000.000,00
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Petatihan
‘:’,';L‘:;lﬁiﬁ'o > Sonidane) Porshasn 88,282 400,00 88.282.400,00 88282 400,00 88.282.400.00 88.282.400,00
. o Jumiah Orang yang Mengikuti
o ; Sosialisasi Peraturan 100 100 8828240000 | 100 8828240000 | 100 8828240000 | 100 88282.40000 | 100 88.282.400,00
ng-Undang Perundang-Undangan
'::,1 o 2'0:‘ ARG Lk 437.029.080,00 437.029.080.00 437.029.080,00 437.029.080,00 437.029.080,00
Jumiah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan
Tersusunnya laporan administrast umum P ngUn ok 4 4 437.029.080.00 4 437.029.080,00 4 437.029.080,00 4 437.029.080,00 4 437.029.080,00
Diseciakan
Jumiah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 60 60 80 60 60 80
SKPD
Jumish Paket Barang Cetakan dan 4 4 4 4 4 4

Penggandaan yang Disediakan




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OQUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1) {02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (19 (11) (12) (13) (14 (15)
Jumiah Paket Komponen Instalast
Listrik/Penerangan Bangunan 10 10 10 10 10 10
Kantor yang Disediakan
Jumiah Paket Peralatan dan
Perengkapan Kantor yang 12 12 12 12 12 12
=
5.01.012.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumiah Paket Komponen Instalasi
L‘:’“"'Z"::r;""':”‘e" t‘:ﬂ“‘f o | ListiPenerangan Bangunan 10 10 10.000000.00 | 10 10.00000000 | 10 10.000.00000 | 10 10.000.00000 | 10 10.000.000,00
g8 Kantor yang Disediakan
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan
st e P o 71.900.000.00 71.900.000,00 71.900.000,00 71.800.000,00 71.800.000,00
Jumish Paket Peralatan dan
Ressadwnya bisoatat daxt Periengkapan Kantor yang 12 12 71.900.000,00 12 7100000000 | 12 71.900.000,00 12 7180000000 | 12 71.900.000,00
Periengkapan Kantor
Disediakan
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang
otk dor P % 22852 600,00 22,852 600,00 22.852.600,00 22.852.600,00 22.852.600,00
Tersedianys Barang Cetakan dan Jumiah Paket Barang Cetakan dan
P B Poriigendasn yeng Oediekan 4 a 22852 600.00 4 22,852 600,00 4 22852 800,00 4 22,852.600,00 4 22.852.600,00
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan 14.188.500,00 14.188.500,00 14.188.500,00 14.188.500,00 14.188.500,00
Perundang-undangan
Jumiah Dokumen Bahan Bacaan
Teveios sty Fiahins: Bciaideny Ao For e i 4 4 14.188.500.00 4 14.188.500,00 4 14.188.500,00 4 14.188.500.00 4 14.188.500,00
F F g
Disediakan
5.01.01.2.06.0008 - Penyelenggaraan
Raiak Mesordiusat pie 318 .087.980,00 318.087.980.00 318.087.980,00 318.087.980.00 318.087.980,00
Jumiah Laporan Penyelenggaraan
Teriaksananya Penyelenggaraan Rapat | gopa) Koordinasi dan Konsuttasi 80 60 318.087.080.00 60 318.087.980,00 60 31808708000 | 60 atg087.08000 | 60 318.087.980,00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD SKPD
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik
Daersh Penunjang Urusan Pemerintah 405.000.000.00 405.000.000.00 405.000.000,00 405.000.000,00 405.000.000,00
Daerah
BMD Jumiah Unit Sarana dan Prasarana
et ketihitan Pendukung Gedung Kantor atau 1 1 405.000.000.00 1 405.000.000,00 1 405.000.000,00 1 405.000.000.00 1 405.000.000,00
Bangunan Lainnya yang Disediakan|
Jumiah Unit Peralatan dan Mesin 5 5 5 5 5 5
Jumish Paket Mebe! yang
Do 2 2 2 2 2 2
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 115.000.000.00 115.000.000,00 115.000.000.00 115.000.000,00 115.000.000,00
Tersedianya Mebel ;‘mz‘e‘ Mebel yang 2 2 1500000000 | 2 115.000.000,00 2 11500000000 | 2 11500000000 | 2 115.000.000,00
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan
sish e e 250.000.000.00 250.000.000.00 250.000.000.00 250.000.000,00 250.000.000,00
Tevmmactannyeoeritikeiidar dsky Aurplatting Pacital i Madk: 5 5 25000000000 | 5 25000000000 | 5 25000000000 | 5 26000000000 | 5 250.000.000,00
Lainnya Lainnya yang Disediakan
5.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung 40.000.000.00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000.00 40.000.000,00
Kantor stau Bangunan Lainnya
Sarana dan F Jumish Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau 1 1 40.000.000.00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00 1 40.000.000,00

Bangunan Lainnya

Bangunan Lainnya yang Disediakan|




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INI TOR OUTCOME / RANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / Ry MEL | vt 2026 2027 2028 2029 2030 i KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) ©4) (05) (06) (07) (08) (03) (10) (11) (12) (13) (14) (18)
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa
Pubideriy Uniaes Hstodafos Do 1.084.970.000,00 1.084.970.000.00 1.084.970.000,00 1.084.970.000,00 1.084.670.000,00
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
T‘:’:"“""u'g“ laporan evaluasi kinerla | yoon nikasi, Sumber Daya Air dan 12 12 1.084970.00000 | 12 108497000000 | 12 108497000000 | 12 108497000000 | 12 1.084.970.000,00
ek, Listrik yang Disediakan
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 12 12 12 12
Digediakan
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 1 1 1 1 1 1
Surat Menyurat
SY18 200 D0~ ahyadiatn ea 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Surat Menyurat
Teriaksananya Penyediaan Jasa Surat | Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Moryiset st i 1 1 4.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00 1 3.000.000,00
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa
Ko ioiand Bt O i don Lieh 300.000.000,00 300.000.000.00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Jumish Laporan Penyediaan Jasa
;’s"‘:‘”‘g“ "f:‘:""“""“““ Sumber | nurikasi, Sumbar Daya Alr dan 12 12 300.000.000,00 12 300.000.000.00 12 300.000.000,00 12 300.000.000,00 12 300.000.000,00
e Listrik yang Disediakan
20101:218.0004 - Panvedisan.Jeen 781.970.000,00 781.970.000.00 781.670.000,00 781.970.000,00 781.970.000,00
Pelayanan Umum Kantor
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Fetmeciainymlana Polyenmr Lnum Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 781.970.000,00 12 781.970.000.00 12 781.970.000,00 12 781.970.000,00 12 781.970.000,00
Kantor
Disediakan
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik}
Daerah P g Urusan Pemeri 189.046.739.00 189.048 739,00 189.046.739,00 189.046.739,00 189.046.739,00
Daerah
Jumizh Kendaraan Perorangan
. Dinas atau Kendaraan Dinas
Terpeiharanya BMD dengan baik ot 20 20 180.046.730.00 | 20 180.046.72000 | 20 180.046.73000 | 20 180.046.730.00 | 20 189.046.739.00
dibayarkan Pajaknya
Jumish Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang 1 1 1 1 1 1
Dipelihara/Direhabiitasi
Jumizh Mebel yang Dipelihara 2 2 2 2 2 2
Jumizh Peralatan dan Mesin
skorn yane) Digatliars 5 5 5 5 5 5
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa
P Biays F dan
Pl e inesit Pesirsisgei Dlies s 100.000.000.00 100.000.000.00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000.00
Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumiah Kendaraan Perorangan
F dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas
< S Diies o Ko an Diiial Jabeiton ey DisElisars don 20 20 100.000.000.00 | 20 100.000.00000 | 20 100.000.00000 | 20 100.000.00000 | 20 100.000.000,00
Jabatan dibayarkan Pajaknya
5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel z z = - =
Terlaksananya Pemelharaan Mebel Jumiah Mebet yang Dipelihara 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
5.01.01.2.08.0006 - Pemeliharaan
i SN 20.000.000.00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Toadal suice;yt Peialhacaan Persiatan: | doriely Parfatar e bosin 5 5 2000000000 | 5 2000000000 | 5 2000000000 | 5 2000000000 | S 20.000.000,00
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipethara
5.01.01.2.00.0009 -
Pemeliharsan/Rehabiitasi Gedung 69.046.739.00 69.046.730,00 £69.046.739,00 60.046.739,00 £69.046.739,00

Kantor dan Bangunan Lainnya




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / B e L [ 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGIAT | xeterancan
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02} (03) 04 05) (086) (07) (08) (09) (10) (11 (12) (13 (14 15
Terlaksananya Jumizh Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabiitasi Gedung Bangunan Lainnya yang 1 1 69.046.739.00 1 69.046.739,00 1 69.046.739,00 1 69.046.739,00 1 £9.046.739,00
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabitasi
5.01.02- )
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 1.892.400.900,00 1.892.400.900,00 1.892 400.900.00 1.862.400.900,00 1.892.400.900,00
PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.00
Meoninakatk target ki RKPD 00 - Badan
3 ket kinecys 0 95 1.892.400.900.00 26 1.892 400.900.00 97 1.892 400.900.00 o8 1.892.400.900.00 a8 1.892.400.900,00 | Perencanaan
perencanaan dengan RPJMD P
Daerah
SORIEE0 Soten = 1.483.376.500.00 1.483.375.500,00 1.483.375.500,00 1.483.375.500,00 1.483.375.500,00
dan Pendanaan
ot Sumish Bartin /cara Warenteng | younae7on 1 148337550000 | 1 148337550000 | 1 148337550000 | 1 148337550000 | 1 1.483.375.500,00
Jumish Telaahan Dokumen
Perencanaan Pembangunan 537684563 4 4 4 4 4
Daerah Daerah
Jumish Berita Acara Forum
Perangkat Daerah/Lintas P 1 1 1 1 1
Daerah
Jumiah Berita Acara Konsultasi
Pubi 9000000 1 1 1 1 1
Jumiah Dokumen Rancangan Awal
RPJMD/RKPD (Sesusi Kebutuhan
Jiks RPJMD Maka Rancangan Tkl = o Z = =
Teknokratik)
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi
Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis) 692.648.000,00 692.648.000.00 652.648.000,00 692.648.000,00 692.648.000,00
F Daerah
Tersedianya Analisis Kondssi Daerah, Jumish Dokumen Rancangan Awal
Permasalahan, dan Isu Strategis RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan
Pembangunan Daerah di dalam Jika RPIMD Maka Ranca: 466557996 2 692.648.000.00 2 692.648.000.00 2 692.648.000,00 2 692.648.000,00 3 692.648.000,00
Rancangan Awal RPJMD/RKPD Teknokratik)
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi
P RO F
Pemb: s Oy S Dk 639.702.500.00 639.702.500.00 639.702.500.00 630.702.500,00 639.702.500,00
Kebijakan Lainnya
va D ¥ Jumiah D
Pembangunan Daerah dengan D P Py 537684563 4 639.702.500.00 4 639.702.500,00 4 639.702.500,00 4 639.702.500,00 4 639.702.500,00
Kebiakan Lain Daerah Daeral
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan
ultasi P 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00 13.700.000,00
Terlaksananya Konsultasi Publik :‘J’&"’“ Berits Acsa Koo 9000000 1 13.700.000.00 1 13.700.000,00 1 13.700.000.00 1 13.700.000,00 1 13.700.000,00
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi
Pelaksanaan Forum Perangkat 14.560.000,00 14.560.000,00 14.560.000,00 14.560.000,00 14.580.000,00
Daerah/Lintss Perangkat Daerah
Terlaksananya Forum Perangkat Sl Betay Aoeeel
ya Perangkat Daerah/Lintas P 4000000 1 14.560.000.00 1 14.560.000,00 1 14.560.000,00 1 14.560.000,00 1 14.560.000,00
Daerah/Lintas Perangkat Daerah D
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan
M bang Kal Kota 122.765.000.00 122.765.000.00 122.765.000.00 122.765.000,00 122.765.000,00
Terlaksananya Musrenbang Jumizh Berita Acara Musrenbang .
tanKota atenKots 198046700 1 122.765.000.00 1 122.765.000.00 1 122.7685.000,00 1 122.765.000,00 1 122.765.000,00
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan
Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 222.050.000.00 222.050.000,00 222 .050.000,00 222.050.000,00 222.050.000,00

Perencanaan Pembangunan Daerah




BIDANG URUSAN / PROGRAM /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

QUTCOME / KEGIATAN / IO Oy OME ! | “TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERANOAT | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{01) (02) {03) (04) (05) (08) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumiah Dokumen Hasil Analisis
- Data untuk Penyusunan Kebgakan
Jarmumnya "“"”"h“""’ g Perencanaan Pembangunan 90659999 1 222.050.000,00 1 222,050.000,00 1 222.050.000,00 1 222.050.000,00 1 222,050.000,00
pembangimasi Daerah (Semua Perencanaan
Pembangunan Daerah)
Jumiah Buku Profil Pembangunan
Daerah yang Diterbitkan 81344400 1 1 1 1 1
Jumish Orang yang Dibina dalam
Pemanfaatan Data dan Informasi e 2 L o 0 B9
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan
i Py P 91.520.000,00 91.520.000,00 91.520.000,00 91.520.000.00 91.520.000,00
Daerah
Jumizsh Dokumen Hasil Analisis
Tennputnya Analisis Data dan Informasi | Data untuk Penyusunan Kebgakan
untuk P P F P 1 91.520.000.00 1 91.520.000,00 1 91.520.000,00 1 91.520.000,00 1 91.520.000,00
Daerah Daerah (Semua Perencanaan
Pembangunan Daerah)
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan
Famantasian Oets den ot 4.200000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00
Daerah
Terbinanya Sumber Daya Manusia
Perangkat Daerah dalam Pemanfastan | Jumiah Orang yang Dibina dalam
Data dan Inf PP Dela dan 15427010 60 4.200.000,00 80 4.200.000,00 &0 4.200.000,00 €0 4.200.000,00 80 4.200.000,00
Pembangunan
S 126.330.000,00 126.330.000,00 126.330.000,00 126.330.000,00 126.330.000,00
Tepeustniiya Elokoman st dursioh Buk Profl Pembangunan 1, g1 300400 1 126.330.000,00 1 126.330.000,00 1 126.330.006,00 1 128.330.000,00 1 126.330.000,00
Daerah K. Daerah yang Diterbitkan
5.01.02.2.03 - Pengendakian, Evaluasi
dan Pelaporan Bidang Perencanaan 166.935.400.00 166.935.400.00 166.935.400,00 166.935.400,00 166.935.400,00
Pembangunan Daerah
Tersusunnya laporan hasil reviu capaian | Jumiah Laporan Hasil Evaluasi
kinerja Kinerja Pembangunan Dasrah 57285750 1 166.935.400.00 1 166.935.400.00 1 166.935.400,00 1 166.935.400.00 1 166.935.400,00
Jumiah Laporan Hasil
Pengendalian Perencanaan dan 81344400 8 8 8 8
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi
Pengendalian Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di 126.330.000,00 126.330.000.00 126.330.000,00 126.330.000,00 126.330.000,00
Kabupaten'Kota
Terlaksananya d::ngendaim I an Hasil
= = F P dan 81344400 126.330.000,00 8 126.330.000.00 8 126.330.000,00 8 126.330.000,00 8 126.330.000,00
Pembangunan Daersh di P AR o
Kabupaten/Kota g
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaiuasi
dan Penyusunan Laporan Berkala 40.605.400,00 40.605.400,00 40.605.400,00 40.605.400,00 40.605.400,00
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Laporan Hasil ”
dan Evaluasi Berkaia Pelaksanaan 2‘ ot P“‘"° an o ?’:‘;: 57285750 1 40.605.400,00 1 40.605.400,00 1 40.605.400,00 1 40.605,400,00 1 40.605.400,00
Pembangunan Daersh rierjer Pambangiman
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem
Bidang Pembangunan Daerah
Jumizh Dokumen Hasil Pembinaan
ar Sistem Irnfo'!'nas' Pemerintahan
Sistem informasi P intah Deersh Daer:::i B@rgﬂ:embaw 15427010 1 20.040.000,00 1 20.040.000,00 1 20.040.000,00 1 20.040.000,00 1 20.040.000,00

KabupatenKota




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

ng
Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD)
dan RKPD)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR QUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1) (02) (03) 04) (05) (08) (07) (08) (99) (19) (11 (12) (13) (14 (15)
Jumiah Dokumen Hasil Penerspan
Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah di Bidang Pembangunan B3R900D g % % 2 4
aerah
5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah di 15.840.000.00 15.840.000.00 15.840.000,00 15.840.000.00 15.840.000,00
Bidang Pembangunan Daerah
Terlaksananya Penerapana Sistem g‘ﬁ I?;;:‘n";?::: i Paiespeiy
Informasi Pemerintahan Daerah di 3§ 6588000 1 15.840.000.00 1 15.840.000,00 1 15.840.000,00 1 15.840.000,00 1 15.840.000,00
Daerah di Bidang Pembangunan
Bidang Pembangunan Daerah D
aerah
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah di
Bidang Pembangunan Daerah 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00
Pemerintah Kabupaten/Kota
Terlak: nya Pembinaan Sistem Jumiah Dokurnen Hasil Pembinaan
Informasi Pemerintahan Daerah di Sk} it iistion
" Daerah di Bidang Pembangunan 15427010 1 4.200.000,00 1 4.200.000,00 1 4.200.000,00 1 4.200.000,00 1 4.200.000,00
Bidang Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota Dt Eamaintaly
e KabupatenKota
5.01.03 - PROGF OORDINASI
SINKRONISAS| PERENCANAAN 1.062.689.500.00 1.062.689.500.00 1.062.689.500.00 1.062.689.500,00 1.062.689.500.00
PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.00
5 00 - Badan
i h" Persentase capaian target program il a1 1.062.689.500.00 o2 1.062.689.500.00 <) 1.062.689.500.00 94 1.062.689.500.00 95 1.062.689.500,00 :numn
Hembeno bangunan
Dserah
5.01.03.2 01 - Koordinasi Perencanaan
Bidang P dan 260.310.000,00 260.310.000,00 260.310.000,00 260.310.000,00 260.310.000,00
Manusia
Jumiash Dokumen Perencanaan
Te laporan hasil P Daerah Bidang
bidang F : Pemb Pembx M ia yang 06599742 3 260.310.000,00 3 260.310.000,00 3 260.310.000,00 3 260.310.000,00 3 260.310.000,00
Manusia Dikoordinir Penyusunannya
(RPJPD. RPJMD dan RKPD)
Jumiah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan
RKPD/RPJMD pada Bidang 111668799 12 12 12 12 12
Pemerintahan
Jumiah Laporan Hasil Asistenst
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan 227386200 5 5 5 5 5
Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasl
F i dank
Per: DTS i Dsaroh 117.180.000,00 117.190.000,00 117.190.000,00 117.190.000,00 117.190.000,00
Bidang Pemerintshan
Sinkronnya Renstra/Renja dengan ;:ml;::ra;}fss;slnkmmaaa
RKPD/RPJMD pada Bidang 8 ceng 111668799 12 117.190.000.00 12 117.190.000.00 12 117.190.000,00 12 117.190.000,00 12 117.190.000,00
RKPD/RPJMD pada Bidang
Pemerintahan
Pemerintahan
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi
B D P
Pembangunan Daersh Bida 34.400.000.00 34.400.000,00 34.400.000,00 34.400.000,00 34.400.000,00




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR PERANGKA
OUTCOME / KEGIATAN / e L | ke 2026 2027 2028 2029 2030 ToRAT | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{01) (02) {03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
= D Jumiah Dokumen Perencanaan
et ) Pembangunan Daerah Bidang
a«’ wrencanan Pembangonan Daersh . | oo Marisia vang 06599742 3 34.400.000,00 3 34.400.000,00 3 34.400.000,00 a 34.400.000,00 3 34.400.000,00
dang Pembangunan Manusia (RPJPD. Dikoordinir Penyusunannya
RN ety HXPD) (RPUPD. RPIMD dan RKPD)
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi
2 B =
Pt it Pt Desrah P 108.720.000,00 108.720.000,00 108.720.000,00 108.720.000,00 108.720.000,00
Pembangunan Manusia
Tarek = e Jumiah Laporan Hasil Asistensi
it Panyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan Pembangunan | b /oo naan Pembangunan 227386200 5 108.720.000.00 5 108.720.000.00 5 108.720.000,00 5 108.720.000,00 5 108.720.000,00
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan| Per
Manusis angkat Daerah Badpng
Pembangunan Manusia
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan
Bidang Perekonomian dan SDA {Sumber 348.709.500.00 348.709.500.00 348.709.500,00 348.709.500.00 348.709.500,00
Daya Alam)
hasi : Jumiah Laporan Hasll Sinkronisast
Iapoqn ja dengan
Bidang Perekonomian dan SDA RKPO/RP MD pacs Bidsng 205889301 2 348 700.500.00 2 348,700.500.00 2 348.700.500 00 2 348700 500,00 2 348.700.500,00
(Sumber Daya Alam) B 2 pada
Jumdah Laporan Hasil Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen
o s s 30762000 1 1 1 1 1
Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
Jumiah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang SDA
St Disshnk Pt 38300000 3 3 3 3 3
{RPJPD. RPJMD dan RKFD)
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanasn
Mechcring den Evakiel b 108.720.000,00 108.720.000,00 108.720.000,00 108.720.000,00 108.720.000,00
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Jurmiah Laporan Hasil Pelaksanaan
dan E dan
P Delyarien b Peay D 30762000 1 108.720.000.00 1 108.720,000.00 1 10872000000 | 1 108.720.00000 | 1 108.720.000,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang| Perencanaan Pembangunan s gt NG PG e ety
Perekonomian Perangkat Daersh Bidang
Perekonomian
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi
F i dan k
2 Scaet sl Smrlitiny 208 539.500,00 208.539.500.00 208.539.500 00 208.53.500,00 208.530.500,00
Bidang Perekonomian
Sinkronnya Renstra/Renja dengan ;l;":sm La:);r:;l—las;?)mhwsas:
RKPD/RPJMD pada Bidang RKPD“ o P[ D pa:'; Bidang 205889301 2 208 539.500.00 2 208.539.500.00 2 208.539.500,00 2 208.539.500,00 2 208.539.500,00
Ponels 57 Perekonomian
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi
Py Dl 31.450.000,00 31.450.000,00 31.450.000,00 31.450.000,00 31.450.000,00
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
ya Peny D Jumiah Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Bidang SDA
Bidang SDA (RPJPD. APIMD dan yang Dikaordinic Penyusunaneya | 38300000 3 31.450.000,00 3 31.450.000,00 3 31.450.000,00 3 31.450.000,00 3 31.450.000,00
RKPD) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
AL 20 Koomioesl Deecns suans 453.670.000,00 453.670.000,00 453.670.000,00 453 670.000,00 453.670.000,00

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Penyelenggaraan Otonomi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OQUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (19) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumish Dokumen Perencanaan
i hasi N Pembangunan Daerah Bidang
x Kewilayahan yang Dikoordinir 53169000 2 453 .670.000.00 2 453.670.000,00 2 453.670.000,00 2 453.670.000,00 3 453.670.000,00
Bidang Infrastruktur dan Kewdayshan | o ) nannya (RPJPD. RPIMD
dan RKPD)
Jumiah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan
RKPD/RP.MMD Bidang 430287574 2 2 2 2 2
Infrastruktur
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi
i itas dan
Per P D h 413.890.000.00 413.890.000.00 413.890.000,00 413.890.000,00 413.890.000,00
Bidang Infrastruktur
Jumiah Laporan Hasil Sinkronisasi
Sinkronnya Renstra/Renja dengan Renstra/Renja dengan
RKPD/RPIMD Bidang Infrastruktur | RKPD/RPJMD pada Bidang 430287574 2 413.890.000,00 2 413.890.000.00 2 413.890.000,00 2 413.890.000,00 2 413.890.000,00
infrastrukiur
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi
Y D )2
Pembangunan Dsersh Bidang 39.780.000,00 39.780.000,00 39.780.000,00 39.780.000,00 39.780.000,00
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
-2 2 Jumiah Dokumen Perencanaan
Wyl Pembangunan Daerah Bidang
Dokumen Perencanaan Pembangunan | e oy ahan yang Dikoordinic 53169000 2 39.780.000.00 2 39.780.000,00 2 39.780.000,00 2 39.780,000,00 3 39.780.000.00
Dserah Bidang Kewilayahan (RPJPD. unannya (RPJPD. RPIMD
RPJMD dan RKPD) da' eﬂ‘ ’R“‘KPD) 5
2:132.328.01000 2.132.328.01000 | 213232801000 243232801000 | | 2.132.328.010,00
2.132.328.010,00 2.132.328.010.00 2.132.328.010.00 2.132.328.010.00 2.132,323.010.00
5.01.5.05.0.00.02.00
Meningkatkan jumiah penelitian selaras S : 00 - Badan
dengan kebutuhan strategis dan prioras dmosnl 9'““‘:;"'“ 9‘""6":',;‘“"9 st 0 01 151045412000 | 02 151045412000 | 83 151045412000 | 94 151045412000 | 95 1.510.454.120,00 | Perencanaan
pembangunan daerah Pembangunan
Daerah
5.05.02.2.01 - Penelitian dan
Bidang
Panyel e e tahan dan 534.225.800,00 534.225 800.00 534.225 800,00 £34.225 800,00 534.225.800,00
Pengkajian Peraturan
Jumiah Laporan Hasil Pelaksanaan
Tersusunnya dokumen penelitian dan Fasiitasi, Pelaksanaan dan
gan bidang ggaraan | Evaluasi Peneliian dan 1 1 534.225.800,00 1 534.225 800,00 1 534.225 800,00 1 534.225.800,00 1 534.225.800,00
danp F Bidang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Jumiah Laporan Hasil Pelaksanaan
Fasillasi, Pelaksanaan dan
Evaluasi Penelitian dan 3 3 3 3 3 3
Pengembangan Bidang
dan
Jumiah Laporan Hasil Pelaksanaan
Fasiitasi dan Evaluasi Pelaksansan 3 3 3 3 3 3
Kegiatan Data dan Pengkafian
Peraturan
5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi,
dan i F dan}
P n Bidang 24.356.800.00 24.356.800,00 24.356.800,00 24.356.800,00 24.355.800.00




BIDANG URUSAN / PROGRAM /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Bidang Teknolog‘t dan Inovasi

di Bidang Teknologi dan Inovasi

2 INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / i TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12) (13) (14) (15)
S5 Jumiah Laporan Hasil Pelaksanaan
dan Evaluasi P;f:‘lgtm:'.a'an Foniitcel, Polakicninan don
Evaluasi Penelitian dan 1 1 24.356 800,00 1 24.356.800,00 1 24.356.800,00 1 24.356.800,00 1 24.356.800,00
Pengembangan Bidang P ¢ n Bidang
Penyelenggaraan Otonomi Daersh
Penyelenggaraan Otonoms Daerah
5.05.02.2.01.0003 - Fasiﬁlgsl.
“”B\dang ' o 263.087 £00.00 263.087.600.00 263.087 600,00 263.087.600,00 263.087.600,00
dan Ketataiaksanaan
ya Fasilitasi, P Jumiah l_.apcwsn Haslil Pelaksanaan
dan Evaluasi Penelitian dan Faalitaal, Pelakaniaan dan
Bidang Evaluasi Peneliian dan 3 3 263.087.600,00 3 263.087.600.00 3 263.087.600,00 3 263.087.600,00 3 263.087.600,00
dan Ketatsiaksanaan Pengembmga:a?dang
5.05.02.2.01.0014 - Fasilitasi dan
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan) 246.781.400,00 246.781.400.00 246.781.400,00 246.781.400,00 246.781.400,00
Pengkajian Peraturan
Fasifitasi dan E Jumiah gapofsn Hastl‘Pslsksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Data dan Fania cla’t Eyali o) Pelgkondson 3 3 24678140000 | 3 24678140000 | 3 24678140000 | 3 2us781.00000 | 3 246.781.400,00
ofisin Poraturasi Kegiatan Data dan Pengkajian
i Peraturan
5.05,02.2.03 - Penelitian dan
Pengembangan Bidang Ekonomi dan 976.228.320.00 976.228.320.00 976.228.320,00 976.228.320,00 976.228.320 00
Pembangunan
Tersusunnya dokumen Penelitian dan Jumish Dokumen Hasil Penelitian
Pengembangan Bidang ekonomi dan dan Pengembangan Perindustrian 2 2 976.228.320.00 2 976.228.320.00 2 976.228.320,00 2 976.228.320,00 2 976.228.320,00
pembangunan dan F
Jumish Dokumen Hasil Penelitian
dan Pengembangan Lingkungan 2 2 2 2 2 2
Hidup
5.05.02.2.03.0002 - Peneliian dan
Pengembangan Perindustrian dan 347.742.320.00 347.742.320,00 347.742.320,00 347.742.320,00 347.742.320,00
Terlaksananya Penelitian dan Jumiah Dokumen Hasil Penelitian
Pengembangan Perindustrian dan dan Pengambangan Perindustrian 2 2 347.742.320,00 2 347.742.320.00 2 347.742.320,00 2 347.742.320,00 2 347.742.320,00
Perdagangan dan Perdagangan
5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan
P n Lingkungan Hidup 628.486.000,00 628.486.000.00 628.486.000,00 628.486.000,00 628.486.000,00
Tertak nye Penciitian dan Jumiah Dokumen Hasil Penelitian
Pengemsu - n Lingkungan Hiddp :a“;\u:engembmgen Lingkungan 2 2 628.486.000,00 2 628.486.000.00 2 628.486.000,00 2 628.486.000,00 2 628.486.000,00
Meningkatkan kematangan inovasi Persentase inovasi yang ditetapkan
il ol 6525 s 621.873.890,00 80 621.873.890.00 a5 621.873.890,00 90 621.873.890,00 91 621.873.890,00
SONR2 08 - Pennsistaons Joovask 621.873.890,00 621.873.890.00 621.873.880,00 621.873.890,00 621.873.890,00
dan Teknologi
Ters: dokurmen hasd kajian Jumiah Dokumen Hasil Penelitian,
it diad P dan Py 336935099 2 621.873.890,00 2 621.873.890.00 2 621.873.890,00 2 621.873.890,00 2 621.873.890,00
di Bidang Teknologi dan Inovasi
Jumizh Laporan Hasil Pelaksanaan
Diseminasi Jenis, Prosedur dan
Metode Pen araan 1 1 1 1 1 1
Pemerintahan Daerah yang Bersifat
Enovatif
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian,
dan Py 412.201.400.00 412.201.400.00 412.201.400,00 412.201.400,00 412.201.400,00
Bidang Teknologi dan Inovasi
Terlaksananya Penelitian, Jumiah Dokumen Hasil Penelitian,
P dan Py d P 3 2 412.201.400,00 2 412.201.400.00 2 412.201.400,00 2 412.201.400,00 2 412.201.400,00




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Inovatif

Pemerintahan Daerah yang Bersifat

Inovatif

Terfaksananya Diseminasi Jenis,
Prosedur dan Metode Peny
Pemerintahan Daerah yang Bersifat

Jumiah Laporan Hasil Pelaksanaan
Diseminasi Jenis, Prosedur dan

Metode Peny

Inovatif

Pemerintahan Daerah yang Bersifat

209.672.490.00

1 209.672.490.00 1 200.672.490,00 1 209.672.490,00 1

209.672.490,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / i ot [ 2026 2027 2028 2029 2030 P o' | keTERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{01) {02) {03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis,
Prosorks den Makcla Povysiacpgamee, 200.672.490.00 200.672.420.00 200.672.490,00 200.672.480.00 200.672.490,00

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR

RENSTRA
PEMERINTAH KOTA KEDIRI
NO | PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05)

5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Pere

ncanaan Pembangunan Daerah

1;

5.01.02 - PROGRAM
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

Meningkatkan késelarasan
dokumen perencanaan

5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

5.01.02.2.01:0001 ~Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu
Strategis Pembangunan Daerah

5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik

5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah




5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah

5.01.02.2.02.0001 - Analisis Dataddan Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

5.01.02.2.02.0003" Penyusunan Profil Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota

5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah

5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan
Pelaksanaan PembangunamDaerah di/Kabupaten/Kota

5.01.02.2.03.0003 «Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di
Bidang Pembangunan Daerah

5.01.02.2.04.0002 -Eenerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di
Bidang Pembangunan Daerah

5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di
Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

5.01.03 - PROGRAM
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI
PERENCANAAN

Meningkatkan ketercapaian
program pembangunan
daerah

5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi




PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dekumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam)

5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan/Monitoring dan Evaldasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian

5.01.03.2.02.0004 =Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daérah Bidang SDA (RP]JPD, RPJMD dan RKPD)

5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan

5.01.03.2.03:0004 -Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

5.05.02 - PROGRAM
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Meningkatkan jumlah
penelitian selaras dengan
kebutuhan strategis dan
prioritas pembangunan

5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan




daerah

Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

5.05.02.2.01.0003 - Fasilitasi, Pelaksanaan danm\Evaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Kelembagaandan Ketatalaksanaan

5.05.02.2.01.0014 - Fasilitasi dan‘Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan
Pengkajian Peraturan

5.05.02.2.03 - Penelitian.dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan
Pembangunan

5.05.02.2.03.0002°- Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan
Perdagangan

5.05.02.2.03.0007 - Penelitian'dan,Pengembangan Lingkungan Hidup

Meningkatkan kematangan
inovasi daerah

5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi

5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di
Bidang Teknologi dandnovasi

5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi/Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif




4.2. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA

Indikator Kkinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri
Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perumusan
indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan dengan
melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas<dan fungsi Perangkat
Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaiandtujuan dan sasaran dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).,Langkah terakhir
adalah identifikasi indikator dan target kinerja“ Perangkat), Daerah yang
berkontribusi langsung pada pencapaian £ujuan dan sasaran dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD).

Di dalam sub bab ini, akan dibahas mengenaifindikator kinerjaari Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Kediri Tahun 2025-2029. "Indikator, kinerja tersebut secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai selamaykurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang sebagaidkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri. Dengan
demikian indikator kinerja berfungsi sebagaifalat ukur yang dapat menunjukkan
apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau
tidaked IndikatoryKinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawabh ini:



TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA KEDIRI
TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN h“SE“z';ZTA"UN KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03 (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
1. 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Nilai 72,49 72,99 7319 74,55 78,45 79,72 80,21
Instansi Pemerintahan (SAKIP)
3 Indeks Inovasi Daerah Angka 51,52 516 518 52 52,25 52,5 53
4. Nilai Sakip komponen perencanaan Nilai 23,25 233 23,35 234 235 238 24
5. Persentase indikator kinerja sasaran | % 83,87 90 91 92 93 94 95
RPJMD berkategori berhasil
6. Persentase pertumbuhan inovasi daeral] % 16,13 16,5 16,75 17,25 17,5 17,75 18

Setelah membahas mengenai Indikator Kinerja,Utamay(IKU), penting untuk memahami konsep Indikator Kinerja Kunci (IKK)
sebagai bagian dari sistem pengukuransKinerja,yang lebih luas. IKK'merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian
tujuan organisasi pada tingkat yang lebih spesifik dibandingkan dengan IKU. Berikut Indikator Kinerja Kunci Bappeda Tahun 2025 -
2029:



TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

RANCANGAN AKHIR RENSTRA

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

NO INDIKATOR STATUS SATUAN TAHUN 2024 KETERANGAN
2025 2027 2028 2030
1) 02 ©3) 104) (05 06 08 9) 1) 12
1. 5.01 - PERENCANAAN
2. Persentase capaian target program positif o 20 91 92 a3 a5
3. Persentase target kinerja RKPD dengan 94 95 96 97 98
RPIMD
4. 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5. Pr inovasi yang sebagal | positif 65.25 70 75 80 85 a1
inovasi daerah
6. Persentase penelitian yang sesuai dengan | positil o 80 9 92 a3 95
prioritas daerah




BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Tahun 2025-2029 telah disusun sebagai dokumen perencanaan jangka
menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda
selama lima tahun ke depan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi
dasar dalam mewujudkan pembangunan daerah yang cefektif, efisien, dan
berorientasi pada hasil.

Dalam penyusunannya, Renstra Bappedas Tahun, 2025-2029 telah
mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk, kebijakan ‘nasional, kebijakan
pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat yang terangkum dalam
dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Selain itu, Renstra ini juga telah melalui
proses koordinasi dan sinkronisasi dengan )perangkat daerah lainnya guna
memastikan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan disusunnya RensStra Bappeda Tahun 2025-2029 ini, diharapkan
seluruh jajaran Bappeda dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih
terarah dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2025-
2029 ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama seluruh pemangku
kepentingan, bajk di tingkat pemerintah daerahy masyarakat, maupun sektor
swasta. Oleh Kkarena itu, sinergi dan kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci
utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang lebih maju, berdaya
saing dansberkelanjutan:

Demikian, Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai
pedoman bagi seluruh jajaran dalam merencanakan dan melaksanakan
pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Semoga dokumen ini dapat
menjadi landasan yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah

ditetapkan.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Alloh SWT, atas tersusunnya Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri Tahun 2025-2029. Renstra ini
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD} Kota Kediri
Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Kediri. Rancangan Renstra memuat Tujuan, Sasaran,
Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Kediri Tahun 2025 - 2029. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran Kegiatan
berupa indikator kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan
vang terpadu dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renstra ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014.

Renstra ini disusun sebagai panduan operasional dalam merealisasikan visi dan
misi Pemerintah KotaKediri yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
Dokumen RPJMD tersebut telah melalui berbagai tahapan penting sejak awal
tahun 2024, seperti penyusunan rancangan teknokratik dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS), serta melibatkan kolaborasi tim teknis, DPRD, dan
masyarakat sebelum akhirnya disahkan olch Walikota dan Wakil Walikota
terpilih.

Renstra Bakesbangpol KotaKediri ini memuat komitmen dan strategi
kelembagaan untuk mewujudkan ketahanan nasional, kerukunan sosial,
penguatan moderasi beragama, pengembangan partisipasi masyarakat, serta
peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian integral dari arah
kebijakan RPJMD.

Sebagai panduan lima tahunan, Renstra ini dijadikan acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD] setiap tahunnya, menjamin
konsistensi dan sinergi antarprogram OPD. Kami berharap dokumen ini dapat
menjadi pijakan bagi seluruh civitas Bakesbangpol dalam menjalankan tugas.
Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah memberikan dukungan dan kontribusi, sehingga Renstra ini tersusun
dengan baik dan komprehensif,

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi setiap upaya kita dalam
membangun Kota Kediri yang maju, agamis, produktif, aman dan ngangeni.

Kediri,  Juli 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a Tingka
NIP. 19780811 199803 2 003
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan
wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini
kemudian dituangkan dalam dokumen - dokumen perencanaan, baik untuk
jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun
jangka pendek (tahunan). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama
dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam\rangka pelaksanaan
pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dansinergis, baik antar daerah,
antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya [AJndang-Undang" texsebut adalah
diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerahd untuk® menyusun ‘rencana Kkerja
sebagai acuan dalam penyelenggaraan{pembangunan, baik untuk jangka
menengah (lima tahunan) maupuns jangka pendek (tahunan). "Untuk
perencanaan jangka menengah disusun ‘dalam bentuk Rencana /Strategis
(Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasalh@ Ayat (7), yaitu “Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja ) Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode'5 (lima) tahun.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa
“Perangkat Daerah menyusun rencana strategis 'denigan berpedoman pada
RPJMD”, yang selanjuthya dijelaskan‘dalam pasal|(2) yaitu “Rencana Strategis
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Upusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat/Daerah.”

Sekretariat DPRD (Setwan) memiliki peran strategis dalam perumusan
kebijakan pembangunan daerah guna mewujudkan visi dan misi pembangunan
yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat
DPRD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang
menjadi pedoman' dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi Kkinerja
perangkat daerah. Penyusuhan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu
pada dokumen perencanaan nasional dan daerah, seperti Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan disusun oleh
Pemerintah Daerah. Renstra ini menjadi acuan dalam penjabaran program dan
kegiatan stratégis yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga
diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan Kkesejahteraan
masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri juga perlu
memperhatikan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Renstra Sekretariat
DPR Provinsi Jawa Timur (Sekretariat DPRD Prov). Selanjutnya Renstra
Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dasar dalam
perencanaan tahunan Sekretariat DPRD, yaitu dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Kediri.
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Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renstra Perangkat Daerah (PD)

DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD

(Setwan) Kota Kediri Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam lingkungan, Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor '45) sebagaimana.telah diubah dengan -2-
Undang-Undang:Nemor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan' Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar
dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
551);

Undang-Undang Nemor 25nTahun’ 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang, Nomor 23 /Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun) 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan/Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan
Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun
2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil
Sekretariat DPRD beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan
komitmen bersama guna mewujudkan tujuan danfsasaran)Sekretariat DPRD
secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung sasaran
dan tujuan Pemerintah Kota Kediri.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri
Tahun 2025 - 2029 adalah:

a. Menjadi kerangka dasar bagi Sekretariat DPRD, Kota Kediri dalam
melaksanakan pembangunan pada kurun waktu' Tahun 2025 - 2029, dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka:Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Kediri Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat
DPRD Kota Kediri secara sistematis dan_terorganisir, diantaranya melalui
penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;

c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja”Sekretariat DPRD Kota
Kediri yang mertipakan dokumen ‘pérencanaan tahunan, untuk selanjutnya
menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2025-
2029 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :
BAB1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat
Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat
Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan
Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi,
kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan



Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat
Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota
Kediri
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Kediri
Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Kediri
Mengemukakan capaian-capaian penting«yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra Perangkat, Daerah periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat
Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan,RPJMD periode
sebelumnya,

2.4 Kelompok Sasaran Layanan
Berisi tentang penerima manfaat layanan yang diberikan oleh
Perangkat Daerah sebagai“bentuk perencanaan dan pengukuran
kinerja Perangkat Daerah terarah, «terukur dan berdampak
langsung

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD
Berisi permasalahan,dan isu - isu startegis layanan Sekretariat
DPRD

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada babdni'mengemukakan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat
DPRD,/kemudian, dilengkapi' dengan Cascading Kinerja Sekretariat
DPRD serta Penahapan Pembangunan upaya sistematis untuk
meémastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai
dengan visi)misi dan,sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGA
RAAN URUSAN

Pada bab ini memuat tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan
serta target Kinerja, baik dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra
PD maupun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian terhadap perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAAN
DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Sekretariat DPRD mempunyai
kedudukan sebagai unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan, urusan
penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian serta di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dengan Kedudukan tersebut Sekretariat DPRD mempunyaigtugas membantu
Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah
di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanantadministrasi'dan pemberian
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Secara rinci Sekretariat DPRD
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memfasilitasi rapat DPRD
b. Melaksanakan pengelolaan tata usaha, perpustakaan dan keuangan DPRD
c. Melaksanakan dan mendukung tugas DPRD

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur
organisasi Sekretariat DPRD Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. SEKRETARIS DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan,fadministrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD _4dan menyediakan serta mengkordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan  keuangan daerah. Adapun fungsi
Sekretaris DPRD adalah sebagaisberikut :

> Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD

> Penyelengaraan.administrasi keuangan DPRD

»(Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD

> Penyediaan dan pengkordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

> pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya

b. BAGIAN UMUM

Menyelenggarakan kegiatan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan,
rumah tangga, keuangan, perjalanan dinas dan penerimaan tamu. Adapun fungsi
Bagian Umum adalah sebagai berikut :

» pelaksanaan surat menyurat
> penyiapan rencana perjalanan dinas Sekretariat DPRD

» penyusunan program kegiatan bidang tata usaha, kepegawaian perlengkapan
dan rumah tangga Sekretariat DPRD

> penyusunan usulan rencana kerja Sekretariat DPRD

> pengelolaan keuangan DPRD dan pembukuan realisasi keuangan serta
pelaporan

> pemprosesan kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan
Pegawai dan kesejahteraan pegawai

> pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai



dengan bidang tugasnya

Bagian Umum membawahi 1 (satu) sub bagian yaitu:

1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
mengkoordinasikan penyusunan program

menyusun rencana anggaran

menyusun rencana perubahan PAK dan membuat perhitungan
mengelola keuangan dan pembukuan realisasi anggaran
rutin/pembangunan serta laporan pertanggungjawaban
mengelola gaji pegawai Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD

menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta
pemeliharaan dan keamanan kantor

mengelola administrasi kepegawaian

mengadakan pengawasan dan pengendalian anggaran

meningkatkan kemampuan pegawai dan kesejahteraan pengawai
menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan
tata laksana

» melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan eleh, Kepala Bagian Umum
sesuai dengan bidang tugasnya

VVVYVYVYVYY
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c. BAGIAN PERSIDANGAN DAN KEHUMASAN

Bagian Persidangan dan Kehumasan ‘mempunyai, tugas melaksanakan
menyelenggarakan rapat,risalah, protokol, koordinasi dan’ konsultasi kegiatan
DPRD, kehumasan dan dokumentasi, mempunyai fungsi :

> fasilitasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
> fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi DPRD

> penyiapan penyelenggaran rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD baik
administrasi maupun tata tempat

» pelaksanaan keprotokolan
» pelaksanaan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD
> pelaksanaan Kehumasan dan dokumentasi kegiatan

> pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai
dengan bidang tugasnya

d./ BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMENTASI
Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi mempunyai tugas mengkaji

dan mengevaluasi hasil produk hukum dan mendokumentasikan produk -
produk hukum.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud. Untuk
melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Perundang — undangan dan Dokumentasi
mempunyai fungsi :

» pelaksanaan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

> fasilitasi kegiatan pengkajian dan penelitian hasil produk hukum daerah

> pelaksanaan® dokumentasi produk-produk hukum dan perpustakaan
Sekretariat DPRD

> fasilitasi pengelolaan aspirasi masyarakat

> fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD

> fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD
> fasilitasi pembahasan kerja sama daerah

> fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD
sesuai dengan bidang tugasnya

e. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



Kelompok Jabatan Funsional Mempunyai Tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas
sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional
sesuai dengan bidang keahliannya

Berikut disajikan gambar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sesuai
dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD
(Setwan) Kota Kediri.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

RAGAN CHOAN AN FATI
SEMRE TARIAT DETOAN FERTIUCILAN RANKYAT DAL RAN

SEXRETARIS DPFRD

Hadian | Banwny




2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD,
maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang
lainnya.
2.1.1. Sumber Daya Manusia / Aparatur

Sumber Daya Manusia/Aparatur yang tersedia di Sekretariat DPRD Kota
Kediri (per Maret 2025) berjumlah 68 orang adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Sekretariat DPRD Kota Kediri

Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

N
(0}

JABATAN

TINGKAT PENDIDIKAN

SD‘

P

SLT SM D D
U

13‘D4‘SI‘SZ‘S3

PEGAWAI ASN

1 | Eselon II ~ - - _ ~ ~ - 1 ~
2 | Eselon III B - y ~ R B 2 1 R
3 | Eselon 1V _ - - _ _ R 1 - R
4 Jabatan Fungsioal  Tertentu } _
(JFT) - - - - 2 1 -
5 Jabatan Fungsionan 5 R
Umum(JFU) - = - - 7 -
Jumlah | - 5| _ R 12 3 R
PEGAWAI NON ASN
1 | Tenaga Outsorcing _ - 48 | _ _ _ - - _
Jumlah _ - 48 | _ _ R - - R
JUMLAH TOTAL PEGAWAI . - 53 | . 12 3 .

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)

2.1.2.< Sarana dan Prasarana

Sarana dan' prasana yang .dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Sekretariat. DPRD) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya
adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:
Tabel 2.3 Rincian Aset Tetap tahun 2025

NO NAMA BARANG DUBUTUHKAN | TERSEDIA | KURANG
Bangunan Gedung Kantor . .
1 Permanen (Kantor DPRD) 1 unit 1 unit
Kendaraan Dinas/Operasional -
2 Roda empat 5 unit 5 unit -
3 Roda dua 15 unit 15 unit -
4 | AC 80 unit 80 unit -




Sentral/Split/Stand /Coditioning

Alat Hiasan (Foto mantah Ketua

6 DPRD) 10 buah 10 buah
7 Alat Kantor Lainnya ('Lam-lam) 50 buah 50 buah
Papan Nama Kayu]jati
8 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 6 buah 6 buah
Sanyo
9 Al?t Komunikasi Sosial Lain-lain 1 buah { Buah
Triport Drave
Alat Komunikasi Sosial Lain-lain
10 LCD Projektor 1 buah 1 buah
11 Alallt Lab.. Elektronika & Daya 1 buah 1 buah
Lain-Lain Trafo
12 | Alat Pemadam Portable 6 buah 6 buah
11 | Alat Pemanas (Air West ) 2 buah 2 buah
13 | Alat Pemotong Kertas 5 buah 5 buah
14 Alat Rumah TanggaglLain-lain 3 buah 3 buah
(Gorden)
Alat Rumah Tangga Lain-lain 990
151 (Globe steel) 990buah |\ h
16 Alat Rumah Tangga Lain-lain 41 buah 41 buah
(Pengharum Ruangan)
17 |"Amplifiler/Audio ‘Amplifier 95 unit 95 unit
18 | Audio Car 1 unit 1 unit
19 | Band Kas 5 buah 5 buah
Camera Digital’/
20 Attachmnet/Filem 10 buah 10 buah
21 | CD rom potable 1 buah 1 buah
22 | Mic Warles audio sound rapat 5 unit 5 unit
23 | Latop 49 buah 49 buah
24 | Printer 20 buah 20 buah
25 | Camera 3 buah 3 buah
25 | Mebelair 22 buah 22 buah

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)




2.3. KINERJA LAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui capaian daridndikator kinerja. Pencapaian Kinerja Layanan
Sekretariat DPRD Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang
dilaksanakan. Indikator kinerja Sekretariat DPRD pada periode tahun 2025-2029 merupakan hasil evaluasi dari kinerja pada periode
tahun 2020-2024. Indikator mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024 dan Renstra
Sekretariat DPRD Tahun 2025-2026. Perubahan indikator dikarenakan adanya pengendalian dan evaluasi dari Kementerian PAN RB,
kondisi dinamika Perangkat Daerah, ketersediaan data serta untuk meningkatkan\kinerja secara umum. Adanya perubahan indikator
menyebabkan tidak tersedianya data capaian pada tahun 2020-2023 untuk indikator yang baru. Dengan memperhatikan capaian
indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Sekretariat DPRD untuk menentukan sejauh mana, target dan realisasi program dan
kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Kediri bisa dilihat
dalam tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

NO INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2025-2029 SATUAN KONDIS! KETERANGAN
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 & 4 5 6 7 8 9
Indikator Tujuan Sekretariat DPRD
Persentase - - - - 93
1 Tingkat Kepuasan layanan terhadap anggota DPRD
Indikator Sasaran
Persentase kegiatan dan peningkatan kapasitas DPRD yang Persentase - - - - 93
1 terfasilitasi
2 Nilai LHE AKIP Perangkat Daérah Persentase - - - - 73,55




Untuk data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.6
berikut :

Tabel 2.6 Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

ANGGARAN REALISASI REALISASI
JENIS
BEIX‘N] 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2024 2022 2023 2024 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BELANJA
TIDAK 284062118 | 26.587.571.4 | 28.135.571.1 | 28.522.638.7 | 30.944.947.8 | 28.406.211.8 | 26.587.571.4 | 21.357.691.72 | 21.569.003.68 | 21.003.1185 | 10000 [ 100,001 7591} 7562 [ 67,87
LANGSU 00 69 98 00 29 00 69 4 3 21 % % % % %
NG
BELANJA 100,00 | 100,00 | 8479 | 89,72 | 7368
LANGSU | 42.937.1432 | 409989161 | 52.708509.8 | 62.876.683.2 | 67.163.284.4 | 42.937.143.2M,40.998.916.1 | 44.692.319.43 | 56.413.914.34 | 49.486.388.9 O O i & o
NG 00 00 00 00 00 00 00 1 2 11 ° 0 ° ° °
JUMLAH | 71.343355.0 | 67.586.487.5 | 80.844.080.9 | 91.399.321.9 | 98.108232.2 | 71.343.355.0 | 67.586.487.50|.66.050.011.15 | 77.982.918.02 | 70.489.507.4 | 10000 | 100,001 8170 ) 8532 ] 7185
00 69 98 00 29 00 69 5 5 32 % % % % %

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)

Tabel 2.6 . Capaian Kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan di karenakan efisiensi anggaran .




2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD dijabarkan sesuai program
pada tabel berikut,
Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan

NO PROGRAM KELOMPOK SASARAN

Program Penunjang Urusan
1 | Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Sekretariat DPRD dan DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi DPRD

Sekretariat DPRD dan DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)
2.8. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
Sekretariat DPRD Kota Kediri dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian
atau kondisi saat ini serta faktor internal dan ekstefnal yang berpengaruh terhadap
aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dand fungsi pelayanan. Berdasarkan
Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2021 bahwa Sekretariat DPRD'mempunyai
tugas membantu Walikota melaksanakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD berfungsi Memfasilitasi yrapat DPRD, Melaksanakan
pengelolaan tata usaha, perpustakaan dan keuangan DPRD dan Melaksanakan
dan mendukung tugas DPRD beberapa permasalahan yang diidentifikasikan
adalah sebagai berikut:

1. Dalam hubungan Sekretariat DPRD dengan DPRD

2 Dalam hubungan Sekretariat DPRD dengamPemerintah Daerah

3. Dalam hubungan Sekretariat DPRD dengan masyarakat dan media
4 Secara internal.Sekretariat DPRD

Adapun isu-isu strategis yang ada diSekretariat DPRD Kota Kediri antara lain
sebagai berikut :
1. Pemantapan Tata Kelola'Pemerintahan (Good Governance)

v perlunya penguatanfsistem tata kelela yang lebih transparan, responsif, dan
berbasis inklusivitas guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan

v perlu mempercepat implementasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan
guna memperkuat integrasi sistem administrasi, memperluas keterbukaan
informasi publik, serta meningkatkan partisipasi warga dalam perencanaan
dan pengambilan keputusan




Tabel 2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi
Daerah
yang
menjadi
kewenan
gan PD

Permasala
han PD

Isu KLHS
yang
relevan
dengan
PD

Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan

PD

Global

Nasional

Regional

Isu
Strategis
PD

1

3

7

Digitalisa
si
layanan
publik

Akses
masyarak
at
terhadap
layanan
publik
masih
terbatas
dan
Digitalisas
i
Pelayanan
Publik
yang
belum
Merata
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ce)
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tan
digitalis
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global,
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keputusan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA KEDIRI

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur
kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan mérupakan dampak (impact)
keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai
program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari
suatu tujuan yang diformulasikan,_secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Sesuai dengan Visi Kota Kediri “Membangun Kota Kediri yang MAPAN -
Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, Ngangeni”, Renstra Sekretariat
DPRD Kota Kediri tahun 2025-2029 mendukung Misi 4 pada RPJMD Kota Kediri
Tahun 2025-2029 gyaitu »“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang
inovatif, responsif dan berintegritas”.
Penjabaran tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta
target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana
tertuang dalam tabel'berikut:




Tabel 3.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

NSPK DAN TARGET TAHUN
st\l\i 3 5?: G TUJUAN SASARAN INDIKATOR Bé SZEIZ-LN KETE':‘ANGA
RELEVAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD

- Meningkatnya Meningkatnya Tingkat Kepuasan 93 935 94 945 95 955 96

kualitas pelayanan kualias pelayanan Layanan terhadap

publik sekretariat DPRD Anggota DPRD (%)
Meningkatnya Persentase kegiatan 93 93.5 94 94.5 95 955 96
fasilitasi terhadap dan peningkatan
kegiatan dan kapasitas DPRD
peningkatan yang terfasilitasi (%)
kapasaitas DPRD
Meningkatnya Nilai LHE AKIP 73.55 73.70 73.85 74.00 74.15 74.30 74.45
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

(Nilai)

Sumber : Sekretariat DPRD, 2025




Berdasarkan tabel 3.1 di atas maka tujuan dari pelaksanaan layanan
Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Kediri adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan
sekretariat DPRD” yang diukur dengan menggunakan indikator tujuan Tingkat
Kepuasan layanan terhadap anggota DPRD.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran antara lain

sebagai berikut:

a. Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan dan peningkatan kapasaitas

DPRD

b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Berikut akan disampaikan tentang rumus dan definisi operasional dari
indikator sasaran yang ada.

Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Formula Indikator Sasaran

No Sasaran

Indikator Sasaran

Definisi Operasional

Formula Indikator

Meningkatnya fasilitasi
terhadap kegiatan dan
peningkatan kapasaitas
DPRD

Persentase kegiatan
dan peningkatan
kapasitas DPRD yang
terfasilitasi

Fasilitasi terhadap kegiatan-
kegiatan dan peningkatan
kapasitas DPRD oleh Sekretariat
DPRD

Jumlah Fasilitasi atas
kegiatan-kegiatan DPRD

Meningkatnya
Akuntabilitas Kinefja

Nilai LHE AKIP
Perangkat Daerah

Hasil penilaian AKIP yang
dilakukan olelvAPIP (Inspektorat
Kota Kediri) terhadap kondisf
penyelénggaraan AKIP di
Sekretariat DPRD Kota Kediri,
meliputi lima komponen pokok
AKIP,(perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan
kinerja dan evaluasi akuntabilitas
kinerja)

Hasil Evaluasi AKIP oleh
Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (Inspektorat Kota
Kediri) terhadap
penyelenggaraan AKIP
Sekretariat DPRD Kota Kediri
pada kurun waktu tertentu

Sumber_:Sekretariat DPRD, 2025

3.2. CASCADING KINERJA “SEKRETARIAT DPRD

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses

penjabaran dan

penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang
lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut disampaikan
cascading kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 - 2029.



Grafik 3.1 Cascading Kinerja Sekretariat DPRD

PN

Tu
Meningkatnya kualias pelayanan sekretariat DPRD

Indikator
Tingkat Kepuasan layanan terhadap anggota DFRD

Sasaran
Meningkatnya fasilitasi terhadap kegiatan dan
peningkatan kapasaitas DFRD

Indikatar
Persentase kegiatan dan peningkatan kapasitas DFRD
yang terfasilitasi

Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Indikator
Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah
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3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kkebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan
sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program
dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Kediri
Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD, yang selaras dengan strategi dan
kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri Tahun
2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam
pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD serta dalam mengemban tugas
dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi
dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran ‘pelayanan, isu
strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Kediri.
Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi »keberhasilan dan
ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi<yang dinilai realistis dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah Kkebijakan untuk
memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Secara
lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kébijakan Sekretariat. DPRD
Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-

2029
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya Meningkatkan .
e penyelengaraan Meningkatkan
fasilitasi terhadap o . . L.
Kegi fasilitasi atas Kualitas Kinerja
egiatan dan . :
. kegiatan- kegiatan Penyelenggaraan
peningkatan . A
Meningkatny /| kapasaitas DPRD dan peningkatan fasilitasi DPRD
. kapasitas DPRD
a kualias
pelayanan Meningkatkan
sekretariat Kinerja Meningkatkan
DPRD penyelenggaraan Kualitas Kinerja
Meningkatnya tugas, pengelolaan Penyelenggaraan
Akuntabilitas Kinerja | keuangan, Tugas Pokok dan
kepegawaian dan Fungsi
administrasi umum Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)
3.4 PENAHAPAN PEMBANGUNAN

Penahapan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat
DPRD merupakan wupaya sistematis untuk memastikan pelaksanaan
pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi, misi dan sasaran strategis yang
telah ditetapkan. Penahapan ini disusun untuk mengoptimalkan -efektivitas
perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan dalam periode lima tahun.
Penahapan pembangunan dalam Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada:

v Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai panduan
utama dalam menetapkan prioritas pembangunan lima tahunan

v Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
pembangunan jangka panjang

sebagai arah



v Isu strategis dan kebutuhan daerah yang berkembang berdasarkan hasil

evaluasi dan analisis kondisi daerah

v Sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Berikut tahapan pembangunan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2026-

2030:

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2026-2030

TAHAP TAHAP
TAHAP I (2026) TAHAP 11 (2027) v TAHAP V (2030)
111 (2028) (2029)
1 2 3 4 5
oo . Tahap
Tahap Perencanaan dan [')engorgamsasnan melalui Pelaksanaan Tahap Evaluasi :
) melalui ;
1. Menjalankan
kegiatan 1. Melakukan
1. Menyusun rencana strategis dan operasional kesekretariatan evaluasi berkala
kesekretariatan DPRD yang selaras dengan visi, misi, sesuai rencana, terhadap kinerja
dan tujuan DPRD. Ini mencakup alokasi sumber termasuk kesekretariatan,

daya (anggaran, personil, sarana prasarana) dan
jadwal kegiatan

2. Menentukan struktur organisasi yang efektif,

menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-

masing bagian, serta memastikan adanya sistem
kerja yang jelas dan terkoordinasi

pengelolaan surat
menyurat, rapat,
dokumentasi,
pengelolaan
keuangan, serta
penyediaan data
dan informasi yang
dibutuhkan, DPRD

mengidentifikasi
kelemahan dan
kendala, serta
merumuskan
solusi untuk
perbaikan
berkelanjutan

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

N OPERASIONAL
(0] NSPK

ARAH KEBIJAKAN RPJMD

ARAH KEBIJAKAN RENSRA
SEKRETARIAT DPRD

Menyusun
standar kualitas
1 | pelayanan publik

dan kapasitas ASN

Optimalisasi Manajemen ,distribusi

Meningkatkan Kualitas Kinerja
Penyelenggaraan fasilitasi DPRD

dan akuntabilitas
kinerja

penguatan tata kelola pemerintahan
yang tertib'dan berintegritas

Meningkatkan Kualitas Kinerja
Penyelenggaraan Tugas Pokok
dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Kediri (2025)




BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA

SEKRETARIAT DPRD

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka
mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan
dalam  program/kegiatan/sub  kegiatan dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Kediri. Sub kegiatan
adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program
sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkanfprogram merupakan
kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasarafl tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran
keberhasilan suatu program dan kegiatan baik Kualitatif maupun kuantitatif yang
secara khusus dinyatakan sebagai pencapaianftujuan yang dapat menggambarkan
skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauansdan
evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan
sasaran rencana program dan kegiatan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Sekretariat DPRD Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:



Tabel 4.1

Rencana Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG PERANGKAT
URUSAN / INDIKATOR BASELIN 202 DAERAH
2026 2027 2028 2029 2030
PROGRAM/ OUTCOME E 2024 5 PENANGGUN
OUTCOME TARGE TARGE TARGE TARGE TARGE G JAWAB
T PAGU T PAGU T PAGU T PAGU T PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
4.02-
SEKRETARIAT 82.374.197.960,([)) 824374.197.960% 824374.197.960% 824374.197.960,(3 82.3744197.960,8
DPRD
4.02.01-
PROGRAM
BEﬁgﬁ&ANG 35.917.197.960,0 35.917.197.960,0 35.917.197.960,0 35.917.197.960,0 35.917.197.960,0
PEMERINTAHAN g ® ® ® ®
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Indeks Dinas/Badan yang
layanan penunjang Profesionalisme 84.9 84.98 85.07 35'917'197'960% 85.15 35'917'197'960% 85.24 35'917'197'960'?) 85.33 35'917’197'960’8 85.41 35'917'197'960’8 menangani Bidang
Perangkat Daerah ASN (Indeks) Sekretariat DPRD
Persentase
cakupan Dinas/Badan yang
pelayanan 920 90 93.50 94 945 95 95.5 menangani Bidang
Administrasi Sekretariat DPRD
DPRD (%)
Persentase
Cae::l;ar:;n Dinas/Badan yang
petay 93 93 935 94 945 95 955 menangani Bidang
Keuangan dan Sekretariat DPRD
Kesejahteraan
DPRD (%)
Persentase
E:tn;;r;uhan Dinas/Badan yang
90 95 935 94 945 95 95.5 menangani Bidang
Pengelolaan Sekretariat DPRD
Keuangan
Berkualitas (%)
g:izzta;:n Dinas/Badan yang
Kriteri uhan 100 100 100 100 100 100 100 menangani Bidang
riteria Renja Sekretariat DPRD
Berkualitas (%) ckretaria
4.02.02 -
PROGRAM
DUKUNGAN 46.457.000.000,0 46.457.000.000,0 46.457.000.000,0 46.457.000.000,0 46.457.000.000,0
PELAKSANAAN 0 0 0 0 0
TUGAS DAN
FUNGSI DPRD
Terwujudnya Persentase Dinas/Badan
yang
g::(:l?sgaar:\aan tugas Pembahasan 86 865 87 46,457.000.000,3 875 46.457000,000,(()) 88 46.457000,000,(()) 885 46457,000.000,3 89 46.457000,000,(()) menangani Bidang
dan fungsi DPRD RAPERDA (%) Sekretariat DPRD
TOTAL 82.374.197.960,0 82.374.197.960,0 82.374.197.960,0 82.374.197.960,0 82.374.197.960,0
KESELURUHAN 0 0 0 0 0




Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program P,

s Pembangunan Daerah

DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN /
NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03 (04) (05
4.02.0.00.0.00.01.0000
1. 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG Meningkatnya layanan penunjang
URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah

4.02.01.2.02 - Admini:
ngan Perangkat D:

Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

4.02.01.2.05 - Administrasi
epegawaian Perangkat Daerah

4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan
Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

4.02.01.2.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah

4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga

4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan




4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi
Kunjungan Tamu

4.02.01.2.06.0009

enyediaan Jasa
n Pemerintahan

Jasa Komunikasi, Sumb
dan Listrik

emeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

.02.01.2.09.0002 - Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan
4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan
Mebel
KEGIATAN /
NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME SUBKEGIATAN KETERANGAN
(02) (03) (04) (05)

4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

4.02.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

4.02.01.2.09.0010 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya




4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan
dan Kesejahteraan DPRD

4.02.01.2.15.0002 - Penyediaal
Pakaian Dinas dan Atribut DP]

4.02.01.2.15.0003 - Pelal
Medical Check Up,

4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN Terwujudnya dukungan pelaksanaan
PELAKSANAAN TUGAS DAN tugas dan fungsi DPRD
FUNGSIDPRD

4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan

.02.02.2.02.0004 - Pembahasan
APBD Perubahan

4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan
Pertanggungjawaban APBD

4.02.02.2.03 - Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan

4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan
Urusan Pemerintahan Bidang
Pemerintahan dan Hukum

4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan
Urusan Pemerintahan Bidang
Infrastruktur

4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan
Urusan Pemerintahan Bidang
Kesejahteraan Rakyat

4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan
Urusan Pemerintahan Bidang
Perekonomian




4.02.02.2.03.0005 - Pengawasan

Urusan Pemerintahan Bidang
Sumber Daya Alam

4.02.02.2.03.0007 - Pengawas;
Penggunaan Anggaral

.02.02.2.04.0002 - Pendalaman
Tugas DPRD

4.02.02.2.05 - Penye!
Penghimpunan Aspirasi

KEGIATAN /
NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (09 (03 (09 (05)

4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja
dalam Daerah

4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan
Pokok-Pokok Pikiran DPRD

4.02.02.2.05.00083 - Pelaksanaan
Reses

4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD

4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan
Konsultasi Pelaksanaan Tugas
DPRD




4.2. INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri
Tahun 2025-2029 merupakan indikator Kkinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan
dengan melakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan
sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat
Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Di dalam sub bab ini, akan dibahas mengenaifindikator kinerja dari
Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2025-
2029. Indikator kinerja tersebut secara langsungimenunjukkan kinerja yang
akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahin mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri. Dengan demikian indikator
kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran
atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator
Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel
4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

BASELIN TARGET TAHUN
g INDIKATOR SALUA ETAHUN KETE':‘ANGA
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
iy ©2) 03 04 0 | 0 | o | 0 | © | (0 (11)
1. 4.02.0.00.0.00.01.000
0 - Sekretariat DPRD
2. Tingkat Kepuasan % 93 93,5 94 94,5 95 95,5 96
Layanan terhadap
Anggota DPRD

Setelah membahas ‘mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU), penting
untuk memahami konsep Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bagian dari
sistem, pengukuran ‘Kinerja yang lebih luas. IKK merupakan indikator yang
digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan organisasi pada tingkat yang
lebih spesifik dibandingkan dengan IKU. Berikut Indikator Kinerja Kunci
Sekretariat DPRD Tahun 2025 - 2029:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2030

BASELIN TARGET TAHUN
N | moikaTor | STETY | SATUA | ETanuN
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2030

KETERANGA
N

(02) (03) (09 (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1. 4.02 -
SEKRETARIAT
DPRD

2. Indeks positif Indeks 849 84.98 85.07 85.15 85.24 85.33 85.41
Profesionalisme
ASN

3. Persentase positif % 90 90 93.50 94 945 95 955
cakupan pelayanan
ini DPRD

4. Persentase positif % 93 93 935 94 945 95 955
cakupan pelayanan
Keuangan dan
Kesejahteraan
DPRD




5. Persentase positif % 86 86.5 87 875 88 88.5 89
Pembahasan
RAPERDA

6. Persentase positif % 90 95 935 94 945 95 955
Pemenuhan
Kriteria
Pengelolaan
Keuangan
Berkualitas

BABYV
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 telah
disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menéngah yang menjadi
pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selama lima
tahun ke depan. Renstra ini memuat visi, misi tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan menjadi dasar
dalam mewujudkan pembangunan daerah yanggefektif, efisien, dan berorientasi
pada hasil.

Dalam penyusunannya, Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029
telah mempertimbangkan berbagai aspek, ‘termasuk kebijakan nasional,
kebijakan pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat yang terangkum
dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Selain itu, Renstra ini juga telah
melalui proses koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lainnya
guna memastikan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD ‘Tahun 2025-2029 ini,
diharapkan seluruh jajaran Sekretariat DPRD. dapat menjalankan tugas dan
fungsinya dengan lebih terarah dan terukur..Keberhasilan pelaksanaan Renstra
Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 ini sangat bergantung pada komitmen dan
kerja sama seluruhfpemangku kepentingan, baik ditfingkat pemerintah daerah,
masyarakat, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi
yang kuat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan
daerah yang lebih maju, berdaya saing 'dan berkelanjutan. Adapun kaidah
pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 adalah:

1. DokumensRenstra ini,menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas, pokok
dan fungsi Sekretariat \DPRD untuk mewujudkan tujuan Pembangunan
melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD mulai tahun 2026
sampai dengan tahun 2030.

2. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun dengan mengacu
pada Rancangan Akhir Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.

3. Setelah)berakhirnya Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029, perlu
disusun Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi
penyusunanidokimen perencanaan Pembangunan tahunan berikutnya.

Demikian, Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 ini disusun
sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dalam merencanakan dan melaksanakan
pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Semoga dokumen ini dapat
menjadi landasan yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah
ditetapkan.
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